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PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) didirikan pada tanggal 26 Februari 2009 ditengah situasi Global 

Financial Crisis (GFC). Perseroan diberi mandat untuk dapat memberikan solusi di bidang pembangunan 

infrastruktur di Indonesia. Pendirian PT SMI ditengah situasi krisis global menjadi sangat penting sebagai 

bentuk reform dibidang infrastruktur, hal ini mengingat salah satu pra-syarat bagi suatu negara untuk lebih 

kompetitif, pembangunan sektor infrastruktur memegang peranan yang sangat krusial. Perjalanan 12 tahun 

PT SMI telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur di 

Indonesia melalui tiga pilar bisnisnya yakni Pembiayaan dan Investasi, Jasa Konsultasi, serta Pengembangan 

Proyek, dan berbagai achievement telah berhasil diraih. Cakupan proyek infrastruktur yang telah dibangun 

atas dukungan penuh PT SMI sangat beragam, baik dari infrastruktur dasar maupun infrastruktur sosial yang 

tersebar di berbagai wilayah Republik Indonesia. Saat ini, PT SMI terus berkiprah menghadirkan solusi yang 

inovatif dalam pembiayaan infrastruktur, hal ini selaras dengan RPJMN 2020-2024 untuk meningkatkan 

pembangunan infrastruktur.

Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan Republik Indonesia

Sambutan



Potret Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19:
Kumpulan Studi untuk Pemulihan Ekonomi Indonesia 

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 5

Ditengah situasi pandemi COVID-19, PT SMI sebagai Special Mission Vehicle dari Kementerian Keuangan, 

juga memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan melalui program 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pertama dalam memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah dalam 

rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk mempercepat eksekusi program pemulihan ekonomi 

daerah yang terdampak pandemi COVID-19. Kedua menyalurkan Investasi Pemerintah kepada BUMN yang 

memiliki peran strategis dan penting dalam perekonomian melalui skema PEN (IP PEN) sehingga BUMN 

tersebut mampu mempertahankan bisnisnya di tengah badai pandemi COVID-19 yang belum mereda.

Kedua tugas strategis tersebut merupakan sebuah milestone baru bagi PT SMI, sekaligus suatu capaian bahwa 

PT SMI mampu memberikan kinerja yang baik pada saat mengelola tugas diluar bisnis konvensional-nya dalam 

bidang infrastruktur. Dalam memberikan pinjaman kepada Pemda dan investasi pemerintah di BUMN, PT SMI 

tentunya telah melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif, tidak hanya terhadap aspek finansial 

dan bisnis, tapi juga aspek hukum, kelayakan ekonomi serta dampak positif yang dihasilkan pada bidang 

sosial, dan PT SMI membuktikan mampu melakukan hal tersebut dengan sangat baik.

Inisiatif PT SMI untuk menerbitkan kajian riset ekonomi secara periodik menunjukkan bahwa PT SMI telah 

mempunyai kapasitas yang sangat baik dalam melakukan riset tidak hanya sebatas aspek pembangunan dan 

pembiayaan infrastruktur tetapi juga dalam meneliti dampak sosial-ekonomi dari berbagai kebijakan publik, 

termasuk kebijakan Pemerintah di tahun 2020 dalam melakukan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi 

COVID-19, dimana salah satu diantaranya adalah kebijakan pinjaman yang diberikan atau dana yang disalurkan 

PT SMI melalui skema PEN.

Saya berharap kompilasi kajian riset ekonomi PT SMI yang mengangkat tema COVID-19 menjadi salah satu 

wujud dukungan PT SMI dalam bentuk pemikiran untuk membangun optimisme publik pada masa pemulihan 

ekonomi akibat pandemi COVID-19. Lebih lanjut, tim riset ekonomi PT SMI saya harapkan dapat terus 

meningkatkan kualitas analisis yang lebih baik lagi agar dapat menjadi salah satu referensi bagi penyusun 

kebijakan dan praktisi serta institusi lainnya, serta melalui kajian-kajian dimaksud publik secara luas dapat 

memahami bagaimana Perseroan merespon dan berpartisipasi dalam dinamika perekonomian Indonesia di 

masa pandemi.

Terakhir, saya berpesan agar PT SMI terus meningkatkan kapasitasnya dalam bidang riset ekonomi dan 

community of practices, sehingga PT SMI di masa mendatang dapat mengambil peranan yang lebih besar 

dan strategis sebagai development agency dan partner pemerintah dalam menjalankan berbagai program 

pembangunan nasional.
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Edwin Syahruzad
Direktur Utama
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Kata
Pengantar

Setelah lebih dari satu dekade sejak pertama didirikan, PT Sarana Multi Infrastruktur 

(Persero) semakin mengokohkan posisinya dalam pembangunan infrastruktur 

di Indonesia. Perseroan telah berkontribusi dalam berbagai proyek infrastruktur 

yang tersebar di wilayah nusantara. Sejalan dengan tugas yang diemban sebagai 

katalis percepatan pembangunan infrastruktur, pada masa Pandemi COVID-19 

dan resesi ekonomi, Perseroan juga didorong untuk menjadi lembaga keuangan 

yang mempunyai cakupan lebih luas dalam usaha mendukung Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah. 
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Sejalan dengan peran PT SMI yang semakin besar dalam pembangunan infrastruktur 

maka Perseroan juga perlu untuk mengkomunikasikan kepada stakeholders dan 

publik mengenai dampak ekonomi dari berbagai pembiayaan proyek infrastruktur.  

Lebih lanjut, Perseroan juga dituntut untuk dapat menjadi mitra Pemerintah dalam 

mendukung Program PEN. Salah satu bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh 

PT SMI adalah dalam bentuk kontribusi pemikiran dan kajian yang bersumber dari 

aktivitas riset ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini PT SMI telah 

memiliki Divisi Riset Ekonomi yang bertugas menyusun studi dampak ekonomi 

proyek infrastruktur serta menghasilkan kajian ekonomi rutin setiap bulan. 

Kajian ekonomi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu pandangan untuk 

membantu stakeholders dalam penyusunan kebijakan. 

Kami dari pihak manajemen, dengan rasa syukur, ingin mempersembahkan 

kompilasi kajian riset ekonomi yang telah dilakukan Perseroan di sepanjang 

tahun 2020. Harapan kami dengan diluncurkannya kompilasi kajian riset ekonomi 

ini dapat menjadi langkah awal dalam memposisikan Perseoran sebagai sebuah 

knowledge institution dalam pembangunan di Indonesia. Kami berharap dengan 

kapasitas PT SMI dalam menghasilkan kajian riset ekonomi yang berkualitas dapat 

memperkuat reputasi Perseroan sebagai Development Finance Institution baik 

pada level domestik maupun internasional. 

Kajian riset ekonomi yang dilakukan PT SMI sepanjang tahun 2020 menitikberatkan 

pada pembahasan dampak dari Pandemi COVID-19 terhadap berbagai sektor 

ekonomi khususnya infrastruktur dan ekonomi daerah. Kami berharap kompilasi 

kajian riset ekonomi tersebut dapat mendorong diskusi lebih lanjut dalam 

diskursus ekonomi dan kebijakan ekonomi sehingga melahirkan ide dan gagasan 

untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional dari resesi. 
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Pandemi COVID-19 telah membawa perekonomian global dan nasional jatuh ke 

dalam jurang resesi. Pembatasan mobilitas dan interaksi langsung memberikan 

dampak yang sangat signifikan pada sektor-sektor ekonomi, khususnya sektor 

infrastruktur. Krisis ekonomi di tahun 2020 ini juga memberikan dampak yang 

meluas, termasuk kepada UMKM, golongan masyarakat menengah bawah, dan 

daerah-daerah di Indonesia. 

I Kadek Dian Sutrisna Artha
Chief Economist
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Kata 
Pengantar
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Di tengah pandemi dan resesi ekonomi, PT SMI sebagai Special Mission Vehicle 

(SMV) Kementerian Keuangan dituntut untuk dapat berkontribusi aktif dalam 

mendukung counter cyclical policy pemerintah melalui Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN). PT SMI juga harus dapat merancang strategi korporasi 

untuk tetap dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja sebagai bagian 

dari kontribusi PT SMI terhadap perekonomian nasional. Dengan demikian, PT 

SMI membutuhkan pemetaan yang baik tentang dampak dari Pandemi COVID-19, 

peluang yang bisa diambil, dan strategi yang dapat ditempuh. 

Oleh karena itu, dari sejak awal masa pandemi di tahun 2020 PT SMI melalui Divisi 

Riset Ekonomi (DRE) secara reguler melakukan kajian mengenai dampak Pandemi 

COVID-19 terhadap perekonomian, baik itu perekonomian nasional dan daerah. 

Secara lebih mikro, kami juga melakukan analisis terhadap sektor-sektor yang 

terdampak serta sektor-sektor yang potensial tumbuh tinggi pada masa pandemi 

maupun pasca pandemi nanti. Kajian sektoral tersebut kami lengkapi dengan 

analisis pasar tenaga kerja, akses infrastruktur, dan distribusi pendapatan. Dari 

analisis tersebut, kami berusaha memformulasikan strategi dan usulan kebijakan 

yang dapat diambil pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. 

Pada kesempatan ini, kami ingin mempersembahkan kompilasi kajian yang sudah 

kami lakukan kepada pihak yang lebih luas. Semoga kompilasi kajian ini dapat 

menjadi bahan diskusi, referensi dan masukan bagi semua pihak khususnya 

pemerintah dalam upaya pemulihkan ekonomi nasional. Kami mengucapkan 

banyak terima kasih atas dukungan dari Kementerian Keuangan sebagai 

pemegang saham, Komisaris, Direksi, SMIers, serta pihak-pihak lain yang terkait. 

Semoga melalui kajian-kajiannya, PT SMI terus memberi manfaat untuk negeri!
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Ringkasan Eksekutif

Sudah hampir satu tahun sejak kasus COVID-19 pertama dikonfirmasi di Indonesia, 

masyarakat telah menjalani kebiasaan baru dalam kehidupan kesehariannya 

seperti membatasi mobilitas dan interaksi langsung, menjaga jarak, dan lebih 

banyak melakukan aktivitas di rumah.  Kebiasaan baru tersebut berdampak pada 

perekonomian baik itu berupa penurunan supply maupun demand. Akibatnya, di 

keseluruhan tahun 2020 perekonomian Indonesia mengalami perlambatan sebesar 

2,07 persen (yoy). Perekonomian Indonesia masuk ke dalam jurang resesi setelah 

lebih dari dua kuartal secara berturut-turut di tahun 2020 mengalami pertumbuhan 

negatif. Namun, lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia, International 

Monetary Fund (IMF), dan OECD memproyeksikan perlambatan ekonomi Indonesia di 

tahun 2020 relatif lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara lainnya seperti 

USA, Jepang, dan negara-negara Eropa. 
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Dibatasinya mobilitas penduduk selama masa pandemi menyebabkan penurunan 

yang signifikan terhadap permintaan infrastruktur. Berdasarkan perhitungan Divisi 

Riset Ekonomi di bulan April 2020 dengan menghubungkan perkembangan kasus 

harian COVID-19 dengan permintaan infrastruktur, maka diproyeksikan permintaan 

terhadap infrastruktur bandara dan kereta akan mengalami penurunan paling besar 

dibandingkan infrastruktur lainnya seperti pelabuhan dan jalan tol. Permintaan 

terhadap infrastruktur angkutan barang pelabuhan memiliki daya tahan yang 

lebih baik dibandingkan dengan angkutan penumpang bandara dan kereta pada 

masa pandemi. Menurunnya permintaan terhadap infrastruktur transportasi akan 

berdampak kepada penurunan pendapatan masyarakat di sektor lainnya seperti 

Industri Pengolahan, Perdagangan, Jasa Perusahaan, Jasa Keuangan dan Penyedia 

Akomodasi. Di sisi lain, permintaan terhadap infrastruktur seperti Air Minum, Listrik, 

Kesehatan, dan Pendidikan diproyeksikan tetap mengalami peningkatan pada masa 

pandemi. Hal ini menyebabkan pendapatan masyarakat di sektor lainnya seperti 

Sektor Pertanian, Pertambangan, serta Informasi dan Komunikasi mengalami 

peningkatan. Secara keseluruhan, perubahan permintaan terhadap infrastruktur 

pada masa pandemi diproyeksikan akan memperburuk distribusi pendapatan secara 

nasional yang ditunjukkan oleh meningkatnya rasio gini di tahun 2020.

Selain sektor transportasi, pandemi COVID-19 juga memberikan dampak yang 

signifikan terhadap Industri Manufaktur yang menyumbang 19,87 persen terhadap 

Perekonomian Nasional. Pertumbuhan Industri Manufaktur pada kuartal kedua 

tahun 2020 menurun drastis sebesar 6,19 persen (yoy). Namun, beberapa Industri 

Manufaktur tetap tumbuh positif pada Triwulan II-2020 (yoy) seperti Industri 

Farmasi dan Obat Tradisional, Industri Logam Dasar, Industri Kertas serta Industri 

Makanan dan Minuman. Provinsi-provinsi dengan pangsa Industri Manufaktur yang 

besar seperti Kepulauan Riau, Papua Barat, dan Riau, Industri Manufakturnya masih 

mengalami pertumbuhan positif selama Triwulan II 2020. Berkaitan dengan Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan menggunakan kriteria dampak COVID-19, 

jumlah tenaga kerja, serta multiplier penyerapan tenaga kerja, maka tiga industri yang 

dapat menjadi prioritas pemerintah dalam Program PEN adalah Industri Makanan dan 

Minuman, Industri Barang Kayu, Rotan dan Bambu, serta Industri Tekstil dan Produk 

Tekstil.

Pandemi COVID-19 juga berdampak pada perekonomian daerah dan anggaran 

pemerintah daerah. Jika kita lihat perekonomian daerah secara lebih detail, 

perekonomian daerah-daerah yang berbasis pariwisata mengalami kontraksi terbesar 

akibat pembatasan mobilitas di masa pandemi. Selain itu, analisis awal Divisi Riset 

Ekonomi PT SMI juga menemukan bahwa perekonomian daerah yang berbasis Sumber 
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Daya Alam (SDA) juga mengalami dampak yang cukup besar. Akibat perekonomian 

daerah yang melambat, secara umum pendapatan dan belanja pemerintah provinsi 

serta kabupaten/kota di Indonesia mengalami penurunan di Semester I-2020 (yoy). 

Penurunan pendapatan daerah kabupaten dan kota pada masa pandemi bersumber 

dari penurunan komponen Pajak Daerah, Dana Perimbangan dan Dana Alokasi Umum 

(DAU). Sementara, penurunan belanja pemerintah daerah pada Semester I-2020 

terjadi pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Namun, 

di beberapa daerah ditemukan terjadi peningkatan yang tinggi pada pengeluaran 

pemerintah berupa peningkatan Belanja Bansos dan Belanja Hibah di Semester 

I-2020 sebagai indikasi respon terhadap penanganan COVID-19. Berkaitan dengan 

Pinjaman Daerah yang diberikan oleh Kementrian Keuangan melalui PT SMI pada 

masa pandemi, maka daerah-daerah yang terdampak cukup besar namun memiliki 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi saat sebelum pandemi akan mempunyai 

kemampuan membayar kewajiban (repayment capacity) yang lebih baik saat 

perekonomian kembali pulih.

Pada masa pandemi dan era new normal, Divisi Riset Ekonomi memproyeksikan 

akan terjadi pergeseran sektor potensial dalam perekonomian nasional dari sektor 

Industri Manufaktur dan Konstruksi menjadi sektor Informasi dan Komunikasi, 

Kesehatan, Jasa Keuangan, dan Pendidikan.  Pergeseran sektor potensial tersebut 

akan mempengaruhi demand dan supply tenaga kerja pada masa pandemi maupun 

pasca pandemi. Berdasarkan analisis Divisi Riset Ekonomi PT SMI, diprediksikan 

permintaan terhadap skilled labor akan mengalami peningkatan mengingat sektor-

sektor yang tumbuh tinggi seperti sektor Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan, 

Pendidikan dan Kesehatan membutuhkan banyak tenaga kerja dengan pendidikan 

minimal diploma. Sementara itu sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja 

unskilled seperti Sektor Transportasi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 

Konstruksi, dan Industri Pengolahan diproyeksikan akan mengalami perlambatan 

sehingga terjadi peningkatan supply tenaga kerja berupa pengangguran unskilled. 

Meningkatnya pengangguran unskilled pasca pandemi dapat bersifat permanen 

karena terjadi ketidaksesuaian (mismatch) dengan permintaan tenaga kerja skilled 

yang meningkat ketika perekonomian pulih (Hysteresis). Oleh karena itu, dibutuhkan 

berbagai kebijakan pemerintah yang efektif untuk mengatasi masalah Hysteresis 

melalui pelatihan maupun beasiswa pendidikan yang sudah mempertimbangkan 

kebutuhan tenaga kerja masa pandemi dan pasca pandemi.  
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Berkaitan dengan sektor-sektor potensial di tengah masa pandemi, selain Sektor 

Informasi dan Komunikasi dan Kesehatan, Sektor Pengadaan Air dan Pengelolaan 

Sampah juga mengalami pertumbuhan positif. Namun, tingginya pertumbuhan 

sektor-sektor potensial tersebut tidak disertai oleh akses yang baik dan merata 

terhadap infrastruktur yang berkaitan dengan sektor-sektor potensial tersebut. 

Melalui indeks yang dibangun oleh Divisi Riset Ekonomi PT SMI, secara nasional, 

rata-rata jumlah kota dan desa yang memiliki akses terhadap air minum PDAM hanya 

sebesar 9,7 persen, sedangkan persentase jumlah kota dan desa secara nasional 

yang memiliki bank sampah hanya sebesar 9,1 persen. Angka ini tergolong sangat 

kecil jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Terkait dengan akses 

terhadap infrastruktur kesehatan, secara nasional rata-rata indeks kemudahan 

menuju rumah sakit termasuk rendah yaitu sebesar 0,57 dari nilai indeks maksimal 1. 

Untuk akses terhadap infrastruktur sektor informasi dan komunikasi, secara nasional, 

rata-rata indeks jumlah warga yang memiliki akses terhadap perangkat handphone 

tergolong tinggi yaitu 0,9. Namun, jika dilihat dari kualitas sinyal seluler, rata-rata 

indeks kualitas sinyal seluler di Indonesia hanya sebesar 0,60 dari maksimum nilai 

indeks 1.

Seiring dengan berjalannya pemberian vaksin di sebagian besar negara termasuk 

Indonesia, perekonomian dunia diperkirakan akan mulai pulih pada tahun 2021 

meskipun tantangan tetap ada khususnya berkaitan dengan pencapain target 

vaksinasi dan penambahan kasus COVID-19. Sejalan dengan pemulihan perekenomian 

dunia, ekonomi Indonesia tahun 2021 diperkirakan meningkat sejalan dengan 

peningkatan mobilitas penduduk dan dampak positif dari Program PEN Pemerintah. 

Inflasi tahun 2021 juga diperkirakan meningkat namun tetap pada level rendah 

akibat permintaan domestik yang belum pulih sepenuhnya. Inflasi yang rendah 

dan nilai tukar yang terkendali, memberi ruang Bank Indonesia untuk meneruskan 

kebijakan moneter yang akomodatif dengan mempertahankan tingkat suku acuan (BI 

7 DRRR) di level rendah di tahun 2021. Mobilitas penduduk diperkirakan akan mulai 

meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah masyarakat yang telah divaksinasi. 

Hal ini dapat meningkatkan permintaan terhadap infrastruktur (darat, laut dan udara) 

secara bertahap di tahun 2021 namun masih belum mencapai level sebelum pandemi. 

Pulihnya perekonomian nasional seperti sebelum pandemi sangat tergantung dari 

pencapaian target vaksinasi dan perkembangan kasus COVID-19. 
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Bab 1
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2021: 
Harapan di Tengah Ketidakpastian

Executive Summary
•	 Perekonomian global tahun 2021 diproyeksikan akan mengalami pemulihan 

sejalan dengan meningkatnya optimisme dalam penanganan COVID-19 melalui 

pemberian vaksin dan dampak dari kebijakan ekonomi yang ekspansif di berbagai 

negara.

•	 Seiring dengan pemulihan ekonomi global, ekonomi Indonesia tahun 2021 

diperkirakan meningkat sejalan dengan peningkatan mobilitas penduduk dan 

dampak dari program PEN.   

•	 Pemberian vaksin memberikan harapan untuk pemulihan ekonomi nasional 

namun tantangan tetap ada dari implementasi pemberian vaksin serta jumlah 

kasus COVID-19 yang terus meningkat. 

•	 Inflasi tahun 2021 diperkirakan meningkat namun tetap pada level rendah 

akibat permintaan domestik yang belum pulih sepenuhnya.

•	 Inflasi yang rendah dan nilai tukar yang terkendali, memberi ruang Bank 

Indonesia untuk meneruskan kebijakan moneter yang akomodatif dengan 

mempertahankan tingkat suku acuan (BI 7 DRRR) di level rendah di tahun 2021. 

•	 Seiring dengan meningkatnya mobilitas penduduk, permintaan terhadap 

infrastruktur (darat, laut dan udara) tahun 2021 diperkirakan akan meningkat 

secara bertahap namun masih belum mencapai level sebelum pandemi.  

Proyeksi Ekonomi Indonesia 
2021: Harapan di Tengah 
Ketidakpastian

01Bab

Monthly Economic Update (MEU) edisi Desember 2020
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1.	 Outlook Ekonomi Global 2021
Pada tahun 2020 perekonomian dunia diproyeksikan mengalami resesi akibat adanya wabah 
COVID-19 yang menurunkan mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi. Lembaga-lembaga 

internasional seperti Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF) dan Organization for Economic 

Co-Operation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 

mengalami kontraksi. OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 sebesar -4,2 

persen. Sementara, Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan 

ekonomi global terkontraksi lebih dalam dengan pertumbuhan secara berurutan sebesar -5,25 persen 

dan -4,4 persen. Hampir semua negara-negara di dunia seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Kanada 

dan Singapura diproyeksikan tumbuh negatif pada tahun 2020. Namun, negara-negara seperti Tiongkok 

dan Vietnam diproyeksikan mengalami pemulihan lebih cepat dari krisis dengan pertumbuhan ekonomi 

yang positif pada tahun 2020 secara berturut-turut sebesar 1,9 persen dan 1,6 persen. 

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara (% yoy)
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Sumber: IMF-WEO, Kementerian Keuangan (2020)
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Untuk memulihkan perekonomian dari resesi, pemerintah negara-negara di dunia menerapkan 
kebijakan fiskal yang ekspansif yang menyebabkan defisit fiskal mengalami peningkatan 
secara signifikan. Amerika Serikat yang defisit fiskalnya sebesar 6,3 persen PDB pada tahun 2019 

meningkat menjadi 18,7 persen PDB pada tahun 2020. Negara Eropa seperti Italia yang sebelum pandemi 

defisit fiskalnya sebesar 1,6 persen PDB, pada tahun 2020 defisit fiskalnya meningkat menjadi 13,0 

persen PDB. Defisit fiskal Indonesia juga mengalami peningkatan dari 2,2 persen PDB pada tahun 2019 

menjadi 6,5 persen PDB pada tahun 2020. Peningkatan defisit fiskal ini diharapkan dapat mendorong 

perekonomian domestik dari sisi permintaan yang kemudian diikuti oleh peningkatan produksi.

Gambar 2. Defisit Fiskal Negara-Negara (% PDB)

Sumber: IMF-WEO, dan OECD (2020)

Dengan berbagai kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah negara-negara di dunia baik itu di 
bidang ekonomi maupun kesehatan (seperti pengadaan dan pemberian vaksin), perekonomian 
global tahun 2021 diproyeksikan akan mengalami pemulihan. Pemulihan ekonomi global tahun 

2021 terutama didorong peningkatan pertumbuhan ekonomi negara-negara seperti Amerika Serikat 

(3,1 persen), Inggris (5,9 persen) dan Kanada (5,2 persen). Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga 

diprediksi akan dialami oleh negara-negara di Kawasan Asia seperti Tiongkok sebesar 8,2 persen, 

Singapura sebesar 5 persen dan Indonesia sebesar 5 persen (yoy). Proyeksi tersebut antara lain didorong 

oleh proyeksi konsumsi dan investasi yang diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan semakin 

membaiknya penanganan COVID-19 dan pemberian vaksin kepada masyarakat.
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Sumber: CEIC (2020)

Sinyal pemulihan ekonomi global juga terlihat dari semakin meningkatnya produksi industri 
manufaktur dengan Indeks Manufaktur (PMI) global yang secara perlahan mengalami 
peningkatan mencapai lebih dari 50.  PMI global terus mengalami perbaikan hingga bulan Desember 

2020 mencapai 53,8. Kenaikan PMI global ini antara lain dipengaruhi oleh mulai pulihnya industri 

manufaktur di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman dan Jepang, serta perbaikan di 

sebagian negara di Asia seperti Tiongkok, India, Thailand, dan Indonesia. PMI Indonesia pada bulan 

Desember 2020 berada di zona ekspansif sebesar 51,3.

Gambar 3. Perkembangan Indeks Manufaktur Global

2.	 Outlook Ekonomi Indonesia tahun 2021
Prediksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atas pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 
beberapa kali mengalami penyesuaian dan cenderung lebih konservatif. Pada awal pandemi 

(bulan Maret dan April 2020) Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia tahun 2021 mencapai 5 persen. Begitu juga dengan Bank Dunia dan OECD, pada awal pandemi 

memproyeksikan perekonomian Indonesia di tahun 2021 akan tumbuh sebesar 5,2 persen dan 5,1 

persen secara berturut-turut. Bahkan IMF pada awal pandemi memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia tahun 2021 tumbuh 8,2 persen. Namun, dengan mempertimbangkan berbagai ketidakpastian 

seperti perkembangan jumlah kasus COVID-19 yang terus meningkat, efektivitas kebijakan pemerintah 

serta ongkos ekonomi yang timbul akibat penanganan pandemi, lembaga-lembaga tersebut melakukan 

penyesuaian terhadap prediksi pertumbuhan Indonesia tahun 2021. Secara umum, berbagai lembaga 

memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 lebih baik dibandingkan dengan 

tahun 2020 walaupun hasil penyesuaian terkini menunjukkan angka proyeksi yang cenderung lebih 

konservatif. Pada Bulan Desember tahun 2020, Kementerian Keuangan memprediksi pertumbuhan 

ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,0 persen di tahun 2021. 
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Gambar 4. Penyesuaian Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Beberapa Lembaga
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Sumber: Kemenkeu, ADB, IMF, World Bank, OECD (2020)

Vaksin memberikan harapan pada pemulihan ekonomi Indonesia, namun masih mengalami 
tantangan dalam menghadapi Pandemi COVID-19. Sejalan dengan perkembangan penanganan 

COVID-19 secara global, Indonesia telah berhasil menyiapkan vaksin untuk melawan pandemi sehingga 

memberikan harapan positif untuk perbaikan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 

diprediksi akan mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun 2020. Berdasarkan proyeksi yang 

dilakukan oleh Divisi Riset Ekonomi PT SMI, ekonomi Indonesia tahun 2021 diprediksi dapat tumbuh pada 

kisaran 3,8 persen s.d 5,1 persen (yoy). Prediksi ini didasarkan pada semakin meningkatnya aktivitas 

ekonomi Indonesia pada tahun 2021 seiring dengan meningkatnya mobilitas penduduk. Di samping itu, 

meningkatnya perekonomian Indonesia di tahun 2021 didorong oleh dampak dari berjalannya program 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh pemerintah baik itu yang sudah terealisasi di tahun 2020 

maupun yang akan berjalan di tahun 2021.
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Mobilitas masyarakat Indonesia di berbagai provinsi telah mengalami peningkatan di Semester 
II-2020 setelah mengalami titik terendah pada bulan April 2020. Peningkatan mobilitas masyarakat 

diperkirakan masih akan berlanjut di tahun 2021 namun akan sangat bergantung kepada keberhasilan 

pemberian vaksin COVID-19 serta kedisiplinan masyarakat menjalankan protokol kesehatan. Pemerintah 

menargetkan pemberian vaksin kepada sekitar 181 juta penduduk. Apabila dalam skenario yang 

terburuk target tersebut tidak tercapai, maka pembatasan sosial berpotensi lebih lama diberlakukan 

dan kondisi tersebut berpotensi menghambat pemulihan ekonomi. Tidak tercapainya target vaksinasi 

dan kedisiplinan yang kurang dalam penanganan COVID-19 dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi 

tahun 2021 hanya berada di angka 3,8 persen (yoy).

Gambar 5. Mobilitas Masyarakat Indonesia

Gambar 6. Mobilitas Masyarakat di Beberapa Provinsi

Sumber: Google COVID-19 Community Mobility Reports

Sumber: Google Mobility Reports
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Inflasi tahun 2021 diperkirakan meningkat namun tetap pada level rendah akibat permintaan 
domestik yang belum pulih sepenuhnya. Permintaan domestik yang bersumber dari konsumsi rumah 

tangga pada tahun 2021 diprediksikan akan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya 

mobilitas penduduk. Meningkatnya konsumsi rumah tangga juga disebabkan oleh adanya stimulus 

pemerintah yang diberikan terutama kepada golongan masyarakat menengah ke bawah. Namun 

demikian, konsumsi rumah tangga diperkirakan masih belum tumbuh seperti sebelum pandemi karena 

masih adanya ketidakpastian dalam perkembangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi ke depan. Hal 

ini menyebabkan masyarakat terutama masyarakat menengah ke atas cenderung menunda konsumsi 

untuk barang non-essential seperti liburan. 

Inflasi tahun 2021 diproyeksi akan masih pada level rendah namun tetap pada kisaran target 
inflasi Bank Indonesia yaitu 3,0 ± 1 persen.  Inflasi pada tahun 2021 juga diperkirakan akan tetap 

terkendali sejalan dengan stabilitas nilai tukar yang relatif terjaga dengan baik. Adanya kecenderungan 

penguatan nilai tukar rupiah ke depan didorong oleh aliran modal ke negara berkembang sejalan dengan 

perkembangan positif pada indikator risiko negara berkembang (termasuk Indonesia) seperti Credit 

Default Swap (CDS). Dengan beberapa perkembangan tersebut, kami melihat inflasi pada tahun 2021 

akan kembali pada kisaran target inflasi Bank Indonesia yaitu 3,0 ±1 persen setelah di tahun 2020 jatuh 

ke level terendah di 1,68 persen (yoy). 

Gambar 7. Inflasi Tahunan (% yoy)

Sumber: Kemenkeu, ADB, IMF, World Bank, OECD (2020)
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Gambar 8. Pertumbuhan Kredit Perbankan dan Dana Pihak Ketiga 

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2020)

Seiring dengan inflasi yang rendah dan stabilitas nilai tukar yang terjaga, Bank Indonesia 
diprediksikan akan tetap menerapkan kebijakan suku bunga rendah guna mendukung 
pemulihan ekonomi nasional. Saat ini Bank Indonesia masih terus menjalankan kebijakan moneter 

yang akomodatif. Bentuk kebijakan tersebut salah satunya terlihat pada suku bunga acuan 7 DRRR yang 

pada tahun 2020 telah mengalami penurunan beberapa kali dari 5 persen di Januari menjadi 3,75 persen 

di Desember. Kami memperkirakan BI masih akan mempertahankan kebijakan moneter akomodatif 

selama 2021 guna mendukung pemulihan ekonomi. Melalui suku bunga 7 DRRR yang tetap rendah 

diharapkan dapat membantu mendukung pertumbuhan kredit perbankan yang pada tahun 2020 turun 

sangat dalam (gambar 8). 

Namun demikian, potensi kenaikan suku bunga secara bertahap di tahun 2021 tetap ada. Adanya 

potensi peningkatan tingkat suku bunga oleh Bank Indonesia di tahun 2021 salah satunya disebabkan 

apabila perekonomian di negara maju khususnya Amerika Serikat pulih lebih cepat sehingga suku bunga 

acuan di negara-negara tersebut perlahan mengalami kenaikan. Skenario tersebut akan mendorong 

capital outflow dari negara berkembang termasuk Indonesia dan menimbulkan tekanan terhadap nilai 

tukar Rupiah terhadap dolar AS. Adanya potensi tekanan terhadap nilai tukar Rupiah terhadap solar AS 

akan menyebabkan BI akan menaikkan suku bunga 7 DRRR (7 Days Reserve Repo Rate) guna menjaga 

kestabilan rupiah.  
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Kredit perbankan cenderung menurun sedangkan simpanan mengalami peningkatan. Adanya 

ketidakpastian perkembangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi ke depan menyebabkan masyarakat 

terutama masyarakat menengah ke atas cenderung menunda konsumsi dan investasi. Masyarakat 

cenderung memilih untuk menyimpan uangnya di perbankan dengan motif berjaga-jaga. Hal ini tercermin 

oleh semakin menurunnya kredit perbankan dan meningkatnya simpanan masyarakat di perbankan 

(gambar 8).

Perkembangan jumlah uang beredar di Indonesia terutama pada masa pandemi COVID-19 di 
2020 menunjukan bahwa likuiditas perekonomian secara makro relatif tetap terjaga. Jumlah 

uang beredar pada dasarnya terdiri dari M1 yang terdiri dari uang kartal ditambah simpanan dalam giro 

rupiah dan M2 yang terdiri dari M1 ditambah uang kuasi. Kalau dilihat dari perkembangan M1 dan M2, 

pertumbuhan M1 dan M2 pada masa pandemi mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan 

masa sebelum pandemi (Gambar 9). Fenomena meningkatnya pertumbuhan M1 dan M2 pada masa 

pandemi mengonfirmasi pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan yang tinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa likuiditas perbankan relatif masih terjaga.

Gambar 9. Perkembangan M1 dan M2

Sumber : Bank Indonesia (2020)
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Gambar 10. Permintaan Terhadap Infrastruktur

Permintaan terhadap infrastruktur seperti angkutan penumpang bandara dan kereta telah 
menunjukkan perbaikan namun masih di bawah level sebelum pandemi. Sementara permintaan 
terhadap kapal barang telah meningkat melebihi level sebelum pandemi. Permintaan terhadap 

penerbangan domestik mengalami perbaikan di Semester II-2020. Sementara permintaan terhadap 

penerbangan internasional cenderung flat sejalan dengan ketatnya penerimaan turis oleh berbagai 

negara di masa pandemi. Permintaan terhadap layanan kereta api dan kapal juga menunjukkan perbaikan 

di Semester II-2020, walaupun peningkatan signifikan lebih didorong oleh kereta barang dan kapal kargo. 

Kondisi tersebut menandakan bahwa aktivitas ekonomi telah meningkat terlihat dari arus pengiriman 

barang melalui kereta dan kapal laut. Sementara untuk peningkatan jumlah penumpang kereta api dan 

kapal diperkirakan terjadi secara bertahap sejalan dengan peningkatan mobilitas penduduk. Kondisi 

peningkatan permintaan terhadap infrastruktur tersebut diperkirakan akan berlanjut di tahun 2021 

dengan asumsi penanganan COVID-19 seperti program pemberian vaksin berjalan secara optimal.  
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Sumber : BPS (2020)

Tabel 1. Proyeksi Perekonomian Domestik

Sumber :   Kementerian Keuangan, DRE PT SMI,  World Bank, Bank Indonesia, 
Otoritas Jasa Keuangan (angka 2020 dan 2021 adalah proyeksi)
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Executive Summary
•	 Hingga Kamis (27/02/2020) wabah Coronavirus yang dikenal dengan COVID-19 

telah menjangkiti 82.084 orang dengan korban meninggal mencapai 2.801 

orang yang utamanya terjadi di Tiongkok.

•	 Seiring dengan semakin meningkatnya peran Tiongkok dalam perekonomian 

global, maka dampak ekonomi dari COVID-19 diprediksikan akan meluas dan 

signifikan terutama terhadap negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi 

yang kuat dengan Tiongkok, seperti Indonesia.

•	 Tim Ekonomi PT SMI memprediksikan dampak ekonomi COVID-19 terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar antara 0,05 persen sampai 0,30 

persen, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 bisa mencapai 

5,0 persen, lebih rendah dari asumsi APBN 5,3 persen.

•	 COVID-19 memberikan dampak terbesar terhadap sektor pariwisata (selain 

investasi dan ekspor) terutama berupa penurunan pendapatan, nilai tambah, 

dan tenaga kerja di daerah-daerah wisata seperti Bali dan Jakarta.

•	 Untuk mengantisipasi wabah COVID-19 pemerintah telah menetapkan 100 

rumah sakit rujukan di berbagai provinsi di Indonesia, namun ketersediaan ruang 

isolasi yang memenuhi standar masih menjadi tantangan. 

Tulisan ini merupakan kerjasama antara Divisi Riset Ekonomi (DRE), Divisi Pusat Pengelolaan Kompetensi (DPPK) dan 
Kementerian Kesehatan. Terima kasih kepada Ibu Amy Rahmadanti dari Kementerian Kesehatan dan Bapak Ifrad dari DPPK 
atas kontribusi pada tulisan ini.

COVID-19 dan Dampaknya 
terhadap Perekonomian 
Nasional serta Daerah

02Bab

Monthly Economic Update (MEU) edisi Februari 2020
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1.	 Menyebarnya Coronavirus dan Kinerja Perekonomian Global
Hingga Kamis (27/02/2020) pukul 13.00 WIB, menurut Johns Hopkins CSSE sebagai lembaga 
yang  melakukan pengawasan terhadap perkembangan Corona Virus / COVID-19 secara global 
menyatakan bahwa wabah COVID-19 telah menjangkiti 82.084 orang dengan korban meninggal 
mencapai 2.801 orang. Dibandingkan dengan wabah Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) yang 

terjadi pada tahun 2002-2003, jumlah korban jiwa COVID-19 jauh lebih banyak dan menyebar lebih cepat 

dan meluas. Sejak kemunculannya  pertama kali pada akhir tahun 2019 lalu di Kota Wuhan,Tiongkok, 

COVID-19 telah menyebar ke negara-negara lainnya. Berdasarkan data Bloomberg, lima negara dengan 

jumlah korban COVID-19 terbesar adalah Tiongkok, Korea Selatan, Italia, Jepang, dan Iran. Berdasarkan 

prediksi dari The Economist Intelligence Unit (EIU), dalam skenario paling buruk pemerintah Tiongkok 

baru dapat menangani wabah COVID-19 pada akhir Juni 2020.  

Gambar 1. Jumlah Kasus dan Korban Jiwa COVID-19

Sumber : Bloomberg.2020

Semakin meningkatnya peran Tiongkok dalam perekonomian global, maka dampak ekonomi 
dari COVID-19 akan lebih besar dan meluas dibandingkan dengan SARS. Pada tahun 2003, saat 

wabah SARS melanda, Tiongkok masih menjadi negara dengan perekonomian terbesar keenam di 

dunia. Kontribusi ekonomi Tiongkok saat itu kurang dari dua persen sehingga perekonomian dunia tidak 

terlalu terkena dampak dari SARS. Sementara saat ini, Tiongkok menjadi negara perekonomian terbesar 

kedua dengan output global 19,7 persen di dunia. Di sisi perdagangan, Tiongkok menguasai 13 persen 

perdagangan global. Hal ini sejalan dengan Tiongkok merupakan importir kedua terbesar dalam barang 

manufaktur yang menguasai 9,10 persen pasar impor global. Tiongkok juga negara eksportir pertama 

terbesar dengan dominasi 13,7 persen pasar ekspor global. Tidak hanya itu, di bidang pariwisata 

Tiongkok menyumbang 20 persen dari total pengeluaran wisatawan global.
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Sebagai dampak dari COVID-19, pertumbuhan ekonomi Tiongkok di tahun 2020 diperkirakan 
akan terus mengalami penurunan. Sebelum munculnya COVID-19, publikasi World Economic 

Outlook (WEO) pada bulan Oktober 2019 memprediksikan perekonomian Tiongkok akan mengalami 

pertumbuhan sebesar 6 persen dengan asumsi bahwa perang dagang  Tiongkok-AS berakhir. Namun, 

dengan adanya epidemi COVID-19, beberapa lembaga melakukan penyesuaian terhadap pertumbuhan 

ekonomi Tiongkok di tahun 2020. International Monetary Fund (IMF)  dan Bloomberg memprediksikan 

pertumbuhan ekonomi Tiongkok turun menjadi 5,6 persen. Sementara, lembaga pemeringkat kredit 

Moody’s memproyeksikan di tahun 2020 perekonomian Tiongkok tumbuh sebesar 5,2 persen.  Bahkan, 

Deutsche Bank memperkirakan ekonomi Tiongkok tumbuh jauh lebih rendah yaitu sebesar 4,6 persen di 

2020. Dengan demikian, semakin besar peran perekonomian Tiongkok terhadap perekonomian global, 

maka penurunan ekonomi Tiongkok diperkirakan akan berdampak pada perekonomian negara lainnya di 

dunia terutama yang memiliki hubungan ekonomi dekat dengan Tiongkok seperti Indonesia.

2.	 Hubungan Kuat Antara Ekonomi Tiongkok dan Indonesia 
Hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok yang sudah berlangsung selama 70 tahun, 
menjadikan Tiongkok sebagai partner penting bagi Indonesia. Kerja sama ekonomi antara 

Indonesia-Tiongkok meningkat secara signifikan. Karakteristik populasi yang besar menjadikan kedua 

negara ini target pasar dagang yang relevan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tiongkok 

menjadi 16,68 persen pangsa ekspor Indonesia dengan nilai USD25,85 miliar. Sebaliknya, tercatat impor 

Indonesia dari Tiongkok sebesar USD44,58 miliar atau 29,95 persen dari nilai total impor. Tidak hanya 

hubungan perdagangan bilateral, proporsi wisatawan dari Tiongkok juga mencapai 12,86 persen (atau 

2,07 juta kunjungan), terbesar kedua setelah turis Malaysia (2,98 juta kunjungan). Di sisi investasi, 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat Tiongkok dengan total investasi sebesar USD4,7 

miliar di 2019 semakin agresif menanamkan modalnya di Indonesia. Total investasi Tiongkok di tahun 

2019 tersebut telah mengalami peningkatan secara signifikan hampir sebesar 100 persen dibandingkan 

dengan investasi Tiongkok tahun 2018 sebesar USD2,4 miliar. Hal ini menempatkan Tiongkok di posisi 

kedua untuk investor terbesar di Indonesia setelah Singapura.   

Gambar 2. 

Peran Tiongkok di Perekonomian Global, dan Hubungan Ekonomi Indonesia-Tiongkok

19,7% dari perekonomian global

13% dari perdagangan global

Eksportir pertama global

12% dominasi permintaan minyak
global

16,68% pangsa ekspor Indonesia

29,95% impor Indonesia dari Tiongkok

12,86% wisatawan mancanegara dari China

USD4,7 miliar investasi Tiongkok di Indonesia

Tiongkok Titik Penting Perekonomian Global Hubungan Bilateral Indonesia - Tiongkok
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3.	 COVID-19 Mulai Berdampak Pada Perekonomian Indonesia 
Tekanan ekonomi Tiongkok akibat wabah COVID-19 mulai berdampak terhadap perekonomian 
Indonesia melalui jalur investasi, perdagangan, dan pariwisata. Sepanjang 2019, Tiongkok menjadi 

negara kedua yang paling banyak menanamkan modal di Indonesia dengan total USD4,7 miliar setelah 

Singapura. Investasi Tiongkok di Indonesia di tahun 2019 merupakan 16,82 persen dari total investasi 

yang masuk ke Indonesia. Industri logam (USD1,6 miliar), sektor transportasi dan telekomunikasi (USD1,6 

miliar) serta sektor listrik, gas, dan air (USD975 juta) merupakan tiga sektor utama investasi Tiongkok 

di Indonesia. COVID-19 yang telah memukul perekonomian Tiongkok, diprediksikan akan mempengaruhi 

investasi Tiongkok ke Indonesia. 

COVID-19 telah berdampak pada ekspor Indonesia secara keseluruhan maupun ekspor 
Indonesia ke Tiongkok. Pada Januari 2020, total ekspor Indonesia mengalami penurunan sebesar 7,16 

persen dibanding ekspor Desember 2019. Begitu juga dengan ekspor Indonesia ke Tiongkok mengalami 

penurunan sebesar 12,07 persen pada Januari 2020. Jika dilihat dari komoditasnya, penurunan ekspor 

terjadi pada minyak hewan/nabati sebesar USD703,2 juta (34,08 persen). Komoditas lain yang 

mengalami penurunan nilai ekspor antara lain biji, terak, dan abu logam sebesar USD309,8 juta (80,17 

persen), ikan dan udang USD64,2 juta (18,18 persen), berbagai makanan olahan sebesar USD54,7 juta 

(45,12 persen), serta nikel dan barang turunannya sebesar USD29,9 juta (34,61 persen). 

Sejak diberlakukannya larangan penerbangan pada 5 Februari 2020 dari Hongkong dan Macau 
ke Indonesia, wisatawan Tiongkok berkurang sangat signifikan. Berdasarkan Asosiasi Travel Agent 

(ASTINDO) sekitar 10.000 turis asal Tiongkok membatalkan kedatangannya ke Bali setelah merebaknya 

COVID-19. Selanjutnya pemerintah Indonesia membatalkan 85 penerbangan rute Denpasar-Tiongkok. 

Mengingat peran wisatawan Tiongkok bagi Indonesia begitu besar, yaitu mencapai 2,07 juta orang atau 

sekitar 12,85 persen dari total wisatawan maka fenomena COVID-19 dikhawatirkan akan berdampak 

signifikan pada sektor pariwisata Indonesia. 

4.	 Topik Khusus: Dampak COVID-19 terhadap Perekonomian Nasional dan Daerah serta Kesiapan 
Infrastruktur Kesehatan dalam Mengantisipasi COVID-19

Tiga jalur untuk melihat dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia adalah ekspor, 
investasi, dan pariwisata. Tiongkok adalah negara pertama yang menanggung kerugian ekonomi 

terbesar dari meluasnya wabah COVID-19. Kemudian, bagaimana pelemahan ekonomi Tiongkok 

berdampak kepada perekonomian Indonesia? Daerah dan sektor mana saja yang terkena dampaknya? 

Divisi Riset Ekonomi PT SMI mengidentifikasi tiga indikator yang menjelaskan hubungan ekonomi antara 

Indonesia-Tiongkok melalui ekspor, investasi dan pariwisata.
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Metode Inter Regional Input Output (IRIO) digunakan untuk menghitung dampak ekonomi 
dari COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia di level provinsi.  Metode IRIO digunakan untuk 

menyajikan informasi keterkaitan antar sektor ekonomi di berbagai provinsi. Dalam laporan ini, IRIO 

dipergunakan untuk memahami lebih dalam perubahan yang dialami berbagai sektor ekonomi di seluruh 

provinsi akibat COVID-19 melalui shock pada ekspor, investasi dan pariwisata. Dengan melakukan 

simulasi tiga shock tersebut ke model IRIO, maka akan menghasilkan seberapa besar dampak COVID-19 

terhadap perubahan output, nilai tambah, pendapatan, dan jumlah tenaga kerja pada sektor di seluruh  

provinsi di Indonesia.  

Ada tiga skenario yang digunakan untuk menghitung dampak ekonomi dari COVID-19: skenario 
optimis, baseline, dan pesimis. Definisi tiga skenario tersebut diambil dari Economist Intelligence 

Unit (EIU). Pertama, Skenario optimis mengasumsikan apabila wabah COVID-19 dapat diselesaikan oleh 

Pemerintah Tiongkok di akhir Februari 2020. Kedua, skenario baseline mengasumsikan penanganan 

COVID-19 baru selesai pada akhir Maret 2020. Ketiga, skenario pesimis memperkirakan apabila virus 

tersebut baru tertangani di akhir Juni 2020. Simulasi ketiga skenario tersebut terlihat pada beberapa 

kemungkinan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok (lihat gambar 3). Pada dasarnya, semakin lama waktu 

yang dibutuhkan pemerintah Tiongkok untuk menangani COVID-19 maka semakin buruk dampak 

terhadap ekonomi Tiongkok. Dengan tiga skenario tersebut, laporan ini akan menyajikan proyeksi 

dampak ekonomi COVID-19 melalui tiga jalur yaitu pariwisata, investasi, dan ekspor. 

Gambar 3. 

Alur Penjelasan Simulasi Perhitungan Dampak COVID-19 terhadap Perekonomian 

Sumber : EIU, DRE PT SMI (2020)
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a.	 Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Nasional
Divisi Riset Ekonomi PT SMI mengestimasi penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat 

COVID-19 sebesar 0,05 persen sampai 0,3 persen. Akibat COVID-19, perekonomian Indonesia 

diproyeksikan akan tumbuh 5,0 persen di tahun 2020, lebih rendah dari 5,3 persen asumsi APBN 

pemerintah. Dampak COVID-19 ke perekonomian Indonesia dapat melalui sektor pariwisata, 

investasi, dan ekspor. Proyeksi ini juga sejalan dengan hasil riset lembaga-lembaga lainnya seperti 

LIPI, Bappenas, dan LPEM-FEBUI. 

Gambar 4. 

Proyeksi Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2020 akibat COVID-19 (% yoy)

Sumber: Tim Riset Ekonomi, LIPI, Bappenas dan LPEM UI (2020)

Pariwisata adalah sektor yang paling terkena dampak dari penyebaran COVID-19 
dibandingkan dengan ekspor dan investasi. Adanya pelemahan ekonomi Tiongkok akibat 

COVID-19 dapat menyebabkan penurunan devisa yang berasal dari wisatawan Tiongkok. Jumlah 

penurunan tersebut berkisar antara Rp5,8 triliun sampai dengan Rp17,4 triliun. Selanjutnya, 

apabila melihat skenario terburuk (pesimis) maka dampak hilangnya devisa sebesar Rp17,4 triliun 

kepada perekonomian nasional adalah berupa penurunan output Rp46,3 triliun, penurunan nilai 

tambah sebesar Rp14,9 triliun, penurunan pendapatan tenaga kerja sebesar Rp3,6 triliun dan 

pengurangan tenaga kerja sebanyak 135.376 orang. 

Sementara, dengan skenario yang sama, penurunan investasi Tiongkok di Indonesia dan ekspor 

Indonesia ke Tiongkok lebih rendah dibandingkan penurunan devisa dari wisatawan Tiongkok. 

Hasil simulasi model IRIO memperlihatkan perbandingan dampak antara pariwisata, ekspor dan 

investasi secara konsisten di dua skenario lainnya.
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Gambar 5. Hasil Simulasi Dampak Ekonomi COVID-19 Melalui Model IRIO

Sumber : EIU, DRE PT SMI (2020)

b.	 Dampak Ekonomi COVID-19 Terhadap Perekonomian Daerah
Sektor Pariwisata di Provinsi Bali dan Provinsi DKI Jakarta paling terkena dampak dari pelemahan 

ekonomi Tiongkok akibat COVID-19. Pangsa pengunjung mancanegara di dua bandara tersebut 

sebesar 88,2 persen (Bali mendominasi dengan 63 persen) dari total pengunjung mancanegara 

yang datang ke Indonesia. Salah satu dampak ekonomi dari COVID-19 di Provinsi Bali berupa 

penurunan pendapatan tenaga kerja dengan kisaran Rp617,7 miliar - Rp1,8 triliun (skenario 

optimis sampai dengan pesimis). Pada skenario pesimis, jumlah tenaga kerja di Bali dapat berkurang 

sebanyak 38.966 orang. Dalam skenario yang sama, sektor ekonomi yang paling terkena dampak 

dari COVID-19 di Provinsi Bali adalah hotel dan restoran dengan jumlah penurunan pendapatan di 

sektor ini sebesar Rp926 miliar. 

COVID-19

COVID-19

COVID-19
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Gambar 6. 

Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Daerah Melalui Investasi dan Parisiwata

Sumber : Tabel IRIO 2015,  Divisi Riset Ekonomi (2020)

Penurunan investasi dari Tiongkok akibat COVID-19 mempunyai dampak paling besar 
kepada provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Tengah. Dua provinsi tersebut adalah wilayah yang 

mendapatkan alokasi investasi terbesar dari Tiongkok. Sektor utama investasi Tiongkok di Jawa 

Barat adalah Sektor Transportasi dan gudang, Sektor Telekomunikasi, Sektor Industri Mineral Non 

Logam dan Industri Tekstil. Sementara, di Provinsi Sulawesi Tengah investasi dari Tiongkok paling 

banyak tersalurkan ke Sektor Industri Logam, Sektor Utilitas (Listrik, Gas dan Air) serta properti.  

Angkutan darat, bangunan dan jasa lainnya adalah tiga sektor di Jawa Barat yang terkena 
dampak paling besar akibat penurunan investasi dari Tiongkok. Salah satu dampak ekonomi 

dari COVID-19 di Jawa Barat adalah penurunan pendapatan tenaga kerja dengan kisaran  Rp690 

juta - Rp4,8 miliar (skenario optimis hingga pesimis). Pada skenario baseline, sektor ekonomi 

yang paling terkena dampak dari COVID-19 di Provinsi Jawa Barat adalah angkutan darat dengan 

jumlah penurunan pendapatan di sektor ini sebesar Rp811 juta. Sektor Bangunan adalah sektor 

selanjutnya yang terkena dampak dengan penurunan pendapatan sebesar Rp309,6 juta disusul 

oleh jasa lainnya dengan penurunan pendapatan sebesar Rp227 juta.

DKI JAKARTABALI

SULAWESI TENGAHSKENARIO 
PENURUNAN 
INVESTASI 
AKIBAT COVID -19

• Output : -Rp 11,28 miliar
• Nilai tambah : -Rp 5,5 miliar
• Pendapatan : -Rp 1,7 miliar
• Tenaga Kerja : -65 orang
• Sektor paling terdampak dari

penurunan pendapatan : 
angkutan darat, bangunan dan
jasa jasa lainnya

• Output : -Rp 7,5 miliar
• Nilai tambah : -Rp 4,0 miliar
• Pendapatan : -Rp 1,4 miliar
• Tenaga Kerja : -26 orang
• Sektor paling terdampak dari

penurunan pendapatan : 
industri besi dan baja, listrik, gas
dan air bersih, jasa lainnya

• Output : -Rp 9,2 triliun
• Nilai tambah : -Rp 4,9 triliun
• Pendapatan : -Rp 926 miliar
• Tenaga Kerja : -38.966 orang
• Sektor paling terdampak dari

penurunan pendapatan : 
hotel dan restoran, perikanan
dan jasa lainnya

• Output : -Rp 3,88 triliun
• Nilai tambah : -Rp 1,75 triliun
• Pendapatan : -Rp 494,3 miliar
• Tenaga Kerja : -6.398 orang
• Sektor paling terdampak dari

penurunan pendapatan : 
hotel dan restoran, perdagangan,
dan lembaga keuangan

JAWA BARAT

Berikut 2 privinsi dengan dampak terparah
akibat penurunan investasi yang dialami 
Indonesia (skenario baseline)

SKENARIO 
PENURUNAN 
PARIWISATA 
AKIBAT COVID -19
Berikut 2 privinsi dengan dampak terparah
akibat penurunan pariwisata yang dialami 
Indonesia (skenario baseline)

COVID-19

COVID-19
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Gambar 7. 

Dampak COVID-19 Melalui Pelemahan Ekspor Indonesia ke Tiongkok

Sumber : Tabel IRIO 2015, Divisi Riset Ekonomi (2020)

Pelemahan ekspor Indonesia ke Tiongkok akibat COVID-19 mempunyai dampak paling 
besar kepada provinsi Kalimantan Timur, Riau, Jawa Timur, Jawa Barat dan Papua Barat. 
Lima provinsi tersebut adalah wilayah yang mempunyai pangsa ekspor terbesar ke Tiongkok. 

Kalimantan Timur adalah provinsi yang diperkirakan paling terkena dampak akibat COVID-19. 

Pertambangan migas dan panas bumi, tanaman pangan dan industri kayu adalah tiga sektor 

di Kalimantan Timur yang mengalami penurunan pendapatan tenaga kerja terbesar akibat dari 

pelemahan ekspor Indonesia ke Tiongkok. Penurunan pendapatan ini dipredisikan sebesar Rp190 

juta  - Rp1,3 miliar. Selanjutnya, pendapatan tenaga kerja di sektor tanaman bahan makanan akan 

mengalami penurunan sebesar Rp81,9 juta dan pendapatan di industri barang kayu menurun 

sebesar Rp31,1 juta.

PAPUA BARATJAWA BARAT

JAWA TIMURSKENARIO 
PENURUNAN 
EKSPOR 
AKIBAT COVID -19

• Output : -Rp 3,87 miliar
• Nilai tambah : -Rp 2,25 miliar
• Pendapatan : -Rp 473 juta
• Tenaga Kerja : -36 orang
• Sektor paling terdampak dari

penurunan pendapatan : 
pertambangan minyak dan gas
bahan makanan, dan industri
kayu

• Output : -Rp 2,3 miliar
• Nilai tambah : -Rp 1,3 miliar
• Pendapatan : -Rp 340 juta
• Tenaga Kerja : -21 orang
• Sektor paling terdampak dari

penurunan pendapatan : 
pertambangan minyak dan gas,
bahan makanan, dan
perdagangan

• Output : -Rp 2,1 miliar
• Nilai tambah : -Rp 1,1 miliar
• Pendapatan : -Rp 290 juta
• Tenaga Kerja : -14 orang
• Sektor paling terdampak dari

penurunan pendapatan : 
pertambangan minyak dan gas,
bahan makanan dan bangunan

RIAU
• Output : -Rp 2,23 miliar
• Nilai tambah : -Rp 1,3 miliar
• Pendapatan : -Rp 220 juta
• Tenaga Kerja : -4 orang
• Sektor paling terdampak dari

penurunan pendapatan : 
pertambangan batu bara, 
bahan makanan, dan industri
kayu

• Output : -Rp 1,58 miliar
• Nilai tambah : -Rp 814 juta
• Pendapatan : -Rp 218 juta
• Tenaga Kerja : -20 orang
• Sektor paling terdampak dari

penurunan pendapatan : 
pertambangan minyak dan gas,
bahan makanan, dan industri
kayu

KALIMANTAN TIMUR

Berikut 5 provinsi dengan dampak terparah
akibat penurunan ekspor yang dialami 
Indonesia (skenario baseline)

COVID-19
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Gambar 8. 

Sepuluh Provinsi yang Terkena Dampak Ekonomi Terbesar dari Penyebaran COVID-19 

Keterangan : nilai yang tertera adalah total dampak ekonomi dari tiga jalur 
(ekspor,investasi dan pariwisata) melalui simulasi IRIO dengan skenario 

baseline.  Sumber : Tabel IRIO 2015, Divisi Riset Ekonomi (2020)

5.	 Kesiapan Infrastruktur Kesehatan dalam Menghadapi COVID-19 
Untuk mengantisipasi wabah COVID-19, pemerintah mengaktifkan kembali 100 rumah sakit 
rujukan  yang telah  ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan No.414 Tahun 2007 
tentang penetapan rumah sakit rujukan penanggulangan flu burung (Avian Influenza). 100 

rumah sakit rujukan flu burung ini diharapkan mampu menangani wabah COVID-19 maupun wabah 

airborne disease yang sejenis. Untuk memastikan kesiapannya, Kementerian Kesehatan melakukan 

evaluasi terkait kesediaan ruang isolasi yang terstandar, SDM terlatih dan ketersediaan alat kesehatan 

di 100 rumah sakit tersebut. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, hanya 26 rumah sakit yang didapatkan 

siap menangani kasus COVID-19.

Ruang isolasi yang terstandar wajib tersedia untuk penanganan airborne disease seperti 
COVID-19, namun untuk membuat ruang isolasi terstandar dibutuhkan biaya yang besar. Ruang 

isolasi yang terstandar harus memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah antara lain bertekanan 

negatif sehingga mampu mencegah penyebaran airborne disease. Dari 100 rumah sakit yang ditetapkan 

untuk menangani wabah COVID-19, baru 26 rumah sakit yang telah memiliki ruang isolasi terstandar 

serta didukung oleh fasilitas dan SDM terlatih. 3 rumah sakit sudah memiliki ruang isolasi negatif, namun 

tidak didukung oleh fasilitas dan SDM yang memadai. Sedangkan rumah sakit rujukan lainnya masih 

belum memiliki ruang isolasi terstandar untuk menghadapi wabah. Biaya yang besar untuk membangun 

ruang isolasi yang memenuhi standar menjadi kendala utama bagi rumah sakit. Untuk itu, Kementerian 

Kesehatan melakukan survei ke rumah sakit-rumah sakit pemerintah, maupun swasta yang telah 

memiliki ruang isolasi terstandar untuk mendukung penanganan wabah COVID-19.
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Gambar 9. Sebaran Rumah Sakit Rujukan di Setiap Provinsi

Sumber : Kementerian Kesehatan (2020)

Penanganan wabah airborne disease tidak hanya ditujukan untuk mendukung kesiapan 
fasilitas, namun juga untuk meningkatkan pemahaman rumah sakit terkait penanganan dan 
pencegahan penyebarannya. Penanganan dan pencegahan airborne disease sudah diatur dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 27 tentang Pedoman Pencegahan Infeksi di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, edukasi terkait program Pengendalian dan 

Pencegahan Infeksi sudah dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti cara memakai dan melepas 

Alat Pelindung Diri (APD) secara benar. Selain itu, untuk meningkatkan kesiapsiagaan rumah sakit, 

kementerian kesehatan melaksanakan workshop terkait manajemen kasus COVID-19 yang mengundang 

rumah sakit dari berbagai provinsi di Indonesia.

Penanganan wabah airborne disease seperti COVID-19 sudah menjadi bagian dari standar 
akreditasi rumah sakit. Dalam standar akreditasi nasional rumah sakit yang saat ini berlaku, 

ketersediaan ruang isolasi tekanan negatif menjadi elemen penilaian dalam standar Pengendalian dan 

Pencegahan Infeksi (PPI). Disamping itu, kepatuhan penggunaan APD seperti masker serta kepatuhan 

cuci tangan yang sangat penting untuk pencegahan penularan airborne disease seperti COVID-19 juga 

menjadi elemen-elemen dalam akreditasi. Oleh karena itu, kepatuhan rumah sakit terhadap standar PPI 

secara langsung meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam menghadapi wabah COVID-19.

* Untuk mendukung hasil analisis COVID-19, tim riset ekonomi bersama dengan tim spesialis kesehatan 

PT SMI, melakukan wawancara langsung dengan Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Direktorat 

Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
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Stimulus Fiskal dalam Menahan 
Penurunan Pertumbuhan 
Ekonomi Indonesia Akibat 
Wabah COVID-19

Executive Summary
•	 The Economist Intelligence Unit (the EIU) merevisi proyeksi pertumbuhan 

ekonomi dunia tahun 2020 dari 2,3 persen menjadi minus 2,2 persen akibat 

wabah COVID-19 yang meluas.

•	 Dalam skenario sangat buruk, Pemerintah Indonesia memproyeksikan 

perekonomian Indonesia dapat tumbuh minus 0,4 persen. 

•	 Untuk mengantisipasi skenario terburuk, pada awal April 2020 Pemerintah 

Indonesia memberikan stimulus fiskal ketiga sebesar Rp405,1 Triliun.  

•	 Berdasarkan perhitungan Tim Riset Ekonomi PT SMI, stimulus fiskal tersebut 

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 sebesar 3,24 

persen sehingga skenario terburuk dapat dihindari. 

•	 Empat sektor yang mendapatkan manfaat terbesar dari stimulus fiskal 

pemerintah adalah sektor pertanian, industri pengolahan, jasa keuangan, dan 

administrasi pemerintahan.

•	 Stimulus fiskal tersebut akan meningkatkan defisit anggaran pemerintah tahun 

2020 menjadi sekitar 5 persen PDB.

03Bab

Monthly Economic Update (MEU) edisi Maret 2020
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1.	 Perubahan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia dan Indonesia Akibat Wabah COVID-19
Pada 26 Maret 2020 The Economist Intelligence Unit (The EIU) merevisi proyeksi pertumbuhan 
ekonomi dunia tahun 2020 dari 2,3 persen menjadi -2,2 persen akibat wabah COVID-19 yang 
meluas. Penyesuaian terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh menurunnya aktivitas 

perekonomian secara drastis karena kebijakan social distancing dan lockdown di beberapa negara. 

Tiongkok yang sebelumnya diproyeksikan tumbuh sebesar 5,9 persen di tahun 2020, akibat wabah 

COVID-19 pertumbuhannya diproyeksikan turun secara signifikan menjadi 1 persen. Beberapa negara 

maju seperti Amerika Serikat (AS), Jerman, Perancis, Korea Selatan, dan Jepang bahkan diproyeksikan 

akan mengalami resesi dengan pertumbuhan ekonomi negatif. Italia dengan jumlah kasus lebih dari 115 

ribu, posisi dua setelah AS diproyeksikan mengalami pertumbuhan ekonomi paling rendah sebesar  minus 

7 persen di tahun 2020. 

Gambar 1. 

Perubahan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Akibat Meluasnya Wabah COVID-19

Sumber: The Economist Intelligence Unit (2020)
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5,1% 5,3% 5%

1% -0,4% 0%

*skenario terburuk

Di tahun 2020, Indonesia juga diproyeksikan mengalami penurunan pertumbuhan secara 
drastis akibat wabah COVID-19. The EIU menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 

tahun 2020 menjadi 1 persen dari 5,1 persen. Dalam konferensi pers pada awal April 2020, Pemerintah 

Indonesia menyampaikan bahwa dalam skenario berat perekonomian Indonesia akan tumbuh sebesar 

2,3 persen. Dalam skenario sangat berat, dimana wabah COVID-19 terus berlangsung dan penuh 

ketidakpastian, perekonomian Indonesia diproyeksikan akan mengalami kontraksi dengan pertumbuhan 

minus 0,4 persen. Divisi Riset Ekonomi PT SMI memproyeksikan perkonomian Indonesia tahun 2020 

tidak akan mengalami pertumbuhan (nol persen) apabila wabah COVID-19 belum dapat diatasi sampai 

tahun depan. Untuk mengantisipasi terjadinya skenario sangat berat, pemerintah Indonesia memberikan 

stimulus ekonomi di bidang fiskal, moneter dan perbankan.

Gambar 2. Penurunan Proyeksi Ekonomi Indonesia

Sumber: EIU, Kemenkeu dan PT SMI (2020)

2.	 Kebijakan Ekonomi Pemerintah Indonesia dan Negara Lain Dalam Mengantisipasi Penurunan 
Drastis Pertumbuhan Ekonomi Akibat Wabah COVID-19 
Untuk mengantisipasi penurunan pertumbuhan ekonomi yang mendalam akibat wabah 
COVID-19, Pemerintah Indonesia memberikan tiga stimulus fiskal dengan total anggaran 
sebesar Rp438,3 triliun atau setara dengan 2,7 persen PDB. Stimulus pertama sebesar Rp10,3 

triliun berupa pembebasan pajak hotel dan restoran di 10 daerah wisata. Pemerintah juga memberikan 

diskon tiket penerbangan sebesar 30 persen dari 25 persen kursi penerbangan menuju 10 daerah 

wisata yang terdampak wabah COVID-19. Namun, kebijakan restricted movement yang diberlakukan 

pemerintah Indonesia untuk membatasi pergerakan orang dalam rangka menurunkan penyebaran 

wabah COVID-19 menyebabkan stimulus pertama menjadi kurang efektif. Selanjutnya, stimulus fiskal 

kedua sebesar Rp22,9 triliun diberikan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian 

berupa relaksasi pembayaran PPh21, PPh22 impor, PPh25, dan PPN mulai bulan April sampai September 

2020. Pada awal April 2020, pemerintah kembali mengumumkan stimulus fiskal ketiga sebesar Rp405,1 

triliun. Stimulus ketiga ini meliputi anggaran di bidang kesehatan (Rp75 triliun) untuk tenaga medis 

dan fasilitas kesehatan; social safety net (Rp110 triliun) untuk golongan masyarakat bawah; dukungan 

untuk sektor industri (Rp70,1 triliun), dan program pemulihan ekonomi terutama untuk UMKM (Rp150 

triliun).
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Gambar 3. Ringkasan Kebijakan Ekonomi terkait Covid - 19

Sumber: Kemenko, Kemenkeu, Bank Indonesia dan OJK, diolah (2020)

Stimulus moneter juga diberikan oleh Bank Indonesia melalui penurunan tingkat bunga acuan 
dan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) bagi sektor perbankan. Penurunan tingkat bunga 

acuan diharapkan akan diikuti oleh penurunan tingkat bunga pasar sehingga dapat mendorong investasi 

dan pertumbuhan ekonomi. Di samping penurunaan tingkat bunga, Bank Indonesia melonggarakan 

GWM perbankan untuk meningkatkan likuiditas perbankan dan menjaga fungsi intermediasi di tengah 

menurunnya aktivitas perekonomian akibat wabah COVID-19. Stimulus moneter ini juga didukung 

oleh kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan memberikan keringanan pembayaran kredit bagi 

masyarakat yang bekerja di sektor informal, berpenghasilan harian dan pengusaha UMKM yang nilai 

kreditnya di bawah Rp10 miliar.

Selain Indonesia, negara-negara lain di dunia juga memberikan stimulus fiskal untuk mencegah 
terjadinya resesi ekonomi yang lebih dalam dengan fokus dan besaran yang berbeda-beda. 

Singapura mengalokasikan anggaran sebesar 10,7 persen PDB untuk subsidi upah, pemberian uang tunai 

langsung untuk konsumsi rumah tangga dan kredit pada sektor yang terdampak COVID-19. Dibandingkan 

dengan negara-negara lainnya, besaran stimulus yang diberikan oleh pemerintah Singapura per PDB 

merupakan terbesar di dunia. Selanjutnya, Amerika Serikat secara masif memberikan stimulus sejak awal 

Maret 2020 dengan total bantuan USD2 triliun atau setara dengan 10 persen PDB yang tidak hanya 

fokus kepada pemberian subsidi kepada masyarakat, namun juga penangguhan pajak, stimulus kredit 

serta dana hibah pada sektor terdampak. Sementara, negara-negara lainnya seperti Italia, Tiongkok, 

Korea Selatan, Malaysia, dan Jepang besaran stimulus fiskalnya di bawah 2 persen PDB.  

•
•

•

•

•

•

•

•
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Gambar 4. 
Anggaran Fiskal Negara-Negara dalam Menghadapi COVID-19 (%PDB)

Gambar 5. Perbandingan Bantuan Fiskal Negara di Dunia

Sumber: IMF, diolah (2020)

Sumber: IMF, The Tax Foundation (2020)

Termasuk S$4 miliar 
subsidi upah, uang tunai 
dan kredit pada sektor 

terdampak.

S$54,4 miliar
(10,7% PDB)

Singapura

Termasuk S$1 triliun 
penangguhan pajak dan 

US$ 500 miliar untuk 
pengusaha kecil

US$2 triliun
(10% PDB)

Amerika Serikat

Termasuk A$125 kredit 
tambahan dan A$38,8 
miliar stimulus bisnis

A$189 miliar
(9,7% PDB)

Australia

Termasuk dana hibah €50 
miliar dan subsidi 
kompensasi kerja 

60%-67% dari upah 

€156 miliar
(4,5% PDB)

Jerman

Termasuk penangguhan 
pajak dan tagihan 

operasional perusahaan 
€6,4 miliar.

€25 miliar
(1,4% PDB)

Italia

Termasuk RMB800 miliar 
pembelian alat kesehatan 

dan penyediaan obat.

RMB1,3 triliun
(1,2% PDB)

Tiongkok

Termasuk pinjaman lunak 
bisnis kecil KRW6,1 triliun 

dan potongan pajak 
KRW1,7 triliun

KRW16 triliun
(0,8% PDB)

Korea Selatan

Termasuk kompensasi 
kerja, bantuan uang tunai 
dan diskon pembayaran 

listrik.

RM6 milar
(0,4% PDB)

Malaysia
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3.	 Kebijakan Negara di Dunia Pada Bidang Kesehatan Dalam Penanganan Wabah COVID-19
Kebijakan dalam penanganan wabah ditujukan untuk membatasi penularan dan penyebaran 
COVID-19 serta menekan angka kematian akibat penyakit tersebut. Penanganan wabah ini dapat 

dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pendekatan ini antara lain mengambil tindakan drastis untuk 

memperlambat penyebaran penyakit melalui pembatasan pergerakan warga dalam dan antar wilayah 

(lockdown, shelter-in-place, atau restricted movement order). Pada saat jumlah  kasus COVID-19 masih 

kurang dari 1.000, Tiongkok telah memberlakukan pembatasan pergerakan warganya, khususnya di kota 

Wuhan. Berbeda dengan Tiongkok, pemerintah Italia baru memberlakukan lockdown saat jumlah kasus 

telah melebihi angka 7.000. Sementara,  Pemerintah Amerika Serikat hanya menghimbau warganya 

untuk melakukan social distancing dan hanya beberapa negara bagian yang memberlakukan lockdown. 

Sebaliknya, Korea Selatan tidak mengambil kebijakan untuk membatasi pergerakan warganya. Korea 

selatan memilih untuk melakukan pengujian massal (mass testing). Sampai dengan 20 Maret 2020, 

Pemerintah Korea Selatan melakukan lebih dari 300 ribu test untuk mendeteksi kasus positif. Ini 

memungkinkan mereka menetapkan langkah selanjutnya untuk  mencegah penyebaran COVID-19. 

Seperti halnya negara lain, Pemerintah Indonesia juga menerapkan berbagai kebijakan untuk 
membatasi dan mencegah penyebaran wabah COVID-19. Kebijakan yang diambil antara lain 

himbauan Social/Physical Distancing, edukasi penggunaan APD dan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB). Selain itu, untuk mengidentifikasi masyarakat yang telah terjangkit COVID-19, pemerintah juga 

telah melakukan tes COVID-19. Namun, saat ini jumlah tes masih terbatas dan hanya satu laboratorium 

yang ditunjuk untuk melakukan pengetesan. Laboratorium ini dimiliki oleh Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Kementerian Kesehatan yang berlokasi di Jakarta. Keterbatasan 

ini dapat menghambat upaya penanganan COVID-19 secara nasional. Untuk mengatasi hal tersebut, 

Pemerintah telah membeli alat tes massal (rapid test) untuk screening awal kasus COVID-19.  Screening 

menggunakan rapid test ini diharapkan dapat menekan penularan COVID-19 di masyarakat. 

Keberhasilan berbagai pendekatan dalam membatasi penularan dan penyebaran COVID-19 dapat 
dilihat dari grafik kumulatif jumlah kasus yang cenderung mendatar (flattening). Korea selatan  

dengan kebijakan mass testing dan Tiongkok dengan kebijakan early lockdown telah berhasil menahan 

laju kenaikan jumlah kasus yang ditunjukkan oleh grafik yang cenderung mendatar (lihat gambar 6). 

Sementara, AS dan Italia belum berhasil menurunkan jumlah kasus COVID-19 di negaranya. Pemerintah 

Indonesia perlu mempelajari berbagai kebijakan yang telah ditempuh oleh negara lain yang efektif untuk 

penanganan COVID-19 untuk kemudian disesuaikan dengan konteks negara dan dipertimbangkan untuk 

diterapkan di Indonesia.
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Gambar 6. Perkembangan Jumlah Kasus COVID-19 di Beberapa Negara

Sumber: Data diolah dari https://ourworldindata.org/ (diunduh pada 30 Maret 2020)

Selain untuk membatasi penularan dan mencegah penyebaran, diperlukan penguatan sistem 
kesehatan untuk dapat menekan angka kematian akibat COVID-19.  Beberapa indikator yang 

menunjukan kapasitas sistem kesehatan adalah jumlah tempat tidur, jumlah dokter, jumlah perawat dan 

bidan per 1.000 penduduk, dan jumlah tempat tidur Intensive Care Unit (ICU)/ Critical Care (CC) per 

100.000 penduduk.  Dari empat indikator tersebut, jumlah tempat tidur ICU/CC merupakan indikator 

yang signifikan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Di Amerika Serikat, walaupun terjadi peningkatan 

kasus secara signifikan, namun Case Fatality Rate (CFR) tetap rendah. Hal ini kemungkinan disebabkan 

oleh ketersediaan ICU/CC yang cukup bagi penanganan COVID-19. Mengetahui hal ini, peningkatan 

kapasitas sistem kesehatan terutama ketersediaan ICU/CC yang memadai menjadi suatu faktor yang 

harus diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya penanganan COVID-19.



PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 43

Bab 3
Stimulus Fiskal dalam Menahan Penurunan Pertumbuhan 

Ekonomi Indonesia Akibat Wabah Covid-19

Tabel 1. Perbandingan Penanganan COVID-19 Beberapa Negara

Sumber : https://www.worldometers.info/coronavirus/ dan https://ourworldindata.
org/coronavirus-testing-source-data (diunduh pada 30 Maret 2020)

4.	 Topik Khusus: Dampak Stimulus Fiskal Terhadap Perekonomian Indonesia dan APBN 2020

Dampak Ekonomi Stimulus Fiskal Ketiga 

Setelah stimulus fiskal pertama dan kedua, pada awal April 2020 pemerintah Indonesia kembali 
memberikan stimulus fiskal yang ketiga sebesar Rp405,1 Triliun di bidang kesehatan, social 
safety net, dukungan industri dan program pemulihan ekonomi nasional. Di bidang kesehatan, 

alokasi stimulus akan digunakan untuk belanja penanganan kesehatan, penambahan jaringan pengaman 

sosial untuk cadangan kebutuhan pokok, dan peningkatan fasilitas kesehatan dalam rangka penanganan 

wabah COVID-19. Social safety net diberikan untuk melindungi daya beli masyarakat bawah akibat 

penurunan pendapatan akibat wabah COVID-19. Selanjutnya, stimulus di bidang industri berupa 

relaksasi, pembebasan, dan restitusi pajak pada dasarnya ditujukan untuk memberikan insentif kepada 

industri yang terkena dampak wabah COVID-19. Terakhir, stimulus berupa program pemulihan ekonomi 

nasional diarahkan untuk menopang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 



PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)44

Bab 3
Stimulus Fiskal dalam Menahan Penurunan Pertumbuhan
Ekonomi Indonesia Akibat Wabah Covid-19

Gambar 7. Nilai Total Stimulus Fiskal 

Sumber: Perhitungan Internal Divisi Riset Ekonomi berdasarkan paparan 
Kementerian Keuangan, diolah (2020)

Untuk menghitung dampak ekonomi dari stimulus fiskal ketiga, Divisi Riset Ekonomi PT SMI 
menggunakan model Input-Output (IO) dengan terlebih dahulu mengidentifikasi pengaruh 
masing-masing stimulus terhadap permintaan (demand) atau penawaran (supply).  Stimulus 

fiskal di bidang kesehatan berupa pemberian tunjangan kepada tenaga medis seperti dokter dan 

perawat dapat meningkatkan permintaan dalam perekonomian. Begitu juga dengan social safety net 

yang diberikan untuk masyarakat bawah, akan dapat mempengaruhi konsumsi dan permintaan dalam 

perekonomian. Dengan mempertimbangkan Marginal Propensity to Consume (MPC) per kelompok 

masyarakat yang menerima stimulus, maka besaran tambahan pendapatan yang digunakan untuk 

konsumsi dapat dihitung. Sementara stimulus di bidang perpajakan untuk sektor industri dan UMKM 

lebih berpengaruh terhadap kegiatan produksi atau penawaran barang dalam perekonomian. Dengan 

mengidentifikasi pengaruh masing-masing stimulus terhadap permintaan atau penawaran maka hal ini 

akan mempengaruhi jenis shocks yang diberikan dalam tabel IO.

Stimulus fiskal ketiga dapat menopang perekonomian nasional secara signifikan melalui 
penciptaan ouput, nilai tambah, pendapatan dan penyerapan tenaga kerja.  Dengan stimulus fiskal 

sebesar Rp405,1 triliun akan tercipta output dalam perekonomian sebesar Rp649,3 triliun. Sementara 

itu, nilai tambah dan pendapatan pekerja akan meningkat masing-masing sebesar Rp355 triliun dan 

Rp146,9 triliun. Dengan penciptaan output, nilai tambah, dan pendapatan dalam perekonomian, stimulus 

fiskal yang digelontorkan akan menyerap tambahan tenaga kerja sebesar 15 juta orang atau 11,84 

persen dari total tenaga kerja. 
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Gambar 8. 
Dampak Total Stimulus Rp405,1 Triliun terhadap Perekonomian Nasional

Sumber: Perhitungan Internal Divisi Riset Ekonomi (2020)

Stimulus fiskal pemerintah sebesar Rp405,1 triliun dapat memberikan kontribusi terhadap 
pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 sebesar 3,24 persen, sehingga skenario 
terburuk dengan pertumbuhan nol persen atau negatif dapat dihindari. Berdasarkan perhitungan, 

stimulus fiskal ketiga akan memberikan tambahan terhadap PDB Indonesia di tahun 2020 sebesar 

Rp355 triliun. Dalam skenario terburuk di tengah wabah COVID-19, Divisi Riset Ekonomi PT SMI 

memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 sebesar nol persen atau PDB riil tidak 

bergerak dari tahun sebelumnya yaitu di angka Rp10.949 triliun. Dengan tambahan PDB sebesar Rp355 

triliun di tahun 2020, PDB riil Indonesia tahun 2020 meningkat menjadi Rp11.304 triliun atau tumbuh 

3,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa tanpa adanya stimulus fiskal, 

perekonomian Indonesia tahun 2020 akan tumbuh nol persen, sementara dengan adanya stimulus fiskal 

maka perekonomian Indonesia tahun 2020 dapat tumbuh sebesar 3,24 persen.

Rp 649,3
Triliun Rp 355,1

Triliun Rp 146,9
Triliun Rp 15 Juta

Orang

OutPut Nilai Tambah Pendapatan Tenaga Kerja

Dampak ke Pertumbuhan
Ekonomi 3,24%

Dampak ke Penyerapan
Tenaga Kerja 11,84%
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Gambar 9. 
Perbandingan Dampak Ekonomi Masing-Masing Jenis Stimulus 

Sumber: Perhitungan Internal Divisi Riset Ekonomi (2020)

Apabila memperhitungkan peningkatan nilai tambah, 4 sektor yang paling besar mendapatkan 
manfaat dari stimulus fiskal pemerintah adalah sektor pertanian, industri pengolahan, jasa 
keuangan, dan administrasi pemerintahan. Besarnya dampak ekonomi dari stimulus fiskal pemerintah 

ke sektor pertanian disebabkan oleh besarnya alokasi stimulus yang ditujukan untuk mendorong 

aktivitas ekonomi di sektor pertanian seperti tambahan sembako dan pemenuhan kebutuhan pangan 

masyarakat. Di samping itu, dalam program stimulus pemulihan ekonomi, pemerintah menganggarkan 

Rp150 triliun untuk membantu UMKM yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian.
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Gambar 10. 
Empat Sektor yang Menerima Manfaat Tertinggi dari Stimulus Fiskal 

Sumber: Perhitungan Internal Divisi Riset Ekonomi (2020)

Dampak Wabah COVID-19 dan Stimulus Fiskal terhadap APBN 2020

Fenomena Pandemi Covid – 19 memberikan tekanan kepada APBN 2020 terutama terhadap 
pos pendapatan negara dan sebagian pos belanja negara. Divisi Riset Ekonomi bekerja sama 

dengan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan telah melakukan simulasi perhitungan dampak 

COVID-19 terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020. Hasil simulasi 

menunjukkan bahwa perubahan perekonomian global dan domestik akibat COVID-19 dapat memperbesar 

defisit APBN. Penjelasan dari hal tersebut adalah sebagian besar komponen dalam pendapatan negara 

mengalami penurunan (sejalan dengan turunnya pertumbuhan ekonomi) sementara di sisi lain sebagian 

dari komponen di belanja negara diasumsikan tidak mengalami perubahan.
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Gambar 11. Struktur APBN 2020 (Sebelum Dampak COVID-19)

Gambar 12. Dampak Covid – 19 terhadap APBN 2020

Sumber: Kementerian Keuangan (2020)

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal dan Perhitungan Internal Divisi Riset Ekonomi (2020)

Simulasi dilakukan melalui tiga skenario yaitu optimis, baseline dan pesimis. Pada skenario optimis, 

COVID-19 menekan pertumbuhan ekonomi menjadi 4 persen (dari asumsi awal yaitu 5,3 persen). 

Sementara di skenario baseline dan pesimis, COVID-19 memukul perekonomian sehingga tidak 

mengalami pertumbuhan sama sekali (0 persen). Parameter makroekonomi lainnya di masing-masing 

skenario dapat dilihat dalam skema di gambar 12, pada dasarnya disusun berdasarkan dinamika yang 

terjadi pada kondisi ekonomi dengan pandemi COVID-19.
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Akibat wabah COVID-19 yang mempengaruhi indikator makroekonomi Indonesia, menyebabkan 
defisit anggaran pemerintah pada tahun 2020 sebesar Rp397 triliun (skenario pesimis), 
sebesar Rp422,4 triliun (skenario baseline), dan sebesar Rp356 triliun (skenario optimis). Lebih 

besarnya defisit APBN 2020 dalam skenario pesimis dan baseline, sejalan dengan asumsi pertumbuhan 

ekonomi skenario pesimis dan baseline yang lebih rendah dibandingkan asumsi pertumbuhan ekonomi 

pada skenario optimis. Sementara, angka defisit anggaran di skenario pesimis lebih kecil dibandingkan 

angka defisit anggaran di skenario baseline sejalan dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Seperti 

yang kita ketahui bersama, pelemahan nilai tukar rupiah berdampak positif terhadap penerimaan 

negara. Dengan demikian, asumsi nilai tukar rupiah yang semakin melemah akan berdampak terhadap 

pengurangan defisit anggaran. 

Berkaitan dengan transfer daerah, memburuknya indikator makro ekonomi akibat wabah 
COVID-19 mengakibatkan transfer daerah seperti Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan DBH Sumber 
Daya Alam migas mengalami penurunan. Dalam tiga skenario, transfer daerah mengalami penurunan 

akibat memburuknya kondisi makroekonomi Indonesia akibat semakin meluasnya wabah COVID-19. 

Jenis transfer daerah yang mengalami penurunan adalah DBH pajak dan DBH SDA migas. Sementara 

jenis transfer daerah lainnya seperti DBH SDA Non Migas, Dana Alokasi Umum (DAU) ,Dana Insentif 

Daerah (DID) , dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) tidak akan mengalami perubahan. 

Stimulus fiskal untuk mengantisipasi penurunan pertumbuhan ekonomi akibat COVID-19 
akan meningkatkan defisit APBN 2020 menjadi 5 persen PDB. Melalui tiga skenario yang telah 

disampaikan sebelumnya, Divisi Riset Ekonomi melakukan simulasi perhitungan penambahan defisit 

APBN 2020 akibat dari adanya stimulus Jilid 1 sebesar Rp10,3 triliun, Jilid 2 sebesar Rp22,92 triliun 

dan stimulus fiskal tambahan sebesar Rp405,1 triliun (total stimulus fiskal Rp438,3 triliun). Dengan 

mengasumsikan total stimulus fiskal sebagai komponen penambah belanja negara, maka defisit APBN 

pada masing-masing skenario mengalami peningkatan (lihat gambar 13). Sebagai contoh, pada skenario 

pesimis defisit anggaran semula adalah Rp397 triliun maka setelah adanya tambahan total stimulus 

fiskal sebesar Rp438,3 triliun maka defisit anggaran membesar menjadi Rp835,3 triliun atau sebesar 5 

persen dari PDB. 

Gambar 13. 
Simulasi Dampak Stimulus COVID-19 Terhadap Rasio Defisit APBN ke PDB 

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal dan Perhitungan Internal Divisi Riset Ekonomi (2020)
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Prospek Permintaan 
Infrastruktur di Masa
Pandemi COVID-19

Executive Summary
•	 Sampai saat ini terdapat lebih dari 3 juta kasus positif COVID-19 di dunia dimana 

Amerika Serikat (AS) memiliki jumlah kasus tertinggi dan diikuti oleh beberapa 

negara Eropa.

•	 Indonesia dengan jumlah kasus COVID-19 lebih dari 10 ribu telah melakukan 

berbagai kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa 

daerah untuk menurunkan tambahan kasus harian. 

•	 Divisi Riset Ekonomi PT SMI memperkirakan puncak tambahan kasus harian 

COVID-19 di Indonesia akan terjadi di awal bulan Juni 2020 dengan 6.566 kasus.

•	 Setelah tambahan kasus COVID-19 mencapai titik tertinggi dan PSBB dicabut di 

bulan Juni 2020, permintaan infrastruktur diprediksikan akan mulai pulih seiring 

dengan meningkatnya aktivitas ekonomi. 

•	 Pada tahun 2020, permintaan infrastruktur bandara dan kereta diprediksikan 

akan mengalami penurunan paling besar dibandingkan infrastruktur lainnya 

yaitu masing-masing sebesar 57,8 persen dan 55,1 persen (yoy).

04Bab

Monthly Economic Update (MEU) edisi April 2020
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1.	 Perkembangan Kasus COVID-19 di Dunia dan Indonesia
Sampai dengan 28 April 2020, terdapat lebih dari 3 juta kasus positif COVID-19 di dunia dimana 
Amerika Serikat (AS) memiliki jumlah kasus tertinggi dan diikuti oleh beberapa negara Eropa. 
Namun, kalau dilihat dari jumlah kasus per juta penduduk, Spanyol memiliki angka tertinggi, yaitu 4.252 

kasus. Sementara, AS dengan jumlah total kasus tertinggi berada di urutan ke-6 dengan angka 2.322 

kasus per juta penduduk. Indonesia dengan jumlah kasus sebanyak 9.511 dan kasus per juta penduduk 

sebanyak 24 relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara maju seperti AS dan beberapa negara 

Eropa. 

Gambar 1. Jumlah Kasus COVID-19 di 
Indonesia dan Negara-Negara Dengan Jumlah 

Kasus Paling Tinggi Dunia

Gambar 2. Jumlah Kasus per 1 juta Penduduk

Rendahnya angka kumulatif kasus COVID-19 di beberapa negara, termasuk Indonesia, mungkin 
disebabkan oleh kapasitas testing yang masih rendah. Secara statistik, kapasitas tes yang diukur 

dengan jumlah tes per juta penduduk memiliki hubungan yang positif dengan jumlah kumulatif kasus 

COVID-19. Jumlah tes yang telah dilakukan di Indonesia adalah 208 per juta penduduk. Angka ini 

terbilang sangat rendah jika dibandingkan dengan negara lain seperti Italia, Spanyol, dan Swiss yang 

masing-masing telah melakukan sekitar 29.000 tes per juta penduduk. Mass testing sangat penting 

untuk dilakukan pemerintah sehingga penduduk yang termasuk dalam kategori Orang Tanpa Gejala 

(OTG) dapat cepat teridentifikasi dan melakukan self-isolation guna menghindari penyebaran virus.

Sumber: Johns Hopkins University, Our World in Data.
(Data sampai dengan 28 April 2020).

Sumber: Johns Hopkins University, Our World in Data.
(Data sampai dengan 20 April 2020).
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Portugal

Swiss

Italia

Spanyol

Irlandia

Jerman

Belgium

Amerika Serikat

Indonesia

35.321

29.637

29.600

28.779

25.785

24.738

19.000

17.211

Belanda

Inggris

Perancis

11.319

10.605

7.103

208

Gambar 3. Korelasi antara jumlah kasus 
COVID-19 dan jumlah test 

Gambar 5. Faktor yang mempengaruhi 
penyebaran COVID-19 

Gambar 4. Jumlah test per 1 juta penduduk  

Sumber: Statista dan Kementerian Kesehatan (2020)

Sumber: Perhitungan Divisi Riset Ekonomi PT SMI (2020)

Dilihat dari perbedaan jumlah kasus per provinsi di Indonesia, faktor yang signifikan 
mempengaruhi tingkat penyebaran kasus COVID-19 adalah kepadatan penduduk dan jumlah 
penduduk usia kerja. Dengan menggunakan metode regresi, Divisi Riset Ekonomi PT SMI melakukan 

studi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perbedaan jumlah kasus COVID-19 per 

provinsi di Indonesia. Enam faktor yang dipertimbangkan dalam studi adalah kepadatan penduduk, rasio 

penduduk usia kerja, rasio tenaga medis, kelembaban udara, penyakit penyerta (komorbid), dan pola 

hidup sehat. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kepadatan penduduk dan jumlah penduduk usia kerja 

yang signifikan mempengaruhi penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia.

KASUS POSITIF

COVID-19
Rasio Usia Kerja

Berpengaruh

Pola Hidup Sehat Hipertensi, Jantung
dan Diabetes

Rasio Tenaga Medis Kelembaban Udara

Kepadatan Penduduk

Berpengaruh

Gambar 6. Korelasi kepadatan penduduk dan rasio usia kerja 
terhadap kasus positif COVID-19 
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Sumber: Kementerian Kesehatan dan Badan Pusat Statistik (Data sampai dengan 30 April 2020).

Provinsi dengan kepadatan penduduk dan penduduk usia kerja yang tinggi seperti DKI Jakarta, 
Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur cenderung memiliki jumlah kasus COVID-19 lebih 
besar dibanding provinsi lain. Daerah-daerah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi meningkatkan 

risiko penularan COVID-19 karena tingginya tingkat kontak antar individu. Sementara, tingginya rasio 

penduduk usia kerja berkaitan dengan tingkat mobilitas penduduk. DKI Jakarta dengan kepadatan 

penduduk tertinggi di Indonesia yaitu 15.328 jiwa per km2 dan rasio penduduk usia kerja sebesar 70 

persen memiliki kasus COVID-19 terbanyak yaitu 4.175 per 30 April 2020. Sebaliknya, Papua Barat 

dengan kepadatan penduduk terendah di Indonesia yaitu 9 jiwa per km2 dan rasio penduduk usia kerja 

sebesar 67 persen memiliki kasus COVID-19 sebanyak 37 per 30 April 2020.

Gambar 7. Peta Sebaran Jumlah Kasus COVID-19 Antar Provinsi di Indonesia 

Untuk membatasi mobilitas penduduk dan mengurangi kontak antar individu, pemerintah 
menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 
dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Penerapan PP ini berdasarkan usulan pemerintah 

daerah yang diputuskan oleh Menteri Kesehatan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan PSBB 

mulai 10 April 2020 sampai dengan 22 Mei 2020. Penerapan PSBB ini diikuti oleh Pemerintah Provinsi 

lain yaitu Sumatera Barat dan 18 Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, pemerintah pusat juga 

mengeluarkan larangan mudik lebaran. Untuk DKI Jakarta, angka penambahan kasus harian cenderung 

mengalami penurunan. Namun, data kasus harian secara nasional masih berfluktuasi.
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Grafik 1. Perkembangan Jumlah Penambahan Kasus COVID-19
di Indonesia dan Kebijakan Pemerintah

Sumber : CEIC dan Kementerian Terkait (2020)

2.	 Perkembangan Permintaan Infrastruktur Sejak Wabah COVID-19
Pemberlakuan PSBB oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada awal April menurunkan 
mobilitas penduduk dan berdampak pada menurunnya lalu lintas harian rata-rata (LHR). Dilihat 

dari data harian sebelum dan selama COVID-19, penurunan LHR pada saat weekday berbeda dengan pada 

saat weekend. Rata-rata penurunan LHR di beberapa ruas tol wilayah Jabodetabek pada saat weekday 

selama periode COVID-19 sebesar 18 persen. Sementara itu, sejak terjadinya wabah COVID-19, pada 

saat weekend, rata-rata penurunan LHR beberapa ruas tol di Jabodetabek adalah sebesar 48 persen. 

Lebih rendahnya angka penurunan LHR pada saat weekday dibandingkan dengan weekend disebabkan 

oleh adanya mobilitas penduduk yang masih harus bekerja ke kantor. 
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Grafik 2. Perbandingan LHR Rata-Rata Weekday dan Weekend Ruas Jalan Tol Jabodetabek

Sumber : Jasa Marga diolah oleh Transport Specialist, Center of Competence (COC) (2020)

Sejak diumumkannya kasus positif COVID-19 oleh pemerintah Indonesia pada awal bulan Maret 
2020, jumlah penumpang bandara dan kereta api terlihat mulai mengalami penurunan. Pada 

bulan Maret 2020, data penumpang Angkasa Pura II menunjukkan bahwa jumlah penumpang bandara 

mengalami penurunan sebesar 30,8 persen dibandingkan dengan penumpang bandara pada bulan yang 

sama di tahun 2019 (yoy). Tren menurunnya jumlah penumpang bandara terus berlangsung di minggu 

pertama bulan April 2020. Sementara, jumlah penumpang kereta mengalami penurunan lebih besar 

dibandingkan dengan penumpang bandara yaitu sebesar 34,79 persen (yoy) pada bulan Maret 2020.
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Grafik 3. Realisasi Jumlah Penumpang Bandara Grafik 4. Realisasi Jumlah Penumpang Kereta

Grafik 5. Realisasi Bongkar Muat 5 (lima) Pelabuhan Utama di Indonesia

Sumber: Angkasa Pura II dan PT KAI (2020)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Berbeda dengan bandara dan kereta, aktivitas bongkar muat pelabuhan telah mengalami 
penurunan sejak Januari 2020. Penurunan aktivitas bongkar muat di pelabuhan sejak Januari 2020 

lebih disebabkan oleh perlambatan perekonomian global akibat perang dagang antara Tiongkok dan AS 

di tahun 2019. Sejak pengumuman COVID-19 di awal Maret 2020 oleh pemerintah Indonesia, aktivitas 

bongkar muat pelabuhan mengalami penurunan sebesar 37 persen (yoy) pada bulan Maret 2020. Namun, 

dibandingkan dengan bulan Januari dan Februari tahun 2020, aktivitas bongkar muat pelabuhan di bulan 

Maret 2020 cenderung mengalami peningkatan.
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Gambar 8. Kurva Epidemi dan Kurva Permintaan Infrastruktur

3.	 Kerangka Teori Perkembangan Kasus COVID-19 dan Permintaan Infrastruktur
Proyeksi perkembangan kasus COVID-19 menentukan besarnya penurunan dan lamanya 
pemulihan permintaan infrastruktur. Mengacu pada model yang dibangun oleh Baldwin dan Mauro 

(2020), Divisi Riset Ekonomi PT SMI membangun kerangka teori yang menghubungkan antara puncak dari 

tambahan kasus positif COVID-19 (kurva epidemi) dengan titik terendah dan titik pemulihan permintaan 

infrastruktur (kurva permintaan infrastruktur). Pada gambar 8 berikut terlihat bagian atas merupakan 

kurva epidemi dengan puncak kasus tambahan harian di titik B.  Sementara, bagian bawah merupakan 

kurva permintaan infrastruktur dengan titik terendah jumlah permintaan infrastruktur di titik D. 

            Sumber : Baldwin dan Mauro, diolah Divisi Riset Ekonomi PT SMI (2020)

Berdasarkan kerangka teori yang telah dibangun, permintaan infrastruktur akan mulai 
mengalami peningkatan setelah tambahan harian kasus COVID-19 mencapai titik tertinggi 
(peak) dan PSBB dicabut. Kerangka teori di atas menjelaskan bahwa permintaan infrastruktur akan 

mengalami pelemahan (t1 – D) bersamaan dengan masa Pandemi berlangsung (to – E). Hal ini disebabkan 

karena pemerintah melakukan intervensi berupa pemberlakuan PSBB (titik A – titik C) dengan tujuan 

memutus rantai penyebaran COVID-19 di masyarakat luas. Melalui pembatasan tersebut maka aktivitas 

ekonomi, termasuk permintaan terhadap sektor infrastruktur akan mengalami penurunan. Permintaan 

terhadap sektor infrastruktur akan mulai meningkat setelah melewati titik D, dimana pada saat itu 

PSBB sudah dinonaktifkan oleh Pemerintah dan perekonomian mulai berjalan kembali.  Selanjutnya 

diasumsikan bahwa permintaan secara bertahap akan meningkat dan kembali menuju level sebelum 

COVID-19. 
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Untuk mengukur seberapa dalam permintaan infrastruktur terdampak akibat COVID-19, perlu 
diproyeksikan waktu tambahan kasus COVID-19 mencapai puncak dan waktu pencabutan PSBB. 
Asumsi yang digunakan untuk menentukan masa pencabutan PSBB (t3) adalah 2-3 minggu setelah 

puncak kasus harian (titik B) tercapai. Tahapan selanjutnya, Divisi Riset Ekonomi PT SMI memproyeksikan 

kapan tambahan kasus harian mencapai puncak (t2) dengan melihat pola perkembangan kasus COVID-19 

di beberapa negara.  

Permintaan infrastruktur yang akan diamati dalam laporan ini adalah jalan tol, bandara, 
pelabuhan dan kereta. Permintaan terhadap infrastruktur tersebut diukur dengan indikator seperti Lalu 

Lintas Harian Rata-Rata (LHR) sebagai proksi untuk permintaan terhadap jalan tol; Jumlah penumpang 

pesawat terbang sebagai proksi untuk permintaan terhadap sektor bandara; Jumlah penumpang kereta 

sebagai proksi permintaan terhadap kereta; dan kegiatan bongkar muat pelabuhan sebagai proksi untuk 

permintaan pelabuhan. 

4.	 Proyeksi Perkembangan Kasus Harian COVID-19 dan Permintaan Infrastruktur 

Proyeksi Kasus Harian COVID-19

Data terkini menunjukkan bahwa rata-rata penambahan kasus baru COVID-19 di Indonesia dalam 
minggu keempat di bulan April 2020 sebanyak 336 kasus dengan penambahan kasus harian 
tertinggi terjadi pada tanggal 25 April 2020 yaitu sebanyak 436 kasus. Namun, perkembangan 

tambahan jumlah kasus harian masih berfluktuasi dan belum dapat dipastikan kapan puncak kasus harian 

akan terjadi. Dengan demikian, Divisi Riset Ekonomi PT SMI memprediksi perkembangan penambahan 

kasus harian di Indonesia dengan mengacu pada pola perkembangan kasus COVID-19 di beberapa 

negara. 
Grafik 6. Jumlah Penambahan Kasus Baru COVID-19 di Indonesia 

(Mar 2020 – 2 Mei 2020)

Sumber data: Our World in Data (30 Apr 2020). 
Data diolah Divisi Riset Ekonomi PT SMI.
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Grafik 7. Penambahan kasus harian COVID-19 di Korea Selatan, Amerika Serikat dan Italia

Sumber: Our World in Data (30 Apr 2020). 
Data diolah oleh Divisi Riset Ekonomi PT SMI.

Amerika Serikat, Italia, dan Korea Selatan menjadi landasan prediksi perkembangan kasus 
COVID-19 di Indonesia. Dari tiga negara tersebut, Korea Selatan merupakan negara dengan respon yang 

paling baik dalam menangani wabah COVID-19 sehingga Pemerintah Korea Selatan mampu menurunkan 

angka penambahan kasus harian menjadi di bawah 100 dalam waktu 2 minggu. Penambahan kasus 

harian tertinggi di Korea Selatan terjadi pada akhir bulan Februari 2020 dengan angka 909 kasus. 

Dengan demikian, pengalaman terbaik Korea Selatan dalam menangani COVID-19 dijadikan landasan 

skenario optimis proyeksi perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. 

Berbeda dengan Korea Selatan, Pemerintah AS tidak memiliki kebijakan yang jelas dan tegas di 
tahap awal penyebaran COVID-19. AS merupakan negara dengan jumlah kasus dan kematian tertinggi 

di dunia. Sampai dengan 30 April 2020, jumlah kasus COVID-19 di AS sudah melebihi angka 1 juta 

dengan jumlah kematian melebihi angka 60.000. Dengan mempertimbangkan kinerja Pemerintah AS 

tersebut, pola perkembangan COVID-19 di AS akan dijadikan landasan skenario pesimis dalam proyeksi 

COVID-19 di Indonesia. 

Sementara, respon Pemerintah Italia tidak secepat Pemerintah Korea Selatan namun masih 
lebih tegas jika dibandingkan dengan Pemerintah AS. Pemerintah Italia memberlakukan lockdown 

untuk seluruh wilayah Italia pada 9 Maret 2020, sehari setelah penambahan jumlah kasus baru mencapai 

lebih dari 1.000 kasus. Data terbaru menunjukkan bahwa tambahan kasus harian di Italia telah mencapai 

puncak dan terus mengalami penurunan. Rata-rata penambahan kasus baru di minggu terakhir bulan 

April 2020 adalah sebanyak 2.323 kasus per hari dengan penambahan jumlah kematian sebanyak 371 

per hari. 
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Dengan mengikuti pola perkembangan COVID-19 di Italia, dalam skenario moderat diperkirakan 
puncak tambahan kasus harian di Indonesia terjadi di awal bulan Juni 2020 dengan 6.566 
kasus. Sedangkan, untuk skenario optimis, puncak tambahan kasus harian diprediksikan akan terjadi di 

pertengahan bulan Mei 2020 dengan total 6.900 kasus. Sementara, untuk kasus terburuk yaitu skenario 

pesimis, puncak tambahan kasus harian COVID-19 di Indonesia akan terjadi pada akhir bulan Juni 2020 

dengan total 6.152 kasus.

Grafik 7. Penambahan kasus harian COVID-19 di Korea Selatan, Amerika Serikat dan Italia
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Proyeksi Permintaan Infrastruktur di Masa Pandemi COVID-19

Metode Impulse Response Function (IRF) digunakan dalam melakukan proyeksi permintaan 
infrastruktur di masa pandemi COVID-19.  Dengan menggunakan metode IRF dapat ditentukan 

berapa lama permintaan infrastruktur akan mencapai titik terendah setelah shock terjadi dan berapa  

lama permintaan infrastruktur akan pulih (recover) untuk kembali menuju level sebelum COVID-19. 

Pemberlakuan PSBB dianggap sebagai “shock” dalam model proyeksi karena saat diberlakukannya PSBB 

mobilitas penduduk berkurang dan aktivitas perekonomian mulai mengalami penurunan. Perkembangan 

aktivitas perekonomian diukur dengan menggunakan data Indeks Produksi Indonesia (IPI). 
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Tabel 1. Hasil Estimasi Titik Terendah dan Pemulihan Permintaan Infrastruktur

       Sumber : Perhitungan Divisi Riset Ekonomi PT SMI

Berdasarkan hasil proyeksi, pulihnya permintaan infrastruktur pelabuhan (kargo) lebih cepat 
dibandingkan dengan permintaan infrastruktur lainnya seperti bandara, kereta api, dan jalan 
tol. Model IRF menunjukkan bahwa permintaan infrastruktur bandara, kereta api, dan jalan tol mencapai 

titik terendah pada bulan ke- 2 setelah shock terjadi pada t=0. Sementara, permintaan pelabuhan kargo 

mencapai titik terendah pada bulan ke-1 setelah shock terjadi pada t=0. Saat pertama kali PSBB mulai 

diumumkan oleh Presiden RI di tanggal 31 Maret 2020 disebut sebagai periode t=0, sehingga efek 

dari PSBB diasumsikan mulai terasa di April 2020 (bulan ke-1). Model IRF memproyeksikan pemulihan 

permintaan infrastruktur (recovery) menuju level sebelum wabah COVID-19 terjadi pada bulan ke-9 

dan ke-10 setelah shock. Namun, dengan mempertimbangkan ketidakpastian dalam perkembangan 

kasus COVID-19 dan perubahan perilaku masyarakat pasca COVID-19, diproyeksikan level permintaan 

infrastruktur seperti sebelum COVID-19 akan tercapai dalam waktu yang lebih lama.   

Sektor Kategori
Lowest point permintaan 

infrastruktur setelah economic 
shock pada t=0 (bulan)

Pemulihan infrastruktur Menuju 
Equilibrium setelah Shock pada 

t=0 (bulan)

Bandara Penumpang t=2 t=9

Kereta Api Penumpang t=2 t=9

Pelabuhan Kargo t=1 t=10

Jalan Tol Jalan Tol t=2 t=10

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa wabah COVID-19 mengakibatkan permintaan infrastruktur 
bandara dan kereta mengalami penurunan lebih dalam dibandingkan dengan permintaan 
pelabuhan (kargo) dan jalan tol. Namun demikian, setelah mencapai titik terendah, permintaan 

infrastruktur bandara dan kereta diproyeksikan akan pulih lebih cepat menuju level sebelum wabah 

COVID-19 dibandingkan dengan permintaan di sektor jalan tol dan pelabuhan.
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Grafik 9. Proyeksi Puncak COVID-19 dan Permintaan Infrastruktur di Indonesia

Sumber : Divisi Riset Ekonomi PT SMI

Proyeksi di atas adalah skenario moderat dengan puncak COVID-19 terjadi di awal Juni 2020. Data 

Bandara yang dipergunakan merupakan jumlah seluruh penumpang bandara dibawah kelolaan PT 

Angkasa Pura II, Data Kereta Api merupakan Jumlah Penumpang Kereta Api dari PT KAI, Data Jalan Tol 

merupakan Lalu Lintas Harian Rata-Rata untuk 4 ruas Jalan Tol, yaitu Ruas Medan-Binjai, Palembang-

Indralaya, JORR Selatan dan ATP (Tanjung Priok), Data Pelabuhan merupakan data bongkar muat di 5 

Pelabuhan Utama di Indonesia dari Badan Pusat Statistik.
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Tabel 2. Permintaan Infrastruktur 2019 vs 2020

Sumber : Data Bandara yang dipergunakan merupakan jumlah seluruh penumpang bandara dibawah kelolaan PT Angkasa Pura II, Data 
Kereta Api merupakan Jumlah Penumpang Kereta Api dari PT KAI, Data Jalan Tol merupakan Lalu Lintas Harian Rata-Rata untuk 4 ruas 
Jalan Tol : Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, JORR Selatan dan ATP (Tanjung Priok), Data Pelabuhan merupakan data bongkar muat di 

5 Pelabuhan Utama di Indonesia dari Badan Pusat Statistik.

Setelah melakukan proyeksi permintaan infrastruktur akibat wabah COVID-19, besarnya 
penurunan permintaan infrastruktur secara tahunan (yoy) dapat dihitung. Membandingkan 

permintaan tahun 2020 ke tahun 2019, permintaan infrastruktur bandara dan kereta api mengalami 

penurunan terbesar dibandingkan dengan permintaan infrastruktur jalan tol dan pelabuhan.  Hasil yang 

lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Dampak Pandemi COVID-19 
Terhadap Perekonomian dan 
Kapasitas Fiskal Daerah

Executive Summary
•	 Tiga bulan setelah kasus COVID-19 pertama dikonfirmasi di Indonesia, jumlah 

total kasus positif sudah menembus lebih dari  30.000.

•	 Jumlah total kasus COVID-19 di Pulau Jawa masih tertinggi dibandingkan daerah 

lain, namun rata-rata laju penambahan kasus baru di Pulau Jawa lebih rendah 

dibandingkan dengan luar Jawa.

•	 Perekonomian daerah-daerah yang berbasis pariwisata seperti Bali dan DI 

Yogyakarta serta daerah berbasis Sumber Daya Alam (SDA) terkena dampak 

terbesar akibat wabah COVID-19.

•	 Melemahnya perekonomian daerah akibat Wabah COVID-19 menyebabkan 

anggaran pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten di Pulau Jawa 

mengalami defisit. 

•	 Pemerintah bersama dengan PT SMI sebagai Special Mission Vehicles (SMV) 

Kementerian Keuangan berencana memberikan fasilitas pinjaman daerah yang 

disebut Early Response & Recovery Component (ERRC) untuk mendukung 

penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah.

•	 Program ERRC diproyeksikan akan mampu menciptakan nilai tambah, output, 

pendapatan dan tenaga kerja tidak hanya pada perekonomian daerah di Jawa, 

tetapi juga daerah luar Jawa.

05Bab

Tulisan ini merupakan kerjasama antara Divisi Riset Ekonomi (DRE) dan Divisi Pembiayaan Publik  (DPPU) PT 
SMI. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Iskandar dan Bapak Dona Sukma Permana beserta tim DPPU lainnya 
atas kontribusi pada tulisan ini.

Monthly Economic Update (MEU) edisi Mei 2020
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1.	 Perkembangan Terkini Kasus COVID-19 di Indonesia
Tiga bulan setelah pasien COVID-19 pertama dikonfirmasi di Indonesia, jumlah total kasus 
positif sudah menembus angka 30.000.  Sampai dengan 28 Mei 2020, total jumlah kasus positif 

di Indonesia mencapai angka 24.538. Rata-rata laju pertumbuhan kasus baru harian antara 21-28 Mei 

2020 di setiap provinsi berkisar di angka 0,4 persen - 12,3 persen. Provinsi Kalimantan Utara merupakan 

provinsi dengan rata-rata laju pertumbuhan kasus harian baru terendah (0,4 persen), sedangkan Provinsi 

Gorontalo memiliki angka tertinggi (12,3 persen). 

Jumlah total kasus COVID-19 di Pulau Jawa masih tertinggi dibandingkan daerah lain, namun rata-
rata laju penambahan kasus baru mulai menurun. Pada awal fase pandemi COVID-19 di Indonesia, 

provinsi-provinsi di Jawa dinyatakan sebagai episentrum dari penyebaran virus. Hal ini ditunjukkan oleh 

jumlah total kasus di Pulau Jawa yang mencapai lebih dari setengah jumlah total kasus secara nasional. 

Namun, jika melihat perkembangan kasus di minggu terakhir bulan Mei, semua provinsi di pulau Jawa 

(terkecuali Jawa Timur) menunjukkan rata-rata laju pertumbuhan kasus harian baru di bawah angka rata-

rata nasional yaitu 3,1 persen. 

Sementara, provinsi di luar Pulau Jawa dengan jumlah kasus COVID-19 yang relatif kecil 
cenderung memiliki laju pertumbuhan kasus yang semakin meningkat. Jika melihat perkembangan 

provinsi-provinsi di luar Jawa, meskipun total jumlah kasus relatif lebih kecil dibandingkan dengan 

jumlah total kasus di Pulau Jawa, rata-rata laju pertumbuhan kasus baru harian menunjukkan tren yang 

meningkat. Sebagai contoh, jumlah total kasus di Provinsi Gorontalo adalah 65 kasus namun rata-rata laju 

pertumbuhan kasus baru harian antara 21-28 Mei mencapai 12 persen, jauh di atas rata-rata nasional. 

Provinsi Maluku juga dapat menjadi contoh dimana jumlah total kasus terbilang kecil (188 kasus) namun 

rata-rata laju pertumbuhan kasus baru harian dalam periode waktu yang sama mencapai 5,5 persen.

Gambar 1. Jumlah Kasus dan Pertumbuhan Kasus COVID-19 Provinsi-Provinsi di Indonesia

Sumber : Kementerian Kesehatan (2020)
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2.	 Dampak Wabah COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia di Triwulan I-2020
Akibat wabah COVID-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan-I 2020 turun drastis 
menjadi 2,97 persen (yoy) dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan yang sama tahun 
sebelumnya yaitu sebesar 5,07 persen. Penurunan secara signifikan pertumbuhan ekonomi pada 

Triwulan I-2020 ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah seperti Work From Home (WFH), penutupan 

sekolah, dan pembatasan beberapa kegiatan berskala besar untuk menurunkan penyebaran wabah 

COVID-19 lebih meluas. Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah tersebut membatasi mobilitas 

penduduk sehingga beberapa sektor ekonomi yang membutuhkan kehadiran langsung masyarakat 

seperti Sektor Transportasi, Sektor Akomodasi, dan Sektor Perdagangan mengalami penurunan 

pertumbuhan. 

Gambar 2. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 2018-2020 (yoy), (persen)

Sumber : BPS (2020)
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Namun, di tengah wabah COVID-19, ada beberapa sektor yang diuntungkan dan mengalami 
pertumbuhan positif seperti Sektor Pertanian,Sektor  Informasi dan Komunikasi, Sektor Jasa 
Keuangan, Sektor Kesehatan, dan Sektor Real Estate. Sektor pertanian mengalami pertumbuhan 

tertinggi sebesar 9,46 persen (qtq) pada Triwulan I-2020 dibandingkan Triwulan IV-2019. Selain itu, 

dengan adanya kebijakan pemerintah yang membatasi mobilitas penduduk, penggunaan jasa informasi 

dan komunikasi mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,97 (qtq) karena sebagain besar aktivitas 

dilakukan di rumah dalam jaringan (daring) seperti rapat, belanja, dan kegiatan belajar-mengajar. Untuk 

melayani aktivitas ekonomi yang masih berjalan selama wabah COVID-19, sektor keuangan tetap tumbuh 

positif sebesar 5,39 persen. Selanjutnya, di tengah wabah COVID-19 jasa kesehatan sebagai sektor 

yang terpenting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat mengalami pertumbuhan 

positif sebesar 1,09 persen. 
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Gambar 3. Pertumbuhan PDB Berdasarkan Lapangan Usaha (qtq), (persen)

Gambar 4. Pertumbuhan PDB Berdasarkan Pengeluaran di Triwulan I-2020 (qtq), (persen)

Sumber : BPS (2020)

Sumber : BPS (2020)
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Pelemahan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2020 juga disebabkan oleh turunnya semua 
komponen permintaan seperti konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, ekspor, 
dan impor sejak wabah COVID-19. Dibandingkan dengan Triwulan IV-2019, konsumsi pemerintah 

mengalami penurunan paling dalam yaitu sebesar 44,02 persen (qtq). Menurunnya produksi sektor-

sektor ekonomi selama wabah COVID-19 berdampak kepada penurunan ekspor sebesar 6,37 persen 

(qtq) dan penurunan terhadap permintaan barang-barang impor sebesar 11,89 persen (qtq). Konsumsi 

rumah tangga yang menyumbang lebih dari 55 persen perekonomian Indonesia mengalami penurunan 

sebesar 1,97 persen (qtq).

Berdasarkan publikasi BPS, Bali dan DI Yogyakarta merupakan dua provinsi yang mengalami 
penurunan laju pertumbuhan ekonomi paling besar. Pada Triwulan I-2020, perekonomian Bali 

mengalami penurunan sebesar 1,14 persen (yoy) dan perekonomian DI Yogyakarta turun sebesar 0,17 

persen (yoy). Hal ini disebabkan oleh ketergantungan ekonomi kedua daerah tersebut kepada sektor 

pariwisata, sementara selama wabah COVID-19 sektor pariwisata sangat terpukul mengingat mobilitas 

masyarakat dibatasi. Laju pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di Bali sebesar 

-5,25 persen (yoy) pada Triwulan I-2020, turun dari 6,57 persen (yoy) di Triwulan I-2019. Sektor yang 

sama di DI Yogyakarta mengalami pertumbuhan sebesar -1,28 persen (yoy) di Triwulan I-2020, turun 

dari 6,55 persen (yoy) di Triwulan I-2019. 

Gambar 5. Provinsi dengan Laju Penurunan Ekonomi Paling Besar 

Sumber: Hasil Perhitungan Internal Divisi Riset Ekonomi (2020)
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Daerah lain yang juga terkena dampak wabah COVID-19 secara signifikan adalah daerah-daerah 
yang bergantung kepada Sumber Daya Alam (SDA), seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Ten-
gah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Gorontalo, Lampung, dan Jambi. Perekonomian daerah-daer-

ah tersebut pada Triwulan I-2020 mengalami penurunan antara 3-5 persen jika dibandingkan dengan 

triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Sektor pertambangan dan penggalian di Kalimantan Timur 

mengalami pertumbuhan -0,48 persen (yoy) di Triwulan I-2020, turun dari 6,69 persen (yoy) di Triwu-

lan I-2019. Sedangkan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di tujuh provinsi tersebut rata-rata 

tumbuh 0,6 persen (yoy) di Triwulan I-2020, turun dari rata-rata 4,3 persen (yoy) di Triwulan I-2019. 

Menurunnya perekonomian daerah-daerah yang berbasis sumber daya alam secara signifikan disebab-

kan oleh berkurangnya permintaan ekspor atas komoditi dan barang tambang akibat melemahnya pere-

konomian global selama pandemi COVID-19.

3.	 Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kapasitas Fiskal Pemerintah 
Daerah: Landasan Teori dan Empiris

Landasan Teori: Circular Flow Makroekonomi

Secara teori, dengan menggunakan analisis circular flow makroekonomi, Pandemi COVID-19 
menyebabkan semua agen dalam perekonomian mengalami pelemahan seperti perusahan, 
rumah tangga, lembaga finansial dan pemerintah. Ketika pandemi COVID-19 membatasi mobilitas 

penduduk, konsumsi rumah tangga terhadap barang dan jasa yang diproduksi perusahaan mengalami 

penurunan. Di samping itu, wabah COVID-19 yang juga berdampak pada perekonomian negara-negara 

lain di dunia menurunkan permintaan ekspor perusahaan domestik. Menurunnya konsumsi domestik 

dan permintaan ekspor menyebabkan pendapatan perusahaan mengalami penurunan secara drastis. 

Selanjutnya, menurunnya pendapatan perusahaan akan mempengaruhi kemampuan perusahaan 

untuk membayar gaji pegawainya sehingga perusahaan akan mengurangi jumlah pegawai yang 

akan dipekerjakan. Hal ini akan meningkatkan pengangguran dalam perekonomian dan menurunkan 

pendapatan masyarakat. Menurunnya pendapatan perusahaan juga akan mempengaruhi kemampuan 

perusahaan untuk membayar kewajibannya terhadap perbankan sehingga jumlah kredit macet 

mengalami peningkatan dan akan mengarah kepada krisis perbankan. 
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Gambar 6. Dampak COVID-19 Terhadap Circular Flow Perekonomian Termasuk Anggaran Pemerintah

Sumber : Divisi Riset Ekonomi PT SMI, diolah dari Baldwin (2020)

Menurunnya pendapatan rumah tangga dan pendapatan perusahaan akibat wabah COVID-19 
akan menurunkan penerimaan pemerintah (baik pusat maupun daerah) sehingga akan 
meningkatkan defisit anggaran pemerintah. Pada masa pandemi COVID-19, menurunnya aktivitas 

perekonomian baik itu dari sisi permintaan rumah tangga maupun produksi perusahaan akan menurunkan 

penerimaan pajak pemerintah pusat maupun daerah. Sementara, untuk menahan pelemahan ekonomi 

lebih dalam akibat wabah COVID-19 dan mempercepat proses pemulihan ekonomi, pemerintah harus 

memberikan stimulus kepada masyarakat maupun dunia usaha. Meningkatnya pengeluaran pemerintah 

untuk stimulus, sementara penerimaan mengalami penurunan menyebabkan defisit anggaran 

pemerintah akan mengalami peningkatan. 

Kapasitas keuangan pemerintah daerah yang terdampak COVID-19 mengalami penurunan 
akibat menurunnya penerimaan pemerintah daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
dan transfer pemerintah pusat ke daerah. Hal ini mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah 

untuk menahan penurunan perekonomian daerah selama pandemi COVID-19 maupun mempercepat 

proses pemulihan pasca COVID-19. Oleh karena itu, pinjaman daerah menjadi sangat penting untuk 

meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan countercyclical policy pada masa krisis 

ekonomi seperti sekarang ini.  
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Gambar 7. Rasio Defisit Anggaran Terhadap PDRB

Sumber : DJPK Kementerian Keuangan, Divisi Riset Ekonomi PT SMI (2020)

Keterangan : Daerah yang ditampilkan adalah 10 Kabupaten/Kota dengan nilai defisit tertinggi di tahun 2020. Proyeksi defisit anggaran tahun 2020 
dihitung dengan asumsi PAD seluruh daerah di Pulau Jawa mengalami penurunan hingga 50 persen dari target semula.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.07/ 2020, Pemerintah Daerah 
diminta untuk melakukan realokasi anggaran dalam rangka penanganan COVID-19.  Sejalan 

dengan antisipasi dampak COVID-19 kepada kondisi keuangan daerah, maka Kementerian Keuangan 

telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 35/

PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 

dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan atau menghadapi  ancaman yang membahayakan 

perekonomian nasional. Melalui PMK tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian dan atau penetapan 

Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah di Pulau Jawa Akibat Wabah COVID-19 

Wabah COVID-19 yang meluas mengakibatkan anggaran pemerintah daerah baik kota maupun 
kabupaten di Pulau Jawa mengalami defisit. Pada tahun 2019 hampir seluruh anggaran pemerintah 

daerah mengalami surplus. Sesuai dengan landasan teori di atas, adanya wabah COVID-19 diperkirakan 

akan menyebabkan anggaran pemerintah daerah mengalami defisit di tahun 2020. Defisit terjadi karena 

adanya pengurangan PAD dan dana transfer daerah, sementara di sisi lain terjadi peningkatan belanja, 

terutama di bidang kesehatan dan bantuan sosial untuk mengurangi dampak ekonomi dari wabah 

COVID-19 dan mempercepat proses pemulihan perekonomian daerah.  
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pagu alokasi terhadap Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), 

Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun DAK Non Fisik, Dana Insentif 

Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Adapun realokasi/refocusing TKDD 

dilakukan untuk bidang kesehatan untuk menanggulangi COVID-19, jaring pengaman sosial dan program 

pemulihan ekonomi nasional. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka alokasi TKDD untuk tahun 2020 

secara umum mengalami penurunan sebesar 11 persen. Sementara itu, untuk per masing-masing 

komponen, Dana Desa turun sebesar 1,13 persen dan Transfer ke Daerah turun sebesar 11,9 persen 

(Gambar 8).

PT SMI berencana memberikan fasilitas pinjaman bagi pemerintah daerah dalam rangka 
mendukung penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi di daerah. Fasilitas pinjaman tersebut 

dirancang melalui sebuah skema yang disebut dengan Early Response & Recovery Component (ERRC). 

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menangani COVID-19 tentunya akan mempengaruhi 

postur anggaran pemerintah daerah. Adanya realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan 

pandemi dapat mengurangi porsi anggaran daerah, misalnya saja untuk belanja infrastruktur. Skema 

ERRC dapat dimanfaatkan untuk anggaran belanja infrastruktur daerah (yang sebelumnya terpakai 

karena realokasi). Dengan demikian fungsi countercyclical dari kebijakan fiskal daerah dapat dijalankan 

khususnya dalam membantu pemulihan ekonomi. Beberapa proyek infrastruktur yang dapat dibiayai 

melalui skema ERRC adalah air dan sanitasi, infrastruktur lingkungan, perumahan untuk masyarakat 

berpenghasilan rendah, infrastruktur logistik dan infrastruktur sosial. 
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Dana
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72.000.000.000
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Gambar 8. Perubahan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Rp ribu)

Sumber: Lampiran Perpres No 54 tahun 2020 mengenai Perubahan Postur dan Rincian APBN tahun 2020 dan Peraturan Kementerian 
Keuangan Nomor 35/PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka 

penanganan Pandemi COVID-19 dan atau menghadapi  ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.
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Daerah dengan Multiplier Fiskal (MF) yang tinggi mempunyai kemampuan lebih cepat untuk 
memulihkan perekonomiannya. MF mengukur seberapa besar dampak yang dihasilkan belanja 

pemerintah (kebijakan fiskal) terhadap PDB di suatu negara/daerah. Semakin tinggi angka MF sebuah 

daerah maka semakin besar peran dari kebijakan fiskal pemerintah dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi daerah tersebut. Apabila diasumsikan dua daerah mempunyai angka perlambatan ekonomi yang 

relatif sama pada masa pandemik COVID-19, maka daerah dengan MF yang tinggi akan membutuhkan 

jumlah stimulus fiskal yang lebih rendah untuk memulihkan ekonominya dibandingkan dengan daerah 

yang mempunyai MF rendah.  

Gambar 9. Penjelasan Early Response & Recovery Component (ERRC)

Sumber: Divisi Pembiayaan Publik PT SMI (2020)

Lihat gambar 9 sebagaimana dibawah ini:
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Pertumbuhan PDRB (Proyeksi 2020)

Pemetaan terhadap “recovery rate” daerah-daerah di Jawa dilakukan dengan melihat besarnya 
MF dan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 akibat wabah COVID-19.  Divisi Riset Ekonomi 

mencoba memetakan “recovery rate” pasca pandemi untuk kota dan kabupaten di pulau Jawa berdasarkan 

MF dan pertumbuhan ekonomi selama Pandemi COVID-19 di tahun 2020. Hasil dari pemetaan adalah 

adanya empat kelompok kota dan kabupaten berdasarkan indikator recovery rate tersebut. Pada gambar 

10 kelompok kota dan kabupaten di kuadran A didefinisikan sebagai daerah yang recovery rate nya 

tinggi karena daerah tersebut mempunyai MF yang tinggi serta mengalami perlambatan ekonomi akibat 

COVID-19 yang relatif rendah dibandingkan dengan daerah lainnya.  Sementara, kelompok kuadran C 

didefinisikan sebagai daerah yang recovery ratenya rendah karena angka MF yang rendah dan mengalami 

perlambatan ekonomi akibat COVID-19 yang relatif dalam. 

Gambar 10. Pemetaan Daerah di Jawa Berdasarkan “Recovery Rate"

Sumber : Perhitungan Internal Divisi Riset Ekonomi (2020)
Keterangan : daftar lengkap kota dan kabupaten masing-masing kuadran disajikan di lampiran  
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Gambar 11. Dampak Program ERRC Rp5 triliun terhadap Perekonomian Jawa dan Luar Jawa

4.	 Topik Khusus: Dampak Ekonomi Program ERRC Terhadap Perekonomian Jawa dan Luar Jawa 
Berdasarkan proyeksi Model Inter Regional Input-Output (IRIO), Program ERRC dapat 
meningkatkan perekonomian daerah Jawa maupun luar Jawa berupa penciptaan nilai tambah 
dan penyerapan tenaga kerja. Untuk menghitung dampak ekonomi dari stimulus fiskal berupa 

program ERRC, Divisi Riset Ekonomi PT SMI menggunakan model Inter Regional Input-Output (IRIO). 

Model IRIO digunakan untuk dapat melihat dampak ekonomi ERRC di lintas provinsi (Jawa dan Non-Jawa). 

Asumsi dari penyusunan simulasi IRIO kali ini adalah : (1) Nilai total pinjaman daerah di bawah skema 

ERRC yang disalurkan kepada pemerintah daerah sebesar Rp5 triliun (2) ERRC hanya disalurkan kepada 

kabupaten dan kota di provinsi di Jawa dan setiap provinsi di Pulau Jawa menerima porsi pinjaman sama 

besar yaitu sebesar Rp833 miliar. Berdasarkan hasil simulasi model IRIO, program ERRC sebesar Rp5 

triliun akan menimbulkan dampak ekonomi berupa tambahan terhadap PDRB daerah-daerah di Pulau 

Jawa sebesar Rp3,3 triliun. Sementara tambahan terhadap PDRB di daerah-daerah  Non-Jawa sebesar 

Rp810 miliar. Selanjutnya, program ERRC dapat menimbulkan tambahan penyerapan tenaga kerja di 

Pulau Jawa sebanyak 92.000 orang sementara di luar Pulau Jawa sebanyak 8.800 orang.   
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Sumber : Hasil Pengolahan Tim Riset Ekonomi, 2020
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Gambar 12. Dampak Program ERRC Rp5 triliun terhadap Perekonomian Nasional

Output

Nilai Tambah

Pendapatan

Tenaga Kerja

Sumber : Hasil Pengolahan Tim Riset Ekonomi, 2020
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Rp1,16 Triliun

Rp4,15 Triliun
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Selain menciptakan nilai tambah dan tenaga kerja, pemberian fasilitas pinjaman kepada 
daerah di Jawa selama pandemi COVID-19 berupa program ERRC dapat menciptakan tambahan 
output dan pendapatan terhadap perekonomian nasional. Adanya program ERRC akan memberikan 

tambahan output terhadap Perekonomian Nasional sebesar Rp9,98 triliun; peningkatan nilai tambah 

sebesar Rp4,15 triliun; tambahan pendapatan sebesar Rp1,6 triliun; serta tambahan penyerapan tenaga 

kerja sebanyak 101.000 orang.  
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Lampiran. Recovery Rate 112 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa

No Kota/Kabupaten Kuadran

1 Kota Bogor D

2 Kota Sukabumi C

3 Kota Bandung D

4 Kota Cirebon D

5 Kota Bekasi D

6 Kota Depok D

7 Kota Cimahi D

8 Kota Tasikmalaya C

9 Kota Banjar C

10 Kota Magelang C

11 Kota Surakarta D

12 Kota Salatiga C

13 Kota Semarang D

14 Kota Pekalongan C

15 Kota Tegal D

16 Kota Kediri D

17 Kota Blitar C

18 Kota Malang D

19 Kota Probolinggo C

20 Kota Pasuruan C

21 Kota Mojokerto C

22 Kota Madiun C

23 Kota Surabaya D

24 Kota Batu D

25 Kota Tangerang D

26 Kota Cilegon D

27 Kota Serang D

28 Kota Tangerang Selatan C

29 Kota Yogyakarta A

30 Kab. Bogor D

31 Kab. Sukabumi D

32 Kab. Cianjur C

33 Kab. Bandung D

34 Kab. Garut C

35 Kab. Tasikmalaya C

No Kota/Kabupaten Kuadran

36 Kab. Ciamis C

37 Kab. Kuningan C

38 Kab. Cirebon C

39 Kab. Majalengka C

40 Kab. Sumedang C

41 Kab. Indramayu C

42 Kab. Subang C

43 Kab. Purwakarta D

44 Kab. Karawang D

45 Kab. Bekasi D

46 Kab. Bandung Barat D

47 Kab. Cilacap D

48 Kab. Banyumas D

49 Kab. Purbalingga C

50 Kab. Banjarnegara C

51 Kab. Kebumen C

52 Kab. Purworejo C

53 Kab. Wonosobo C

54 Kab. Magelang C

55 Kab. Boyolali D

56 Kab. Klaten D

57 Kab. Sukoharjo D

58 Kab. Wonogiri C

59 Kab. Karanganyar D

60 Kab. Sragen D

61 Kab. Grobogan C

62 Kab. Blora D

63 Kab. Rembang C

64 Kab. Pati D

65 Kab. Kudus D

66 Kab. Jepara C

67 Kab. Demak C

68 Kab. Semarang D

69 Kab. Temanggung C

70 Kab. Kendal D



PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)78

Bab 5
Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap
Perekonomian dan Kapasitas Fiskal Daerah

No Kota/Kabupaten Kuadran

71 Kab. Batang C

72 Kab. Pekalongan C

73 Kab. Pemalang C

74 Kab. Tegal C

75 Kab. Brebes D

76 Kab. Pacitan C

77 Kab. Ponorogo C

78 Kab. Trenggalek C

79 Kab. Tulungagung D

80 Kab. Blitar D

81 Kab. Kediri C

82 Kab. Malang D

83 Kab. Lumajang D

84 Kab. Jember D

85 Kab. Banyuwangi D

86 Kab. Bondowoso C

87 Kab. Situbondo C

88 Kab. Probolinggo D

89 Kab. Pasuruan D

90 Kab. Sidoarjo D

91 Kab. Mojokerto D

No Kota/Kabupaten Kuadran

92 Kab. Jombang D

93 Kab. Nganjuk C

94 Kab. Madiun C

95 Kab. Magetan C

96 Kab. Ngawi C

97 Kab. Bojonegoro D

98 Kab. Tuban D

99 Kab. Lamongan D

100 Kab. Gresik D

101 Kab. Bangkalan C

102 Kab. Sampang C

103 Kab. Pamekasan C

104 Kab. Sumenep D

105 Kab. Pandeglang C

106 Kab. Lebak C

107 Kab. Tangerang D

108 Kab. Serang D

109 Kab. Bantul B

110 Kab. Gunung Kidul B

111 Kab. Kulon Progo B

112 Kab. Sleman A

Keterangan :

Kuadran A

Kuadran D

Kuadran B

Kuadran C

Recovery rate paling tinggi : multiplier fiskal tinggi, perlambatan ekonomi akibat COVID-19 rendah.

Recovery rate moderat tinggi : multiplier fiskal tinggi , perlambatan ekonomi akibat COVID-19 tinggi.

Recovery rate moderat rendah : multiplier fiskal rendah, perlambatan ekonomi akibat COVID-19 rendah.

Recovery rate paling rendah : multiplier fiskal rendah , perlambatan ekonomi akibat COVID-19 tinggi
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Wajah Perekonomian Indonesia 
Pada Era New Normal

Executive Summary
•	 Pada akhir Juni 2020, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia mencapai angka 

56.385 dengan rata-rata kasus harian tertinggi sejak pertama kali kasus 

COVID-19 terkonfirmasi pada awal Maret 2020.

•	 Pandemi COVID-19 serta pemberlakuan kebijakan PSBB di beberapa daerah 

di Indonesia telah membawa tatanan kehidupan baru bagi masyarakat yang 

kemudian dikenal dengan istilah “new normal”.

•	 Pada era new normal, diproyeksikan akan terjadi pergeseran sektor unggulan 

dalam perekonomian nasional dari Sektor Industri Manufaktur dan Konstruksi 

menjadi Sektor Informasi dan Komunikasi, serta Sektor Jasa Keuangan dan 

Asuransi.

•	 DKI Jakarta adalah satu-satunya provinsi di Jawa yang seluruh sektor unggulannya 

di bidang jasa relatif resilient pada masa Pandemi COVID-19 dan era new normal.

•	 Sedangkan untuk provinsi-provinsi lain di Jawa diproyeksikan terjadi pergeseran 

sektor unggulan menuju Sektor Infromasi dan Komunikasi pada era new normal.

•	 Pergeseran sektor unggulan ini berimplikasi pada pentingnya digitalisasi 

ekonomi untuk mempercepat proses recovery perekonomian pada masa new 

normal.

06Bab

Monthly Economic Update (MEU) edisi Juni 2020
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1.	 Perkembangan Kasus COVID-19 dan Kebijakan PSBB Transisi
Pada akhir Juni 2020, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia mencapai angka 56.385, meningkat 
drastis dibandingkan dengan akhir Mei 2020 dengan jumlah kasus 26.473. Rata-rata tambahan 

kasus harian COVID-19 selama Juni 2020 sebesar 997. Ini merupakan penambahan kasus harian tertinggi 

sejak terkonfirmasinya kasus COVID-19 pertama kali di Indonesia pada awal Maret 2020. Lima provinsi 

dengan jumlah kasus tertinggi sampai dengan akhir Juni 2020 adalah Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi 

Selatan, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Selanjutnya, provinsi yang mengalami penambahan kasus harian 

tertinggi pada akhir bulan Juni 2020 adalah Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan 

dan Sulawesi Selatan. 

DKI Jakarta dengan kasus harian COVID-19 yang cenderung menurun tetapi masih berisiko 
tinggi memutuskan untuk tidak mencabut PSBB secara penuh melainkan masuk ke masa PSBB 
transisi sejak awal Juni 2020. Pada masa PSBB transisi, secara bertahap kegiatan di rumah ibadah, 

tempat kerja, dan tempat usaha serta kegiatan sosial dan budaya diizinkan kembali oleh Pemprov DKI 

Jakarta. Perkantoran, rumah makan, serta pertokoan yang berdiri sendiri sudah dapat beroperasi kembali 

pada minggu kedua bulan Juni 2020. Sedangkan pasar dan pusat perbelanjaan mulai diizinkan untuk 

dapat beroperasi pada pertengahan bulan Juni 2020. Namun, masih adanya daerah-daerah yang berisiko 

tinggi di DKI Jakarta menyebabkan pembukaan secara bertahap aktivitas ekonomi dan sosial harus tetap 

menaati protokol kesehatan. 

Gambar 1. Sepuluh Provinsi Dengan Jumlah Kasus 

COVID-19 Tertinggi Pada Akhir Juni 2020

Gambar 2. Sepuluh Provinsi Dengan Kasus Harian 

COVID-19 Tertinggi Pada Akhir Juni 2020

Sumber : Kementerian Kesehatan (2020) Sumber : Kementerian Kesehatan (2020)
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Sebelum PSBB
69 kasus/hari

PSBB I
129 kasus/hari

PSBB II
101 kasus/hari

PSBB III
99 kasus/hari

PSBB Transisi
148 kasus/hari

Namun, setelah dibukanya aktivitas sosial dan ekonomi secara bertahap pada masa PSBB 
transisi, tambahan kasus harian COVID-19 di DKI Jakarta kembali mengalami peningkatan. Pada 

saat pemberlakukan PSBB I (10 April-22 April 2020), rata-rata kasus harian di DKI Jakarta meningkat 

menjadi 129 dibandingkan dengan kasus harian sebelum pemberlakuan PSBB sebesar 69. Ketika masa 

PSBB I diperpanjang menjadi PSBB II (22 April-22 Mei 2020), rata-rata kasus harian turun menjadi 101. 

Rata-rata kasus harian kembali mengalami penurunan menjadi 99 ketika PSBB II diperpanjang menjadi 

PSBB III (22 Mei-4 Juni 2020). Namun, ketika aktivitas sosial ekonomi dibuka secara bertahap pada 

periode PSBB transisi (4 Juni-3 Juli 2020), rata-rata kasus harian meningkat signifikan menjadi 148. 

Grafik 1. Perkembangan Kasus Harian COVID-19 di DKI Jakarta pada setiap Periode PSBB

Sumber : Kemenkes & CEIC (2020)
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2.	 New Normal: Less Contact Economy 
Wabah COVID-19 yang semakin meluas serta pemberlakuan kebijakan PSBB di beberapa 
daerah di Indonesia telah membawa tatanan kehidupan baru bagi masyarakat yang kemudian 
dikenal dengan istilah “new normal”. Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk 

mencegah meluasnya wabah COVID-19 telah membawa tatanan kehidupan baru di bidang kesehatan, 

sosial, maupun ekonomi. Beberapa tatanan kehidupan baru tersebut antara lain selalu menjaga jarak, 

menghindari kerumunan, bekerja dari rumah, rajin mencuci tangan dan menjaga kebersihan, serta 

memakai masker. Tatanan kehidupan baru tersebut akan terus berlangsung walaupun aktivitas ekonomi 

kembali normal sampai vaksin ditemukan. 

Pemerintah Indonesia sendiri mendefinisikan new normal sebagai masa dimana beberapa 
kegiatan produktif kembali dibuka secara bertahap, tetapi tetap aman dari COVID-19 dengan 
mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah menetapkan sembilan sektor ekonomi yang menyangkut 

hajat hidup orang banyak untuk dibuka kembali seperti  pertanian dan peternakan; perkebunan; 

perikanan; industri; konstruksi; logistik; transportasi barang; pertambangan; dan perminyakan. Penilaian 

terhadap sektor-sektor ekonomi yang dibuka berdasarkan pada risiko terhadap ancaman COVID-19 yang 

rendah, namun memiliki dampak ekonomi yang besar seperti penciptaan lapangan pekerjaan yang luas. 

Perubahan gaya hidup selama pandemi COVID-19 yang cenderung membatasi kontak secara 
langsung akan mentransformasi struktur perekonomian pada era new normal menuju less 
contact economy. Kegiatan ekonomi yang berkembang pada masa new normal ditandai oleh adanya 

hyperconnectivity antar manusia melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sebagai contoh, 

perkantoran kemungkinan akan melanjutkan kebijakan Work from Home (WFH) pada masa new normal 

sehingga akan berpengaruh pada pola kerja yang lebih mengandalkan alat digital. Masyarakat juga 

akan cenderung melakukan aktivitas jual beli dan transaksi secara online. Perubahan gaya hidup 

akibat pandemi COVID-19 tersebut memberikan peluang untuk berkembangnya beberapa industri yang 

bergerak dibidang e-commerce, financial technology, jasa telekomunikasi, dan logistik.  

3.	 Wajah New Normal Perekonomian Indonesia dan Provinsi-Provinsi di Jawa 

Pemetaan Sektor-Sektor Perekonomian dalam Era New Normal

Untuk memetakan perekonomian pada era new normal, Divisi Riset Ekonomi (DRE) melakukan 
proyeksi terhadap pertumbuhan dan pangsa sektor perekonomian pada tahun 2020 untuk 
level nasional dan enam provinsi di Jawa. Metodologi yang digunakan untuk melakukan proyeksi 

pertumbuhan sektoral tahun 2020 adalah dengan menggunakan leading indicators dari masing-masing 

sektor. Selain itu, perubahan tatanan hidup seperti pola konsumsi pada masa pandemi COVID-19 

juga dipertimbangkan dalam proyeksi. Berdasarkan hasil proyeksi tersebut, pertumbuhan dan pangsa 

sektor dikelompokkan ke dalam empat kuadran. Masing-masing kuadran menunjukkan kombinasi tinggi 

rendahnya pertumbuhan dan pangsa sektor. 
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Gambar 3. Kuadran Pemetaan Sektor Pada Era New Normal 

Pergerakan sektor dari satu kuadran ke kuadran yang lain menunjukkan perubahan struktur 
dan prospek sektor dari sebelum masa pandemi COVID-19 ke era new normal. Sektor-sektor 

yang berada di kuadran I merupakan sektor yang unggul di era new normal dengan pertumbuhan tinggi 

dan pangsa sektor yang tinggi. Sebaliknya, sektor-sektor di kuadran III merupakan sektor yang tidak 

unggul dengan pertumbuhan dan pangsa yang kecil. Sementara, sektor-sektor yang berada di kuadran 

II merupakan sektor yang memiliki pangsa pasar yang besar namun pertumbuhannya rendah di era new 

normal. Selanjutnya, sektor-sektor di kuadran IV adalah sektor-sektor yang pertumbuhannya tinggi 

namun pangsanya masih relatif rendah. 

Wajah New Normal Perekonomian Nasional

Pada era new normal, sektor-sektor unggulan yang diproyeksikan akan tumbuh tinggi dengan 
pangsa pasar yang besar (kuadran I) adalah Sektor Informasi dan Komunikasi serta Sektor Jasa 
Keuangan dan Asuransi. Tingginya pertumbuhan dan pangsa pasar sektor informasi dan komunikasi 

pada era new normal berkaitan dengan masih terbatasnya  mobilitas penduduk dan kontak antar 

individu yang menyebabkan permintaan terhadap akses komunikasi secara online untuk rapat, seminar, 

maupun belajar mengalami peningkatan. Terbatasnya mobilitas penduduk serta kontak antar individu 

juga meningkatkan permintaan terhadap transaksi secara online yang membutuhkan jasa keuangan 

terutama perbankan. Dengan demikian jasa perbankan diproyeksikan meningkat di era new normal. 
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Gambar 4. Pemetaan Sektor Unggulan Perekonomian Nasional Sebelum COVID-19 dan pada Era New Normal 
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Sumber : Perhitungan Internal Divisi Riset Ekonomi (2020)
Keterangan : Warna biru menunjukkan PDRB Sektoral tahun 2019; Warna merah menunjukkan Proyeksi PDRB Sektoral tahun 2020.

Sektor-sektor yang unggul sebelum pandemi COVID-19 seperti Industri Pengolahan, Konstruksi, 
dan Transportasi diproyeksikan akan mengalami penurunan pertumbuhan pada era new normal 
walaupun masih memiliki pangsa pasar yang besar (kuadran II). Melemahnya pertumbuhan industri 

manufaktur di era new normal sejalan dengan proyeksi permintaan domestik dan global yang masih 

rendah di tahun 2020. Sementara, melambatnya pertumbuhan Sektor Konstruksi di era new normal 

disebabkan oleh masih berlanjutnya penundaan pembangunan proyek-proyek konstruksi termasuk di 

bidang infrastruktur. Masih terbatasnya mobilitas penduduk di era new normal akibat kekhawatiran 

masyarakat untuk bepergian menyebabkan permintaan sektor transportasi diproyeksikan mengalami 

penurunan.   
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Pengelompokan Provinsi-Provinsi Di Jawa Berdasarkan Sektor yang Dominan

Provinsi-provinsi di Jawa memiliki keunikan berdasarkan dominan sektor dalam 
perekonomiannya. Berdasarkan pangsa masing-masing sektor dalam perekonomian, provinsi-provinsi 

di Jawa dapat dikelompokkan menjadi empat: 1) provinsi berbasis Perdagangan dan Jasa Keuangan; 

2) provinsi berbasis Industri Pengolahan dan Pertanian; 3) provinsi berbasis Industri Pengolahan dan 

Pariwisata; 4) provinsi berbasis Industri Pengolahan dan Perdagangan. Pembahasan berikut akan 

menganalisis wajah new normal berdasarkan tiga kelompok provinsi sektor basis tersebut.

Gambar 5. Pengelompokan Sektor Dominan Berdasarkan Pangsa Tertinggi Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi di Pulau Jawa (2020)
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Wajah New Normal Provinsi Berbasis Perdagangan dan Jasa Keuangan

Provinsi DKI Jakarta memiliki sektor yang dominan di bidang Perdagangan dan Jasa Keuangan. 
Namun, sektor yang unggul sebelum pandemi COVID-19 selain Sektor Keuangan adalah Jasa 
Perusahaan serta Jasa Informasi dan Komunikasi. Sektor Perdagangan dan Jasa Keuangan memiliki 

pangsa yang tinggi di DKI Jakarta. Selain kedua sektor tersebut, Sektor Industri Pengolahan dan 

Konstruksi juga memiliki pangsa yang tinggi. Meskipun keempat sektor ini memiliki pangsa pasar tinggi, 

namun sektor unggulan yang memiliki pangsa tinggi sekaligus pertumbuhan tinggi pada masa sebelum 

pandemi COVID-19 adalah Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan, serta Infromasi dan Komunikasi. 

Sektor-sektor yang unggul di DKI Jakarta pada masa sebelum pandemi COVID-19 diproyeksikan 
akan tetap resilient pada masa pandemi COVID-19 dan era new normal.  Sektor-sektor yang 

tetap unggul di DKI Jakarta pada era new normal adalah Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor 

Jasa Perusahaan serta Sektor Informasi dan Komunikasi. Sektor Jasa Keuangan sampai dengan tahun 

2020 diproyeksikan tetap menjadi sektor unggulan bagi perekonomian di Provinsi DKI Jakarta karena 

kebutuhan akan transaksi perbankan secara online tetap tinggi pada era new normal. Selanjutnya, Sektor 

Informasi dan Komunikasi memiliki prospek yang cerah di era new normal karena terbatasnya mobilitas 

dan ruang gerak masyarakat mengakibatkan tingginya permintaan terhadap akses telekomunikasi 

untuk teleconference, rapat, seminar, belajar dan berbagai kegiatan lainnya. Sementara itu, Sektor 

Jasa Perusahaan  akan tetap unggul ditengah pandemi COVID-19 walaupun mengalami penurunan 

pertumbuhan karena adanya pemberlakukan PSBB di DKI Jakarta sejak bulan April 2020.
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Gambar 6. Pemetaan Sektor Unggulan DKI Jakarta Sebelum COVID-19 dan pada Era New Normal

Sumber : Perhitungan Internal Divisi Riset Ekonomi (2020). 
Keterangan : Warna biru menunjukkan PDRB Sektoral tahun 2019; Warna merah menunjukkan Proyeksi PDRB Sektoral tahun 2020.
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Wajah New Normal Provinsi Berbasis Industri Pengolahan dan Pertanian

Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan provinsi yang berbasis Industri 
Pengolahan dan Pertanian. Ketersediaan infrastruktur serta tenaga kerja yang memadai menyebabkan 

ketiga provinsi ini menjadi daerah tempat beroperasinya perusahaan-perusahaan di Sektor Industri 

Pengolahan. Selain itu, ketersediaan lahan dan tanah yang subur menyebabkan Sektor Pertanian menjadi 

sektor yang memberi kontribusi besar dalam perekonomian provinsi-provinsi tersebut.  Sektor Pertanian 

juga menjadi sumber penyediaan bahan baku untuk tumbuhnya industri pengolahan.

Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang unggul di Sektor Industri Pengolahan 
pada masa sebelum pandemi COVID-19, mengalami perubahan akibat wabah COVID-19 dan pada 
era new normal. Sektor yang unggul pada era new normal adalah Informasi dan Komunikasi. 
Menurunnya pertumbuhan Industri Pengolahan pada masa pandemi COVID-19 dan era new normal 

terutama disebabkan oleh pelemahan permintaan domestik dan global terhadap barang-barang produksi 

industri manufaktur. Melemahnya pertumbuhan industri manufaktur juga terkait dengan masih adanya 

pembatasan jam operasional dari perusahaan sehingga mengurangi kapasitas produksi perusahaan. 

Menurunnya pertumbuhan industri manufaktur berdampak pada Sektor Pertanian karena sektor ini 

menyediakan bahan baku untuk industri. 

Gambar 7. Pemetaan Sektor Unggulan di Jawa Barat Sebelum COVID-19 dan pada Era New Normal

Sumber : Perhitungan Internal Divisi Riset Ekonomi (2020)
         Keterangan : Warna biru menunjukkan PDRB Sektoral tahun 2019; Warna merah menunjukkan Proyeksi PDRB Sektoral tahun 2020.
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Gambar 8. Pemetaan Sektor Unggulan di Jawa Tengah Sebelum COVID-19 dan pada Era New Normal 

Sumber : Perhitungan Internal Divisi Riset Ekonomi (2020)
Keterangan : Warna biru menunjukkan PDRB Sektoral tahun 2019; Warna merah menunjukkan Proyeksi PDRB Sektoral tahun 2020.

Sektor-sektor lainnya di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang sebelum masa 
pandemi COVID-19 masuk pada kategori sektor unggulan namun mengalami perlambatan 
pertumbuhan pada era new normal adalah Sektor Perdagangan, Sektor Konstruksi, Sektor 
Transportasi dan Sektor Akomodasi Makanan dan Minuman. Perlambatan Sektor Perdagangan 

terjadi karena melemahnya perekonomian global terutama negara-negara tujuan ekspor utama seperti 

Amerika Serikat dan Tiongkok. Sementara itu, Sektor Konstruksi mengalami perlambatan yang cukup 

dalam karena adanya penundaan proyek-proyek pembangunan seperti pembangunan infrastruktur di 

daerah sebagai bentuk mitigasi penyebarluasan COVID-19 dari para pekerja di Sektor Konstruksi. Sektor 

Transportasi juga mengalami penurunan pertumbuhan karena masih terbatasnya mobilitas penduduk 

sehingga permintaan terhadap moda transportasi seperti kereta api, pesawat terbang dan kapal 

laut mengalami penurunan. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami penurunan 

diakibatkan adanya PSBB maupun penurunan daya beli masyarakat.
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Gambar 9. Pemetaan Sektor Unggulan di Jawa Timur Sebelum COVID-19 dan pada Era New Normal

Sumber : Perhitungan Internal Divisi Riset Ekonomi (2020)
Keterangan : Warna biru menunjukkan PDRB Sektoral tahun 2019; Warna merah menunjukkan Proyeksi PDRB Sektoral tahun 2020.
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Wajah New Normal Provinsi Berbasis Industri Pengolahan dan Pariwisata

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan Provinsi di Jawa yang berbasiskan 
Sektor Industri Pengolahan dan Pariwisata. Seperti juga provinsi lainnya di Pulau Jawa, Provinsi DIY 

menjadi tempat berkembangnya Industri Pengolahan. Disamping itu kekayaan khazanah sejarah yang 

dipelihara dan dipertahankan di kekeratonan Yogyakarta serta peninggalan-peninggalan bersejarah 

lainnya membuat sektor pariwisata menjadi andalan dan memberi kontribusi yang besar terhadap 

perekonomian Provinsi DIY. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 membuat terjadinya pergeseran 

pada sektor ekonomi yang unggul di Provinsi DIY.

Akibat pandemi COVID-19, pada era new normal, Sektor Pariwisata di Provinsi DIY diproyeksikan 
akan mengalami perlambatan pertumbuhan. Proyeksi penurunan Sektor Pariwisata pada tahun 

2020 disebabkan karena penutupan sementara terhadap aktivitas dan lalu lintas penerbangan yang 

pada akhirnya mengurangi jumlah wisatawan domestik maupun asing untuk mengunjungi objek wisata. 

Tidak hanya aktivitas dan lalu lintas penerbangan pada bandara saja, pemerintah daerah juga melakukan 

penutupan sementara atas objek pariwisata yang merupakan sektor penopang bagi Provinsi DIY. Namun 

demikian, Sektor Pariwisata di Provinsi DIY dalam beberapa tahun ke depan diproyeksikan akan tetap 

menjadi salah satu sektor unggulan karena masih memiliki pangsa tinggi dalam perekonomian Provinsi 

DIY. 
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Gambar 10. Pemetaan Sektor Unggulan di DIY Sebelum COVID-19 dan Pada Era New Normal

Sumber : Perhitungan Internal Divisi Riset Ekonomi (2020)
Keterangan : Warna biru menunjukkan PDRB Sektoral tahun 2019; Warna merah menunjukkan Proyeksi PDRB Sektoral tahun 2020.
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Provinsi Banten adalah provinsi yang memiliki basis industri pengolahan dan perdagangan. 
Provinsi Banten merupakan daerah penyangga Ibukota Provinsi DKI Jakarta. Sebagai daerah penyangga, 

Provinsi Banten menjadi provinsi yang berkembang pada sisi industri pengolahan dan perdagangan. 

Di masa era new normal sebagai akibat pandemi COVID-19 struktur perekonomian di Provinsi Banten 

diproyeksikan akan mengalami perubahan. 

Sektor lainnya yang pada masa sebelum COVID-19 menjadi sektor unggulan di DIY namun 
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tertundanya proyek-proyek pembangunan seperti infrastruktur akibat menurunnya permintaan akan 
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penurunan. 
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Sektor Perdagangan dan Sektor Industri sebagai sektor unggulan pada masa sebelum pandemi 
COVID-19 diproyeksikan mengalami pergeseran ketika memasuki era new normal. Pelemahan 

Sektor Industri sejalan dengan menurunnya permintaan atas produk-produk industri baik itu di domestik 

maupun luar negeri akibat pandemi COVID-19. Sementara, Sektor Perdagangan pada tahun 2020 

diproyeksikan akan mengalami perlambatan karena terbatasnya aktivitas perekonomian masyarakat 

yang ditandai dengan penutupan sementara atas pusat perbelanjaan/mall dan dampak penerapan 

pemberlakukan PSBB di sejumlah wilayah di Provinsi Banten. 

Sektor yang resilient dan tetap menjadi sektor unggulan pada masa pandemi COVID-19 dan 
era new normal adalah Sektor Konstruksi, Real Estate, serta Informasi dan Komunikasi. Sektor 

Real Estate diproyeksikan mengalami peningkatan pangsa pasar karena permintaan yang tinggi untuk 

pembangunan kawasan perumahan. Selain perumahan, proyeksi peningkatan pangsa pasar Sektor Real 

Estate yang besar juga dapat terindikasi dari masifnya pembangunan apartemen yang dibutuhkan oleh 

pekerja yang berdomisili di wilayah Provinsi Banten. Pengembangan Kawasan tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan laju perekonomian Provinsi Banten. 

Gambar 11. Pemetaan Sektor Unggulan di Banten Sebelum COVID-19 dan pada Era New Normal 

Sumber : Perhitungan Internal Divisi Riset Ekonomi (2020)
Keterangan : Warna biru menunjukkan PDRB Sektoral tahun 2019; Warna merah menunjukkan Proyeksi PDRB Sektoral tahun 2020.
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4.	 Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

Temuan dari Pemetaan Sektor Unggulan

Pada level nasional, tiga sektor yaitu Industri Pengolahan, Konstruksi serta Transportasi dan 
Pergudangan turun level dari kelompok sektor unggulan. Hanya tersisa dua sektor di kategori 
unggulan yaitu Informasi dan Komunikasi serta Jasa Keuangan dan Asuransi. Sektor Informasi 

dan Komunikasi diproyeksikan tetap tumbuh dalam masa new normal sejalan dengan kebiasaan baru 

masyarakat beraktivitas dari rumah seperti bekerja, berbelanja dan bersekolah. Kondisi tersebut 

meningkatkan permintaan terhadap layanan data internet dan telekomunikasi. Sementara jasa 

keuangan dan asuransi (seperti layanan perbankan) adalah sektor yang tetap melayani masyarakat 

selama pemberlakuan PSBB sampai dengan masa new normal. Dengan demikian penurunan kinerja yang 

dialami oleh sektor tersebut diperkirakan tidak akan sedalam sektor lainnya.

DKI Jakarta adalah satu-satunya provinsi di Jawa yang seluruh sektor unggulannya relatif 
resilient terhadap serangan pandemi COVID-19. Ketiga sektor yang tetap unggul baik sebelum 

maupun setelah pandemi COVID-19 adalah sektor informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, serta jasa 

keuangan dan asuransi. Ketiga sektor tersebut juga diproyeksikan akan menjadi sektor unggulan di DKI 

Jakarta pada era new normal. 
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Level 
Perekonomian Sektor Unggulan Sebelum COVID-19 Sektor Unggulan Setelah Covid 19

Nasional

Industri Pengolahan, Konstruksi, Transportasi dan 
Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan 
Asuransi

Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi

 
DKI Jakarta

Jasa Keuangan dan Asuransi, Informasi dan Komunikasi, Jasa 
Perusahaan

Jasa Keuangan dan Asuransi, Informasi dan Komunikasi, Jasa 
Perusahaan

Jawa Barat

Perdagangan, Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum, Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi

Jawa Tengah

Perdagangan, Informasi dan Komunikasi, Industri Pengolahan, 
Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum

Informasi dan Komunikasi

Jawa Timur

Industri Pengolahaan, Perdagangan, Konstruksi, Penyediaan 
Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan 
Komunikasi

DIY

Penyedia Akomodasi dan Makan Minum, Konstruksi, Informasi 
dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi

Banten

Perdagangan, Konstruksi, Real Estate, Informasi dan 
Komunikasi

Informasi dan Komunikasi, Konstruksi, Real Estate

Keterangan : warna hijau pada sektor menunjukkan bahwa sektor tetap unggul baik sebelum dan sesudah COVID-19; warna putih pada sektor menunjukkan 
bahwa sektor hanya unggul pada sebelum COVID-19 atau sesudah COVID-19.

*Definisi sektor unggulan : Pertumbuhan (kinerja) sektor tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi yang bersangkutan 
sementara itu sektor tersebut mempunyai pangsa (atau porsi terhadap PDRB) yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pangsa sektor lainnya. Pada 
bubble chart setiap provinsi, sektor unggulan terletak di kuadran I.

Gambar 12. Hasil Pemetaan Sektor Unggulan Sebelum dan Setelah

Covid–19 di Nasional dan Provinsi di Pulau Jawa

Informasi dan Komunikasi menjadi sektor unggulan bagi seluruh provinsi di Jawa pada masa new 
normal. Adanya PSBB yang membatasi mobilitas penduduk dan kontak secara langsung menyebabkan 

permintaan terhadap Sektor Komunikasi mengalami peningkatan. Permintaan terhadap layanan data, 

telekomunikasi dan internet diperkirakan tetap tumbuh sehubungan beralihnya aktivitas masyarakat 

dari kantor, pusat perbelanjaan dan sekolah ke rumah masing-masing. Kebiasaan tersebut diperkirakan 

berlanjut pada masa new normal sehingga dapat mendukung kinerja Sektor Komunikasi.  
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Implikasi Kebijakan

“Digitalisasi” ekonomi merupakan keniscayaan dalam menjalani masa new normal. Peran 

teknologi dalam menggerakkan aktivitas ekonomi sudah bukan merupakan pilihan di masa new normal. 

Adanya kebiasaan baru dan awareness terhadap penularan wabah COVID-19, memaksa konsumen 

(dan juga produsen) untuk wajib menggunakan teknologi dalam kesehariannya. Pada saat terjadinya 

PSBB, industri e-commerce menjadi backbone bagi aktivitas perdagangan di sektor riil agar tetap hidup. 

Pelaku bisnis harus mengubah pola pikir untuk lebih mempertimbangkan aktivitas bisnis secara online. 

Secara bertahap, sektor informal maupun pedagang di pasar tradisional juga akan dapat beralih ke arah 

teknologi digital pada industri e-commerce.  

UMKM khususnya yang bergerak di bidang perdagangan harus mampu menggunakan teknologi 
dalam bisnis model mereka. Selain menyesuaikan dengan perilaku konsumen yang memilih online 

pada masa new normal, ekonomi digital dapat memotong banyak biaya (seperti biaya marketing dan 

iklan) sehingga operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Selain itu, dengan teknologi digital, 

UMKM dapat mengetahui informasi yang lebih lengkap mengenai potensi pasar, harga, dan juga jalur 

distribusi.  Jual beli online tentunya berimplikasi terhadap pengembangan sistem pembayaran digital 

yang akan semakin sedikit menggunakan uang fisik. Tren pembayaran digital yang berpotensi meningkat 

pesat selama masa new normal memerlukan pengaturan yang lebih intensif dari regulator agar transaksi 

ekonomi digital dapat tetap mudah, lancar namun aman untuk dilakukan. 

Sinergi Jasa Keuangan dan Informasi Komunikasi semakin diperlukan untuk mempercepat 
proses recovery sektor ekonomi lainnya dalam masa new normal. Pada masa new normal, dua 

sektor tersebut akan menjadi tumpuan baik di level nasional maupun di level daerah. Kolaborasi yang 

sudah terjadi beberapa tahun terakhir antara perbankan dan fintech untuk mempromosikan UMKM 

tampaknya harus ditingkatkan lebih masif pada masa new normal.  Saat ini salah satu misinya bahkan 

lebih mulia, sebagai contoh misalnya, yaitu untuk menolong UMKM yang jatuh karena dampak Pandemi 

untuk dapat bangkit kembali. Sektor perdagangan yang identik dengan UMKM kita lihat merupakan 

sektor unggulan di hampir seluruh provinsi di Jawa pada saat sebelum new normal. Namun badai 

Pandemi diperkirakan memukul pertumbuhan sektor perdagangan cukup signifikan. Dalam menolong 

sektor UMKM, selain restrukturisasi kredit dari perbankan, edukasi dan sosialisasi penggunaan aplikasi 

teknologi dalam berjualan juga diharapkan dapat menolong pulihanya UMKM di era new normal.    
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Pembiayaan daerah melalui skema Early Response & Recovery Component (ERRC) dapat 
digunakan untuk pemulihan perekonomian daerah melalui pembangunan infrastruktur. Sektor 

konstruksi (termasuk infrastruktur di dalamnya) merupakan sektor unggulan di level nasional maupun 

hampir seluruh provinsi di Jawa pada saat sebelum terjadinya wabah COVID-19. Namun demikian, adanya 

pembatasan aktivitas ekonomi menimbulkan perlambatan proyek-proyek infrastruktur sehingga terjadi 

perlambatan di sektor konstruksi. Selain itu, selama masa pandemi berlangsung, terdapat kemungkinan 

adanya realokasi anggaran daerah kepada penanganan COVID-19 sehingga porsi anggaran pembangunan 

infrastruktur menjadi berkurang. PT SMI berencana memberikan fasilitas pinjaman bagi pemerintah 

daerah dalam rangka mendukung penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi di daerah. Fasilitas 

pinjaman tersebut dirancang melalui sebuah skema yang disebut dengan Early Response & Recovery 

Component (ERRC). Skema ERRC dapat dimanfaatkan untuk anggaran belanja infrastruktur daerah (yang 

sebelumnya terpakai karena realokasi). Dengan demikian fungsi countercyclical dari kebijakan fiskal 

daerah dapat dijalankan khususnya dalam membantu pemulihan ekonomi. Beberapa proyek infrastruktur 

yang dapat dibiayai melalui skema ERRC adalah air dan sanitasi, infrastruktur lingkungan, perumahan 

untuk masyarakat berpenghasilan rendah, infrastuktur logistik dan infrastruktur sosial. 
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Potret Industri Manufaktur 
Nasional dan Daerah di Masa 
Pandemi COVID-19 

Executive Summary
•	 Perekonomian Indonesia pada Triwulan II-2020 menurun secara drastis 5,32 

persen (yoy). Ini merupakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terendah 

setelah krisis ekonomi tahun 1998.

•	 Industri manufaktur yang menyumbang 19,87 persen terhadap Perekonomian 

Nasional menurun signifikan sebesar 6,19 persen (yoy) pada Triwulan II-2020. 

•	 Namun, beberapa industri manufaktur tetap tumbuh positif pada Triwulan II 

2020 (yoy) seperti Industri Farmasi dan Obat Tradisional, Industri Logam Dasar, 

Industri Kertas serta Industri Makanan dan Minuman.

•	 Provinsi-provinsi dengan pangsa industri manufaktur yang besar seperti 

Kepulauan Riau, Papua Barat, dan Riau, Industri Manufakturnya mengalami 

pertumbuhan positif selama Triwulan II 2020.

•	 Dengan menggunakan kriteria dampak COVID-19, jumlah tenaga kerja, serta 

multiplier tenaga kerja, maka tiga industri yang dapat menjadi prioritas 

pemerintah dalam PEN adalah Industri Makanan dan Minuman, Industri Barang 

Kayu, Rotan dan Bambu, serta Industri Tekstil dan Produk Tekstil. 

07Bab

Monthly Economic Update (MEU) edisi Juli 2020
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1.	 Perkembangan Kasus COVID-19 sampai dengan Juli 2020
Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan dan menembus angka 
100.000 pada akhir Juli 2020. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan dan 

menembus angka 100.000 pada akhir Juli 2020. Rata-rata kasus harian di Indonesia selama bulan Juli 

adalah 1.666 kasus, lebih tinggi dari rata-rata kasus harian pada bulan Juni yang sebesar 997 kasus. DKI 

Jakarta dan Jawa Timur masih menjadi dua provinsi dengan jumlah kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia 

yaitu mencapai lebih dari 20.000 dengan rata-rata jumlah kasus harian sekitar 321 kasus. Sementara 

itu, Sulawesi Selatan dengan jumlah kasus sebanyak 9.346 menjadi provinsi di luar Jawa yang memiliki 

jumlah kasus tertinggi diikuti oleh Kalimantan Selatan dengan 5.970 kasus.

DKI Jakarta mengalami kenaikan jumlah kasus COVID-19 yang cukup drastis selama penerapan 
PSBB Transisi sejak 5 Juni 2020 sampai dengan akhir Juli 2020. Angka reproduksi COVID-19 di 

Jakarta yang naik menjadi 1,15 pada 12 Juli 2020 (dari sebelumnya yang hanya mencapai 1) menjadi 

alasan utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperpanjang masa PSBB Transisi hingga 

30 Juli 2020. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan rata-rata jumlah kasus harian COVID-19 yang 

meningkat drastis selama Juli 2020, Pemprov DKI Jakarta memperpanjang kembali masa PSBB Transisi 

sampai dengan 13 Agustus 2020.  Rata-rata jumlah kasus harian di DKI Jakarta selama bulan Juli sebesar 

324, meningkat lebih dari dua kali lipat rata-rata jumlah kasus harian  bulan Juni 2020 sebesar 138. 

Peningkatan rata-rata kasus harian selama bulan Juli 2020 seiring dengan meningkatnya jumlah orang 

yang tes selama bulan Juli 2020.

Sumber : Kementerian Kesehatan (2020)

Provinsi Rata-Rata 
Kasus Harian Total Kasus

Jawa TImur 321 21.772

DKI Jakarta 324 20.998

Sulawesi Selatan 142 9.346

Jawa Tengah 182 9.281

Jawa Barat 103 6.432

Kalimantan Tengah 94 5.970

Sumatera Utara 76 3.827

Sumatera Selatan 45 3.387

Bali 62 3.360

Papua 42 3.021

Indonesia 1.666 106.336

Gambar 1. Sepuluh Provinsi dengan Jumlah Kasus Tertinggi (s.d. 30 Juli 2020)

Monthly Economic Update (MEU) edisi Juli 2020
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PSBB I
129 kasus/hari

PSBB II
101 kasus/hari

PSBB III
99 kasus/hari

PSBB Transisi I
128 kasus/hari

PSBB Transisi II
167 kasus/hari

PSBB Transisi III
284 kasus/hari

PSBB Transisi IV
399 kasus/hari

Sumber : Kementerian Kesehatan (2020)

Gambar 2. Jumlah Kasus Harian di DKI Jakarta Selama PSBB Sampai PSBB Masa Transisi

Kenaikan jumlah kasus harian di DKI Jakarta seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi 
dan pergerakan masyarakat pada masa PSBB Transisi. Sejak penerapan PSBB Transisi di awal Juni 

2020, aktivitas ekonomi di pusat perbelanjaan, tempat makan, pasar serta perkantoran sudah mulai 

meningkat. Hal ini didukung oleh data mobilitas penduduk (Community Mobility Report) yang disediakan 

Google secara online yang menunjukkan mobilitas masyarakat meningkat cukup signifikan ke tempat-

tempat tujuan seperti perdagangan retail dan tempat rekreasi, tempat kerja, apotek dan grosir, taman, 

serta tempat transit sarana transportasi. Sedangkan di waktu yang bersamaan pergerakan masyarakat 

ke perumahan mengalami sedikit penurunan yang berimplikasi bahwa masyarakat sudah mulai 

meninggalkan rumah untuk melakukan aktivitas. Meskipun pergerakan masyarakat sudah menunjukkan 

peningkatan pada masa PSBB Transisi, namun tingkat pergerakan masyarakat tersebut masih dibawah 

level baseline atau masa sebelum pandemi COVID-19. 
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Sumber: Google Mobility Reports (2020)

Gambar 3. Pergerakan Masyarakat DKI Jakarta (Maret-Juli 2020)

2.	 Perekonomian Nasional dan Dinamika Industri Manufaktur pada Triwulan II-2020

Perekonomian Nasional

Perekonomian Indonesia pada Triwulan-II 2020 menurun secara drastis sebesar 5,32 persen 
(yoy). Ini merupakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terendah setelah krisis ekonomi 
tahun 1998. Menurunnya perekonomian Indonesia secara signifikan ini sudah diprediksi oleh lembaga-

lembaga internasional seperti World Bank, OECD, dan IMF. Prediksi penurunan ekonomi Indonesia ini 

dilatarbelakangi oleh kebijakan PSBB yang ditempuh oleh Pemerintah mulai April 2020 untuk membatasi 

mobilitas dan aktivitas ekonomi dalam rangka menahan penyebaran COVID-19 secara lebih meluas. 

Namun, seiring dengan mulai dibukanya beberapa aktivitas ekonomi secara bertahap pada bulan Juni 

2020, perekonomian Indonesia diproyeksikan akan meningkat pada Triwulan III-2020. 

Retail dan
Tempat Rekreasi

Apotek dan
Grosir Taman Transportasi Tempat

Kerja Perumahan
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Menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II-2020 disebabkan oleh 
melemahnya semua komponen permintaan dalam perekonomian. Ekspor barang dan jasa 

mengalami penurunan terbesar pada Triwulan II-2020 yaitu sebesar 11,66 persen (yoy). Hal ini 

berhubungan dengan melemahnya perekonomian global akibat wabah COVID-19 terutama negara-

negara tujuan ekspor Indonesia seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Jepang. Sementara, Tiongkok 

sebagai negara tujuan utama ekspor Indonesia sudah mulai tumbuh positif pada Triwulan II-2020. 

Selanjutnya, investasi dan konsumsi pemerintah juga mengalami penurunan pada Triwulan II-2020 

secara berturut-turut sebesar 8,61 persen (yoy) dan 6,9 persen (yoy). Konsumsi rumah tangga yang 

merupakan komponen terbesar dalam perekonomian Indonesia mengalami perlambatan sebesar 5,51 

persen.  

Meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan secara drastis, namun beberapa sektor 
tumbuh positif pada Triwulan II-2020 seperti Sektor Informasi dan Komunikasi, Pengadaan 
Air, Jasa Kesehatan, Real Estat, Pertanian, Jasa Pendidikan dan Jasa Keuangan. Sektor Informasi 

dan Komunikasi mengalami pertumbuhan tertinggi pada Triwulan II-2020 sebesar 10,88 persen (yoy) 

akibat meningkatnya permintaan terhadap sarana komunikasi dan transaksi secara online selama masa 

Pandemi COVID-19. Begitu juga halnya dengan Sektor Jasa Kesehatan yang merupakan sektor terpenting 

dalam penanganan kasus COVID-19 tumbuh sebesar 3,71 persen (yoy). Sementara, beberapa sektor 

lainnya mengalami penurunan secara signifikan seperti Sektor Transportasi dan Pergudangan (-30,84 

persen), Penyediaan Akomodasi (-22,02 persen), serta Jasa Perusahaan (-12,09 persen). Sektor Industri 

Manufaktur yang menyumbang 19,87 persen  ke seluruh perekonomian nasional tumbuh sebesar -6,19 

persen (yoy). 

Dinamika Industri dan Sub-Industri Manufaktur Nasional

Industri Manufaktur pada Triwulan II-2020 mengalami penurunan sebesar 6,19 persen (yoy), 
lebih besar dari penurunan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurunnya aktivitas produksi industri 

manufaktur nasional pada masa pandemi COVID-19 disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal adalah menurunnya permintaan selama masa pandemi COVID-19 terhadap produk-produk 

industri manufaktur domestik. Sementara faktor eksternal yang menyebabkan penurunan industri 

manufaktur nasional adalah melemahnya perekonomian global yang berimplikasi pada penurunan 

permintaan ekspor industri manufaktur Indonesia serta terbatasnya pasokan bahan baku yang sebagian 

besar harus diimpor. 
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Namun, di tengah Pandemi COVID-19, beberapa industri manufaktur mengalami pertumbuhan 
positif pada Triwulan II-2020 (yoy) seperti Industri Farmasi dan Obat Tradisional, Industri 
Logam Dasar, Industri Kertas serta Industri Makanan dan Minuman. Tingginya permintaan 

terhadap obat-obatan baik di apotek maupun obat-obatan tradisional dalam situasi pandemi COVID-19 

membuat Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional tumbuh sebesar 8,65 persen (yoy). Industri 

Logam Dasar juga tumbuh positif sebesar 2,76 persen (yoy) karena masih tingginya permintaan ekspor 

terhadap logam dasar seperti baja sebagai salah satu material penting untuk membangun infrastruktur 

jalan. Sementara itu, Industri Kertas yang tumbuh sebesar 1,1 persen (yoy) pada Triwulan II-2020 

menandakan permintaan terhadap kebutuhan alat tulis seperti kertas mengalami peningkatan walaupun 

aktivitas perkantoran menurun drastis pada masa Pandemi COVID-19. Selanjutnya, pertumbuhan positif 

Industri Makanan dan Minuman sebesar 0,22 persen (yoy) pada Triwulan II-2020 disebabkan oleh masih 

meningkatnya permintaan terhadap makanan dan minuman selama Pandemi COVID-19 terutama melalui 

media online.3 

Di sisi yang lain, Sub-Industri Manufaktur lainnya tercatat mengalami pertumbuhan negatif 
pada Triwulan II-tahun 2020 seperti Industri Alat Angkutan, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, 
serta Industri Tembakau. Penurunan Industri Alat Angkutan pada Triwulan II-2020 terjadi karena 

anjloknya penjualan kendaraan bermotor di tengah menurunnya mobilitas penduduk akibat Pandemi 

COVID-19. Sementara itu, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi juga terkena dampak cukup besar akibat 

COVID-19 karena menurunnya permintaan terhadap industri tersebut baik di pasar domestik maupun 

luar negeri. Di sisi yang lain, penyebab dari pertumbuhan negatif Industri Tembakau pada Triwulan II-

2020 adalah berkurangnya produksi rokok sebagai akibat dari pembatasan jam operasional pabrik rokok.4  

3 Badan Pusat Statistik (2020). 
4 Badan Pusat Statistik (2020).
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Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah (2020)

Gambar 4. Pertumbuhan Sektor dan Sub-Sektor Manufaktur Nasional (% yoy)
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3.	 Perkembangan Industri Manufaktur di Daerah Pada Triwulan II-2020
Industri Manufaktur di beberapa provinsi seperti Maluku Utara dan Sulawesi Tengah masih 
mampu tumbuh positif pada Triwulan II-2020 dan bahkan mengalami kenaikan laju pertumbuhan 
dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Industri manufaktur di Maluku Utara 

mengalami laju pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya pada Triwulan II 2020 yaitu 

sebesar 60,5 persen (yoy), turun 51 persen poin dari Triwulan II-2019. Pertumbuhan industri manufaktur 

di Maluku Utara pada Triwulan II-2020 bahkan meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan industri 

manufaktur pada periode yang sama tahun sebelumnya. Lonjakan pertumbuhan ekonomi yang sangat 

signifikan ini dikarenakan oleh dibangunnya dua smelter yang menyebabkan kapasitas produksi smelter 

feronikel pada Triwulan II-2020 di wilayah tersebut naik secara drastis.5  Hal serupa juga terjadi di 

Sulawesi Tengah dimana Industri Manufaktur mengalami pertumbuhan positif pada Triwulan II-2020 

sebesar 21,2 persen (yoy). Pertumbuhan ini juga meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada 

periode yang sama di tahun sebelumnya. Rampungnya dua smelter di provinsi tersebut mendorong 

peningkatan kapasitas produksi turunan Nickel Pig Iron secara signifikan. 6

Provinsi-provinsi dengan pangsa industri manufaktur yang besar seperti Kepulauan Riau, Papua 
Barat, dan Riau, Industri Manufakturnya mengalami pertumbuhan positif selama Triwulan II-
2020. Industri manufaktur di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau masing-masing tumbuh sebesar 1,3 

persen (yoy) pada Triwulan I-2020. Meskipun industri manufaktur di Riau dan Kepulauan Riau berhasil 

tumbuh positif, namun pertumbuhan selama Triwulan II-2020 mengalami penurunan dibandingkan 

dengan periode yang sama tahun 2019. Penurunan tersebut mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi 

masing-masing provinsi tersebut mengingat pangsa industri manufaktur yang signifikan. Sementara, 

Papua Barat merupakan suatu anomali dimana industri manufaktur di provinsi tersebut mengalami 

pertumbuhan sebesar 5,04 persen (yoy) dan pertumbuhan industri manufaktur ini naik dibandingkan 

dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Meningkatnya pertumbuhan industri manufaktur di 

Papua Barat pada Triwulan II 2020 disebabkan oleh tidak adanya maintenance pada kilang kereta  LNG 

sehingga produksi tidak terganggu. 7

5 Laporan Perekonomian Provinsi Maluku Utara (Mei 2020). Bank Indonesia. 
6 Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah (Mei 2020). Bank Indonesia.
7 Laporan Perekonomian Provinsi Papua Barat (Mei 2020). Bank Indonesia.
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Gambar 5. Pangsa Industri Manufaktur Indonesia dan

Selisih Pertumbuhannya dari Triwulan II-2019 ke Triwulan II-2020 

0,1% - 10 %

Porsi Industri Manufaktur
di Provinsi Indonesia

10,1% - 20%

20,1% - 30%

30,1% - 40%

40,1% - 50%

Sementara itu, provinsi-provinsi di Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan 
Banten yang pangsa industrinya besar mengalami pertumbuhan negatif selama Triwulan II 
2020. Industri Manufaktur di provinsi-provinsi di Jawa mengalami penurunan drastis pada Triwulan II-

2020 seperti Banten sebesar 9,1 persen (yoy), Jawa Barat sebesar 8 persen (yoy), Jawa Tengah sebesar 

4,4 persen (yoy), dan Jawa Timur sebesar 5,8 persen (yoy). Sementara itu, provinsi-provinsi di luar Pulau 

Jawa yang juga memiliki pangsa industri besar mengalami penurunan pada Industri Manufakturnya 

seperti Bangka Belitung menurun sebesar 4,8 persen (yoy), dan Sumatera Utara menurun sebesar 0,8 

persen (yoy), Sumatera Selatan menurun sebesar 0,1 persen (yoy).  

Merebaknya COVID-19 juga memiliki dampak yang cukup besar di daerah dengan pangsa 
industri manufaktur yang tidak terlalu tinggi seperti Bali, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan. 
Pertumbuhan industri manufaktur di provinsi-provinsi tersebut mengalami kontraksi yang cukup 

signifikan. Industri manufaktur di Bali yang berorientasi ekspor mengalami penurunan sebesar 7,9 

persen (yoy). Pertumbuhan industri manufaktur pada Triwulan II-2020 ini lebih rendah dibandingkan 

dengan pertumbuhan periode yang sama di tahun sebelumnya disebabkan oleh lemahnya perekonomian 
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global serta drastisnya penurunan kunjungan wisatawan ke Bali akibat COVID-19. Begitu juga halnya 

dengan industri manufaktur di DKI Jakarta mengalami penurunan yang drastis pada Triwulan II-2020 

yaitu sebesar 20,5 persen (yoy). Sedangkan kinerja industri manufaktur di Sulawesi Selatan mengalami 

penurunan sebesar 8,2 persen (yoy) pada Triwulan II-2020 disebabkan oleh penurunan permintaan 

global atas besi dan baja, serta melemahnya permintaan domestik terhadap semen seiring dengan 

melambatnya sektor konstruksi. 8 

4.	 Industri Manufaktur yang Memerlukan Perhatian Khusus dari Pemerintah dalam Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN)

Metodologi

Divisi Riset Ekonomi menggunakan beberapa kriteria untuk menetapkan sub-industri 
manufaktur yang menjadi prioritas pemerintah pada masa pandemi COVID-19, yaitu (1) Industri 
yang terdampak COVID-19; (2) Industri yang banyak menyerap tenaga kerja; serta (3) Industri 
yang memiliki multiplier tinggi. Untuk kriteria pertama yaitu Industri yang terdampak COVID-19 

dihitung dari selisih pertumbuhan industri manufaktur pada Triwulan II-2020 dengan Triwulan II 2019. 

Untuk kriteria kedua yaitu penyerapan tenaga kerja dihitung dari jumlah tenaga kerja per masing-masing 

Industri Manufaktur dengan menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Untuk 

kriteria ketiga yaitu nilai multiplier tenaga kerja yang didapatkan dari hasil manufaktur Tabel Input 

Output (IO) Nasional dan Tabel Inter Regional Input Output (IRIO). Multiplier tenaga kerja didefinisikan 

sebagai tambahan penyerapan tenaga kerja di keseluruhan perekonomian akibat stimulus di sub-industri 

manufaktur tertentu. 

Dengan menggunakan tiga kriteria tersebut, selanjutnya dilakukan pemeringkatan terhadap 
industri manufaktur dan pemetaan berdasarkan kriteria tersebut ke dalam empat kuadran. 
Metode pertama yang digunakan untuk menentukan sub-industri manufaktur yang menjadi prioritas 

program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah dengan melakukan pemeringkatan untuk masing-

masing sub-industri manufaktur berdasarkan ketiga kriteria yang sudah ditentukan. Penjumlahan 

dari peringkat berdasarkan masing-masing kriteria akan menghasilkan score total dari masing-masing 

sub-industri manufaktur. Metode yang kedua adalah dengan memetakan masing-masing sub-industri 

manufaktur ke dalam empat kuadran berdasarkan besarnya dampak COVID-19 terhadap sub-industri 

manufaktur, penyerapan tenaga kerja, dan multiplier tenaga kerja. 

8 Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan (Mei 2020). Bank Indonesia. 
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Industri Manufaktur Nasional yang Memerlukan Perhatian Khusus Pemerintah 

Lima besar Industri Manufaktur yang dapat menjadi prioritas Pemerintah dalam PEN adalah 
(1) Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, (2) Industri Pengolahan Tembakau, (3) Industri Makanan 
dan Minuman, (4) Industri Kulit, Barang dari Kulit, (5) Industri Barang dari Kayu, Rotan dan 
Bambu.  Industri Tekstil merupakan sub-industri manufaktur yang terdampak besar akibat COVID-19 

dan banyak menyerap tenaga kerja. Industri tekstil memiliki pasar ekspor yang besar dan menjadi salah 

satu penyumbang devisa bagi perekonomian nasional. Pada masa pandemi COVID-19, berdasarkan 

wawancara dengan APINDO, terdapat fenomena baru pada industri tekstil dimana banyak perusahaan 

tekstil domestik yang beralih memproduksi Alat Pelindung Diri (APD) termasuk masker untuk memenuhi 

permintaan pasar domestik dan juga ekspor terutama ke Tiongkok yang perekonomiannya sudah 

tumbuh positif. Selanjutnya, Industri Makanan dan Minuman serta Industri Barang dari Kayu, Rotan dan 

Bambu merupakan industri yang juga dapat menjadi prioritas pemerintah dalam PEN. Industri Makanan 

dan Minuman merupakan industri manufaktur yang terdampak akibat COVID-19 serta memiliki pangsa 

terbesar terhadap industri manufaktur nasional serta padat tenaga kerja. 

Sub Sektor Manufaktur Peringkat 
∆2020-2019

Peringkat 
Multiplier TK Peringkat TK Total Skor Peringkat

Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 3 4 2 9 1

Industri Pengolahan Tembakau 2 2 7 11 2

Industri Makanan dan Minuman 11 1 1 13 3

Industri Kulit, Barnag dari Kulit dan Alas Kaki 6 3 6 15 4

Industri Kayu, Barang dari kayu, Gabus dan 
Barang Anyaman Bambu, Rotan dan sejenisnya

8 7 4 19 5

Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 5 5 9 19 6

Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan 
Pemasangan Mesin dan Peralatan

14 6 3 23 7

Industri Alat Angkutan 1 14 12 27 8

Industri barang dari Logam, Komputer, Barang 
Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik

7 12 8 27 9

Industri barang Galian Bukan Logam 10 10 14 34 11

Industri Batubara dan Pengilangan Migas 4 16 15 35 12

Industri Logam Dasar 13 13 10 36 13

Industri Kima, Farmasi dan Obat Tradisional 15 11 13 39 14

Industri Mesin dan Perlengkapan 9 15 16 40 15

Tabel 1. Peringkat Industri Manufaktur Nasional yang Menjadi Prioritas Pemerintah

Sumber : Divisi Riset Ekonomi PT SMI (2020)
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Apabila industri manufaktur nasional dipetakan melalui empat kuadran, maka tiga industri 
manufaktur yang padat karya seperti Industri Makanan dan Minuman, Industri Tekstil dan 
Pakaian Jadi, serta Industri Barang dari Kayu, Rotan dan Bambu menjadi prioritas Pemerintah 
dalam PEN. Dengan menggunakan kriteria penurunan pertumbuhan sub-industri manufaktur pada 

Triwulan II-2020 dibandingkan dengan Triwulan II-2019, serta penyerapan tenaga kerja dan multiplier 

tenaga kerja, maka industri-industri yang masuk dalam kuadran II merupakan industri yang menjadi 

prioritas pemerintah dalam PEN. Sementara, industri-industri pada kuadran III yang terdampak besar 

akibat COVID-19, namun tidak banyak menyerap tenaga kerja kurang menjadi prioritas Pemerintah. 

Sedangkan, industri-industri pada kuadaran I dan IV yang kurang terdampak akibat COVID-19 tidak 

menjadi prioritas pemerintah. 

Gambar 6. Pemetaan Industri Manufaktur Nasional Dalam Empat Kuadran

Sumber : Divisi Riset Ekonomi PT SMI (2020)

Keterangan : Industri dalam kuadaran II mejadi prioritas PEN Pemerintah. Threshold sumbu vertikal menggunakan rata-rata jumlah tenaga kerja sektor 
manufaktur. Threshold sumbu horizontal menggunakan angka 0. Lingkaran kuning menggambarkan bahwa multiplier tenaga kerja berada diatas rata-rata 
(>12,3); lingkaran biru menggambarkan bahwa multiplier tenaga kerja berada dibawah rata-rata (<12,3). Multiplier tenaga kerja menggambarkan tambah-
wan tenaga kerja yang dihasilkan apabila ada tambahan permintaan akhir di sektor terkait per Rp1 miliar.
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Provinsi serta Sub-Industri Manufaktur yang Menjadi Prioritas Pemerintah 

Berdasarkan kriteria yaitu daerah yang terdampak besar akibat COVID-19 serta memiliki pangsa 
industri besar, maka ditemukan lima Provinsi yang menjadi  prioritas pemerintah dalam PEN. 
Kriteria daerah yang terdampak besar akibat Pandemi COVID-19 adalah jika penurunan pertumbuhan 

industri manufaktur di daerah tersebut dari Triwulan II-2019 ke Triwulan II-2020 lebih besar dari 

penurunan pertumbuhan industri manufaktur nasional sebesar 6,4 persen. Sementara, kriteria daerah 

yang memiliki pangsa industri manufaktur yang besar jika pangsa industri daerah tersebut berada di 

atas dari rata-rata pangsa industri nasional yaitu sebesar 19,9 persen. 

Kelima provinsi yang terdampak besar akibat COVID-19 dan serta memiliki pangsa industri yang 
tinggi adalah Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Kepulauan Riau 

adalah provinsi yang memiliki pangsa industri terbesar pada Triwulan II-2020 yaitu sebesar 42,7 persen. 

Selanjutnya, Jawa Barat dan Jawa Tengah memiliki pangsa industri masing-masing sebesar 40,1 persen 

dan 35,2 persen. Provinsi Banten dan Jawa Timur masing-masing memiliki pangsa industri sebesar 31,4 

persen dan 30,1 persen. Dari kelima provinsi tersebut, provinsi yang industri manufakturnya terkena 

dampak COVID-19 terbesar adalah Jawa Timur.

Dengan menggunakan kriteria penyerapan tenaga kerja serta multiplier tenaga kerja, maka ada 
tiga industri yang selalu muncul menjadi industri prioritas di lima provinsi terdampak COVID-19. 
Industri tersebut adalah Industri Makanan dan Minuman, Industri Barang Kayu, Rotan dan Bambu, serta 

Industri Tekstil dan Produk Tekstil. Hasil ini sesuai dengan pemetaan Industri manufaktur nasional 

dengan menggunakan metode pemeringkatan maupun dengan metode empat kuadran. Industri-industri 

tersebut memang merupakan industri yang banyak menyerap tenaga kerja serta memiliki multiplier 

tenaga kerja yang tinggi. Dengan demikian, apabila pemerintah memberikan prioritas pada industri-

industri tersebut di masing-masing provinsi maka akan memberikan daya ungkit yang besar dalam 

rangka pemulihan ekonomi daerah dan juga nasional. 

Indikator Kep. Riau Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Banten

∆ Pertumbuhan TWII 2020 - TWII 2019 -6,4% -11,3% -8,0% -12,7% -12,2%

Pangsa Industri TWII 2020 42,7% 40,1% 35,2% 30,1% 31,4%

Tabel 2. Lima Provinsi dengan Pangsa Industri Terbesar dan Terdampak COVID-19

Sumber : BPS (2020)
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Tabel 3. Lima Industri Prioritas Pemulihan Ekonomi di Provinsi Kep. Riau,

Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten

Sumber: Tabel IRIO (2015) dan Sakernas (2019), diolah.

Lima sub-industri manufaktur di Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi prioritas pemerintah 
dalam program pemulihan ekonomi daerah adalah Industri Makanan Minuman, Industri Alat 
Angkut dan Perbaikannya, Industri Barang dari Kayu, Rotan dan Bambu, Industri Minyak Nabati 
dan Hewani, serta Industri Pengilangan Minyak Bumi. Industri Alat Angkutan dan Perbaikannya 

adalah industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau serta memiliki 

multiplier tenaga kerja yang relatif tinggi. Industri Minyak Nabati dan Hewani serta Industri Makanan 

Minuman adalah dua industri yang memiliki multiplier tenaga kerja tinggi di Provinsi Kepulauan Riau. 

Meskipun Industri Minyak Nabati dan Hewani memiliki penyerapan tenaga kerja yang paling rendah 

dibandingkan dengan empat industri yang lain namun multiplier tenaga kerjanya paling tinggi. Hal ini 

diperkirakan karena berkaitan dengan perkebunan dan peternakan yang membutuhkan tenaga kerja 

yang banyak untuk produksinya.

Lima sub-industri di Provinsi Jawa Barat yang menjadi prioritas pemerintah dalam program 
pemulihan ekonomi daerah adalah Industri Makanan Minuman, Industri Barang dari Kayu, 
Rotan dan Bambu, Industri Tekstil dan Produk Tekstil, Industri Alas Kaki dan Kulit, serta Industri 
Semen. Industri Tekstil dan Produk Tekstil merupakan industri yang memiliki penyerapan jumlah tenaga 

kerja tertinggi di Jawa Barat, di samping itu memiliki multiplier tenaga kerja. Industri Barang Kayu, Rotan, 

dan Bambu adalah industri yang memiliki multiplier tenaga kerja tertinggi. Meskipun Industri Barang 

Kayu penyerapan tenaga kerjanya tidak sebanyak Industri Tekstil dan Industri Makanan Minuman namun 

multiplier tenaga kerjanya tertinggi. Hasil wawancara dengan APINDO di sektor furnitur ini belum 

terdengar ada keluhan yang masuk mengenai kesulitan di masa Pandemi COVID-19 ini, namun jika 

pemerintah akan memberikan program pemulihan ekonomi sektor ini sangat efektif untuk pemulihan 

karena memiliki multiplier tenaga kerja yang tinggi. Selain Industri Barang Kayu, yang memiliki multiplier 

tinggi di Jawa barat adalah Industri Alas Kaki dan Kulit.

5 Industri
Prioritas
Pemulihan
Ekonomi

Kepulauan Riau

1. Industri makanan dan minuman,
2. Industri alat angkutan dan perbaikannya,
3. Industri barang kayu, rotan dan bambu,
4. Industri minyak nabati dan hewani, dan
5. Industri pengilangan minyak bumi.

Jawa Barat

1. Industri makanan dan minuman,
2. Industri barang kayu, rotan dan bambu,
3. Industri tekstil dan produk tekstil.
4. Industri alas kaki dan kulit, dan
5. Industri semen.

Jawa Timur

1. Industri tekstil dan produk tekstil,
2. Industri makanan dan minuman,
3. Industri alas kaki dan kulit,
4. Industri semen, dan
5. Industri barang kayu, rota dan bambu.

Jawa Tengah

1. Industri tekstil dan produk tekstil,
2. Industri semen,
3. Industri barang kayu, rota dan bambu,
4. Industri pulp dan kertas, dan
5. Industri barang dari logam.

Banten

1. Industri makanan dan minuman
2. Industri alas kaki dan kulit,
3. Industri barang kayu, rotan dan bambu
4. Industri karet dan barang dari karet, dan
5. Industri tekstil dan produk tekstil
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Lima sub-industri di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi prioritas dalam program pemulihan 
ekonomi daerah adalah Industri Tekstil dan Produk Tekstil, Industri Semen, Industri Barang 
dari Kayu, Rotan dan Bambu, Industri Pulp dan Kertas, serta Industri Barang dari Logam. Industri 

Tekstil dan Produk Tekstil di Provinsi Jawa Tengah adalah industri yang memiliki tingkat penyerapan 

tenaga kerja dan sekaligus memiliki multiplier tenaga kerja tertinggi. Seperti sudah diketahui hampir 

seluruh wilayah kabupaten dan kota di Jawa Tengah memiliki sentra batik. Pada masa pandemi 

COVID-19 sektor ini merasakan dampak yang cukup besar. Batik pada umumnya menjadi barang oleh-

oleh wisatawan khususnya wisatawan dalam negeri. Namun dengan pemberlakukan PSBB industri 

batik mengalami penurunan omset yang sangat signifikan. Jika pemerintah akan memberikan program 

pemulihan ekonomi setelah era new normal maka sektor tekstil ini akan cukup efektif mengembalikan 

ekonomi pulih lebih cepat di samping empat sektor lainnya yang direkomendasikan.

Lima sub-industri di Provinsi Jawa Timur yang menjadi prioritas pemerintah dalam program 
pemulihan ekonomi daerah adalah Industri Tekstil dan Produk Tekstil, Industri Makanan 
Minuman, Industri Alas Kaki dan Kulit, Industri Semen, dan Industri Barang dari Kayu, Rotan dan 
Bambu. Industri Makanan dan Minuman adalah industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja di 

Provinsi Jawa Timur. PSBB selama pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan omset industri ini cukup 

signifikan. Program pemilihan ekonomi di sektor ini akan cukup efektif menolong tenaga kerja terhindar 

dari rasionalisasi atau pemutusan hubungan kerja bagi ribuan tenaga kerja. Industri tekstil dan produk 

tekstil adalah industri yang memiliki multiplier tenaga kerja tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Penyerapan 

tenaga kerja industri ini memang tidak setinggi di Jawa Barat dan Jawa Tengah namun multiplier tenaga 

kerjanya tertinggi.

Lima sub-industri di Provinsi Banten yang menjadi prioritas pemerintah dalam program 
pemulihan ekonomi daerah adalah Industri Makanan Minuman, Industri Alas Kaki dan Kulit,  
Industri Barang dari Kayu, Rotan dan Bambu, Industri Karet dan Barang dari Karet, Serta Industri 
Tekstil dan Produk Tekstil. Industri Alas Kaki dan Kulit adalah industri yang memiliki penyerapan 

tenaga kerja paling besar di Provinsi Banten. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari APINDO, salah 

satu industri yang mengalami penurunan penjualan yang tajam baik untuk dalam negeri maupun ekspor. 

Industri Kayu, Rotan dan Bambu adalah industri yang memiliki multiplier tertinggi di Provinsi Banten. 

Meskipun terlihat industri ini memiliki penyerapan tenaga kerja yang paling kecil diantara empat industri 

lainnya, namun industri ini memiliki multiplier tenaga kerja yang paling tinggi. Program pemulihan 

ekonomi akan cukup efektif jika diberikan kepada sektor yang memiliki multiplier tenaga kerja yang 

tinggi.
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5.	 Implikasi Kebijakan
Program jangka pendek perlu dilakukan secara cepat dan tepat untuk menggerakkan industri 
nasional pada masa pemulihan ekonomi. Pemetaan terhadap industri berdasarkan tiga kategori 

yaitu dampak COVID-19, multiplier tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja telah dilakukan baik pada 

tingkat nasional maupun provinsi. Bantuan atau stimulus kepada beberapa sektor industri terpilih sesuai 

pemetaan tersebut diharapkan dapat mendorong penyerapan tenaga kerja. Beberapa program jangka 

pendek dapat dilakukan untuk mendukung kinerja sektor industri pada masa pemulihan ekonomi nasional 

atau era new normal. Sementara program jangka panjang perlu diwujudkan untuk meningkatkan daya 

saing dan daya tahan industri nasional. 

Program jangka pendek untuk bertahan di kondisi krisis
1.	 Diversifikasi pasar ekspor nasional khususnya ke negara yang pulih lebih awal. Pada masa 

pemulihan ekonomi, sektor industri yang berorientasi ekspor terpukul karena penurunan pembelian 

dari mitra dagang global. Namun demikian ada peluang untuk mencari celah pasar baru ke negara-

negara yang relatif telah pulih lebih awal dari COVID-19 seperti Tiongkok dan Australia. Sebagai 

contoh, dari hasil pemetaan Divisi Riset Ekonomi, Industri Barang dari Kayu adalah salah satu industri 

prioritas baik di tingkat nasional maupun di lima provinsi terpilih. Kayu lapis (plywood) merupakan 

salah satu produk industri tersebut. Data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa negara 

tujuan utama ekspor kayu lapis adalah Jepang. Dalam kondisi saat ini pengusaha industri kayu lapis 

dengan dukungan pihak-pihak terkait dapat mencoba penetrasi lebih besar ke pasar selain Jepang 

seperti Tiongkok dan Australia.  

2.	 Diversifikasi produk sebagai upaya survival mode di masa pemulihan ekonomi. Keterangan 

dari pihak APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) menyebutkan bahwa beberapa pemain tekstil 

sudah mulai beralih memproduksi APD dan masker kain untuk memenuhi permintaan dunia medis 

dan masyarakat terkait pelaksanaan protokol kesehatan di masa new normal. Tidak hanya memasok 

kebutuhan dalam negeri, pemain tekstil domestik sudah ada yang mengekspor APD ke pasar global. 

Model bisnis survival ini dapat menjadi new normal untuk bisnis industri tekstil dan perlu didukung 

dalam hal promosi dan penetrasi ke berbagai negara yang membutuhkan pasokan APD.  
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3.	 Mengubah target pasar dari ekspor menjadi domestik dapat dilakukan pada beberapa jenis 
industri untuk mempertahankan kelangsungan bisnis. Sebuah kasus menarik ditunjukkan oleh 

perusahaan tekstil di Tiongkok yang mengalihkan sebagian besar penjualannya dari pasar eskpor  

ke pasar domestik. Strategi tersebut dilakukan sebagai upaya mengatasi prospek ekspor yang suram 

akibat pandemi COVID-19. Upaya yang sama dapat dilakukan oleh pemain tekstil nasional yang 

mengalami penurunan penjualan di pasar ekspor. Kualitas garmen Indonesia tidak diragukan untuk 

dapat bersaing di pasar internasional. Dengan strategi pemasaran yang tepat maka mengalihkan 

pasar garmen dari ekspor ke domestik dinilai dapat membantu industri tekstil di masa pandemi. 

Pemenuhan bahan baku garmen menjadi pra kondisi agar strategi market shifting dapat berjalan 

mengingat tersendatnya pasokan bahan baku dari Tiongkok. Informasi dari Asosiasi Pertekstilan 

Indonesia (API) menyebutkan bahwa harga bahan baku tekstil yang diproduksi lokal masih lebih 

mahal dibandingkan harga bahan baku impor dari Tiongkok. Realisasi kebijakan penyesuaian harga 

gas untuk industri di masa pandemi diharapkan dapat membantu menurunkan biaya produksi di 

industri hulu tekstil. Dengan demikian, harga bahan baku tekstil dapat lebih rendah sehingga 

membantu aktivitas produksi sektor garmen.            

4.	 Peningkatan aktivitas wisata domestik di masa new normal untuk mendukung industri 
nasional. Laporan riset dari OECD menyebutkan bahwa sektor pariwisata adalah sektor ekonomi 

padat karya yang mempunyai keterkaitan luas terhadap sektor ekonomi lainnya. Memulihkan sektor 

pariwisata berarti turut memulihkan sektor ekonomi lainnya. Industri Makanan dan Minuman serta 

Industri Barang dari Kayu (kerajinan dan anyaman rotan) adalah beberapa contoh dari sektor industri 

yang erat terkait dengan pariwisata. Program kampanye berwisata domestik dengan tetap taat 

pada protokol kesehatan dapat dilakukan untuk memacu kinerja Industri Makanan Minuman dan 

Industri Olahan Kayu. Namun demikian, masih meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia harus 

menjadi perhatian utama sehingga sistem pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan protokol 

kesehatan menjadi prakondisi dalam peningkatan aktivitas wisata domestik.   

5.	 Program pendampingan bagi UMKM dalam penguasaan teknologi bertujuan untuk 
memperluas akses pasar UMKM di masa new normal. Industri yang skala usahanya tergolong 

kecil dan menengah turut terdampak oleh COVID-19. Sebagian besar UMKM tidak dapat berjualan 

di pasar konvensional karena adanya kebijakan pembatasan sosial. Pasar digital seperti e-commerce 

menjadi salah satu solusi dalam memperluas penjualan produk-produk UMKM khususnya di masa 

new normal. Laporan dari berbagai lembaga menunjukkan akses UMKM Indonesia terhadap ekonomi 

digital masih sangat rendah. Dengan demikian diperlukan upaya pendampingan terhadap UMKM 

(khususnya di daerah-daerah) agar mereka dapat melakukan transaksi di e-commerce. Rekomendasi 

program pendampingan ini sesuai dengan temuan di MEU edisi bulan lalu terkait perhatian kepada 

UMKM.
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Program jangka panjang untuk meningkatkan daya saing dan daya tahan 
1.	 Mengatasi permasalahan-permasalahan yang  bersifat jangka panjang di masing-masing 

industri sehingga Industri Manufaktur Indonesia memiliki daya saing yang tinggi. Berikut 

identifikasi kendala beserta kebijakan terkait bagi beberapa contoh industri prioritas: 

Sumber : LPEM FEUI, Kementerian Perindustrian (2020)

Kendala Kebjiakan untuk Perbaikan

Tekstil

•	 Upaya penelitian dan pengembangan yang masih rendah.
•	 Harga jual yang kurang kompetitif akibat tingginya harga 

bahan baku.
•	 Tingginya harga energi listrik dna bahan bakar.
•	 Infrastruktur pelabuhan yang kurang mendukung.
•	 Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku impor.

•	 Penguatan industri hulu (contohnya : fiber, rayon, poliester 
dan serat alam)

•	 Pengetatan aturan peremajaan mesin.
•	 Penyediaan dukungan dana investasi.
•	 Penjaminan kesinambungan pasokan energi.

 

Makanan dan 
Minuman

•	 Kompetensi dan produktivitas tenaga kerja harus 
ditingkatkan.

•	 Biaya logistik yang tinggi.
•	 Fasilitas penyimpanan bahan baku impor yang belum 

memadai.
•	 Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku impor.
•	 Biaya energi yang tinggi.
•	 Jumlah penyedia teknologi (dalam rangka industri 4.0) 

masih relatif terbatas.

•	 Menjamin ketersediaan pasokan bahan baku.
•	 Menyediakan dukungan pembiayaan berupa insentif fiskal 

dan insentif suku bunga.
•	 Regulasi yang mendukung penyediaan teknologi dari dalam 

dan luar negeri.
•	 Penjaminan kesinambungan pasokan energi.

Barang dari Kayu

•	 Inefisiensi dan produktivitas yang rendah.
•	 Kurangnya penciptaan nilai tambah pada produk jadi.
•	 Standardisasi produk yang belum jelas.
•	 Keterbatasan target pasar yang potensial.

•	 Menekan hambatan institusional untuk meningkatkan 
investasi.

•	 Pengamanan ketersediaan bahan baku.
•	 Dukungan untuk perluasan pasar luar negeri.
•	 Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui regulasi 

ketenagakerjaan.

Tabel 4. Matriks Kendala dan Kebijakan Industri

Penguatan industri penyedia bahan baku untuk mengatasi ketergantungan impor. Dalam 

masa pandemi, penurunan kinerja industri tidak selalu disebabkan oleh melemahnya permintaan 

namun juga akibat kesulitan mendapatkan bahan baku yang akhirnya menghambat produksi. 

Industri tekstil (garmen) adalah salah satu sektor yang mengalami gangguan supply bahan baku 

di masa pandemi ini. Data API menyebutkan sebagian besar kebutuhan bahan baku industri tekstil 

berasal dari Tiongkok. Ketika terjadi lockdown di Desember 2019 maka pasokan bahan baku ke 

industri tekstil nasional menjadi tersendat. Potret industri tekstil tercermin pada profil impor 

nasional dimana sebagian besar impor Indonesia adalah bahan baku. Dengan membangun industri 

penyedia bahan baku di dalam negeri maka gangguan supply dapat diatasi sehingga industri 

nasional mempunyai daya tahan lebih baik terhadap krisis.  
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2.	 Pembangunan infrastruktur digital dan penguatan Research & Development  untuk 
meningkatkan daya saing industri nasional di era Industry 4.0. Selain infrastruktur fisik, 

tantangan selanjutnya adalah pembangunan infrastruktur digital yang memadai (seperti 

koneksi internet berkecepatan tinggi khususnya di wilayah kawasan industri) untuk mendukung 

industrialisasi berbasis inovasi teknologi atau biasa disebut Industry 4.0. Infrastruktur digital yang 

memadai akan memacu produktivitas tenaga kerja dan efisiensi produksi melalui proses automasi 

dan integrasi data. Implementasi Research & Development yang mendukung inovasi produksi 

menjadi agenda penting selanjutnya dalam membentuk daya saing industri nasional.    

3.	 Dukungan lembaga pembiayaan yang fokus untuk mendukung pembangunan industri 
secara terpadu.  Perbankan komersial akan menemui kesulitan untuk membiayai pembangunan 

seluruh industri nasional. Alasan pertama adalah risk appetite perbankan yang menghindari 

pembiayaan proyek berisiko tinggi. Sementara, beberapa industri yang penting untuk mendukung 

pondasi perekonomian sangat mungkin mempunyai profil risiko tinggi di mata perbankan 

komersial. Alasan kedua adalah kapasitas pembiayaan perbankan nasional yang kurang mencukupi 

untuk mendanai pembangunan industri hulu sampai hilir secara terpadu. Dua alasan tersebut 

melatarbelakangi perlunya lembaga pembiayaan yang khusus dan dapat secara berkelanjutan 

mendukung pembiayaan pembangunan industri yang dibutuhkan perekonomian (seperti contohnya 

adalah industri penyedia bahan baku). 
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Lampiran. Industri yang Dapat Menjadi Prioritas Pemerintah dalam Program

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 34 Provinsi di Indonesia

Kep. Riau

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang)

Multiplier 
Tenaga 
Kerja 

(Index)

Industri makanan dan minuman 25.864 17,8

Industri alat angkutan dan perbaikannya 60.395 5,1

Industri barang kayu, rotan dan bambu 15,944 5,2

Industri minyak nabati dan hewani 6,780 23,2

Pengilangan minyak bumi 15,789 4,1

Jawa Tengah

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang)

Multiplier 
Tenaga 
Kerja 

(Index)

Industri tekstil dan produk tekstil 1.205.962 23,1

Industri semen 244.933 21,7

Industri barang kayu, rotan dan bambu 375.242 13,0

Industri pulp dan kertas 85.666 13,5

Industri barang dari logam 105.574 11,6

Banten

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang)

Multiplier 
Tenaga 
Kerja 

(Index)

Industri makanan dan minuman 226.279 13,4

Industri alas kaki dan kulit 240.085 12,6

Industri barang kayu, rotan dan bambu 68.862 29,2

Industri karet dan barang dari karet 79.098 12,5

Industri tekstil dan produk tekstil 201.001 8,9

Sumatera Utara

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang)

Multiplier 
Tenaga 
Kerja 

(Index)

Industri tekstil dan produk tekstil 90.738 23,4

Industri minyak nabati dan hewani 136.780 10,4

Industri makanan dan minuman 180.446 10,6

Industri karet dan barang dari karet 33.460 12,0

Industri barang kayu, rotan dan bambu 63.516 9,6

Jawa Barat

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang)

Multiplier 
Tenaga 
Kerja 

(Index)

Industri makanan dan minuman 832.368 15,5

Industri barang kayu, rotan, dan bambu 295.025 18,9

Industri tekstil dan produk tekstil 1.462.350 11,5

Industri alas kaki dan kulit 253.211 16,8

Industri semen 335.678 14,3

Jawa TImur

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang)

Multiplier 
Tenaga 
Kerja 

(Index)

Industri tekstil dan produk tekstil 379.966 25,4

Industri makanan dan minuman 951.983 13,0

Industri alas kaki dan kulit 181.914 18,2

Industri semen 324.952 9,2

Industri barang kayu, rotan dan bambu 395.370 7,4

Aceh

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang)

Multiplier 
Tenaga 
Kerja 

(Index)

Industri semen 34.806 44,0

Industri tekstil dan produk tekstil 14.218 100,5

Industri pengolahan hasil laut 33.818 28,6

Industri alas kaki dan kulit 8.200 98,8

Industri barang kayu, rotan dan bambu 21.828 27,0

Sumatera Barat

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang)

Multiplier 
Tenaga 
Kerja 

(Index)

Industri makanan dan minuman 85.504 10,1

Industri tekstil dan produk tekstil 58.015 9,2

Industri alas kaki dan kulit 3.175 148,3

Industri minyak nabati dan hewani 4.714 11,6

Industri barang kayu, rotan dan bambu 23.379 6,9
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Riau

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang)

Multiplier 
Tenaga 
Kerja 

(Index)

Industri tekstil dan produk tekstil 35.483 17,3

Industri makanan dan minuman 70.056 2,7

Industri minyak nabati dan hewani 18.364 5,6

Industri alat angkutan dan perbaikannya 5.695 8,4

Industri pulp dan kertas 36.859 2,1

Bengkulu

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang)

Multiplier 
Tenaga 
Kerja 

(Index)

Industri tekstil dan produk tekstil 1.555 273,9

Industri makanan dan minuman 25.343 22,8

Industri semen 1.262 241,3

Industri barang kayu, rotan dan bambu 3.705 46,9

Industri karet dan barang dari karet 6.502 18,2

Sumatera Selatan

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang)

Multiplier 
Tenaga 
Kerja 

(Index)

Industri tekstil dan produk tekstil 33.103 132,6

Industri barang kayu, rotan dan bambu 33.076 18,3

Industri makanan dan minuman 69.283 14,5

Industri karet dan barang dari karet 14.317 20,8

Industri minyak nabati dan hewani 7.422 29,4

Lampung

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang)

Multiplier 
Tenaga 
Kerja 

(Index)

Industri tekstil dan produk tekstil 32.354 495,8

Industri semen 74.979 15

Industri makanan dan minuman 228.990 10,7

Industri barang kayu, rotan dan bambu 28.759 13,6

Industri minyak nabati dan hewani 13.076 10,1

Jambi

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang)

Multiplier 
Tenaga 
Kerja 

(Index)

Industri makanan dan minuman 18.609 14,8

Industri tekstil dan produk tekstil 7.475 114

Industri minyak nabati dan hewani 15.656 12,2

Industri barang dari logam 5.218 180,7

Industri mesin listrik dan peralatan listrik 7.669 30,2

DI Yogyakarta

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang)

Multiplier 
Tenaga 
Kerja 

(Index)

Industri tekstil dan produk tekstil 83.002 24,8

Industri barang kayu, rotan dan bambu 53.980 32,5

Industri makanan dan minuman 90.961 14,8

Industri semen 23.798 23,4

Industri pulp dan kertas 11.609 19,9

Bangka Belitung

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang)

Multiplier 
Tenaga 
Kerja 

(Index)

Industri minyak nabati dan hewani 27.339 12

Industri barang kayu, rotan dan bambu 4.341 12,2

Industri tekstil dan produk tekstil 2.554 20,3

Industri dasar besi dan baja dan logam dasar 
bukan besi

4.852 5,6

Industri barang dari logam 2.554 8,9

DKI Jakarta

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang)

Multiplier 
Tenaga 
Kerja 

(Index)

Industri tekstil dan produk tekstil 157.834 12,7

Industri makanan dan minuman 78.363 9,6

Industri karet dan barang dari karet 44.974 8,4

Industri alas kaki dan kulit 11.880 22,1

Industri pulp dan kertas 63.643 5



PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 117

Bab 7
Potret Industri Manufaktur Nasional dan

Daerah di Masa Pandemi Covid-19

Kalimantan Barat

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang)

Multiplier 
Tenaga 
Kerja 

(Index)

Industri minyak nabati dan hewani 13.99 20,9

Industri makanan dan minuman 34579 19,7

Industri tekstil dan produk tekstil 4.227 22,2

Industri barang kayu, rotan dan bambu 46.236 12,6

Industri dasar besi dan baja dan logam dasar 
bukan bsei

12.992 20,2

Papua

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang)

Multiplier 
Tenaga 
Kerja 

(Index)

Industri makanan dan minuman 7,226 44,3

Industri pengolahan hasil laut 3.959 45,3

Industri petrokimia 4.188 32,6

Industri barang kayu, rotan dan bambu 10.397 13

Industri tekstil dan produk tekstil 3.153 20,7

Kalimantan Utara

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang)

Multiplier 
Tenaga 
Kerja 

(Index)

Industri minyak nabati dan hewani 4.902 7,7

Industri makanan dan minuman 2.637 6,5

Industri alat angkutan dan perbaikannya 619 8,0

Industri pengolahan hasil laut 822 6,3

Industri barang kayu, rotan dan bambu 13.316 3,0

Sulawesi Utara

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang)

Multiplier 
Tenaga 
Kerja 

(Index)

Industri tekstil dan produk tekstil 90.738 23,4

Industri minyak nabati dan hewani 136.780 10,4

Industri makanan dan minuman 180.446 10,6

Industri karet dan barang dari karet 33.460 12,0

Industri barang kayu, rotan dan bambu 63.516 9,6

Maluku Utara

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang)

Multiplier 
Tenaga 
Kerja 

(Index)

Industri makanan dan minuman 18.979 29,9

Industri tekstil dan produk tekstil 1.109 72,1

Industri semen 1.329 51,3

Industri pulp dan kertas 669 63,7

Industri barang kayu, rotan dan bambu 4.804 7,2

Papua Barat

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang)

Multiplier 
Tenaga 
Kerja 

(Index)

Industri makanan dan minuman 4.038 29

Industri alas kaki dan kulit 973 31,6

Industri barang kayu, rotan dan bambu 5.122 10,3

Industri petrokimia 2.142 8,6

Industri pulp dan kertas 49 13,6

Kalimantan Timur

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang)

Multiplier 
Tenaga 
Kerja 

(Index)

Industri makanan dan minuman 12.357 6,2

Industri tekstil dan prroduk tekstil 6.911 21,5

Industri semen 9.451 6,3

Industri minyak nabati dan hewani 11.816 6,0

Industri alat angkutan dan perbaikannya 13.951 5,0

Sulawesi Barat

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang)

Multiplier 
Tenaga 
Kerja 

(Index)

Industri makanan dan minuman 85.504 10,1

Industri tekstil dan produk tekstil 58.015 9,2

Industri alas kaki dan kulit 3.175 148,3

Industri minyak nabati dan hewani 4.714 11,6

Industri barang kayu, rotan dan bambu 23.379 6,9

Kalimantan Tengah

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang)

Multiplier 
Tenaga 
Kerja 

(Index)

Industri makanan dan minuman 19.062 9,5

Industri tekstil dan produk tekstil 5.848 65,1

Industri barang kayu, rotan dan bambu 22.556 7,4

Industri minyak nabati dan hewani 8.612 8,2

Industri karet dan barang dari karet 2.228 6,9

Gorontalo

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang)

Multiplier 
Tenaga 
Kerja 

(Index)

Industri tekstil dan produk tekstil 7.163 76,6

Industri makanan minuman 16.330 20,8

Industri minyak nabati dan hewani 3.731 23,0

Industri barang kayu, rotan, dan bambu 4.647 13,0

Industri pulp dan kertas 968 9,8
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Bali

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang)

Multiplier 
Tenaga 
Kerja 

(Index)

Industri tekstil dan produk tekstil 71.707 15,7

Industri barang kayu, rotan, dan bambu 130.314 13,9

Industri makanan dan minuman 57.607 15,4

Industri pulp dan kertas 5.861 30,3

Industri minyak nabati dan hewani 6.224 9,4

Sulawesi Tengah

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang)

Multiplier 
Tenaga 
Kerja 

(Index)

Industri makanan dan minuman 38.607 15,2

Industri tekstil dan produk tekstil 8.778 73,8

Industri barang kayu, rotan dan bambu 16.018 6,6

Industri alas kaki dan kulit 5.877 72,5

Industri semen 6.816 10,1

Sulawesi Selatan

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang)

Multiplier 
Tenaga 
Kerja 

(Index)

Industri tekstil dan produk tekstil 60.386 316,0

Industri makanan dan minuman 79.790 13,1

Industri barang kayu, rotan dan bambu 36.743 20,0

Industri alat angkutan dan perbaikannya 2.876 22,2

Industri pengolahan hasil laut 45.480 5,4

Sulawesi Tenggara

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang)

Multiplier 
Tenaga 
Kerja 

(Index)

Industri tekstil dan produk tekstil 19.286 73,1

Industri semen 13.649 32,7

Industri minyak nabati dan hewani 32.249 192

Industri pengolahan hasil laut 15.548 10,6

Industri barang kayu, rotan, dan bambu 11.420 28,9

Kalimantan Selatan

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang)

Multiplier 
Tenaga 
Kerja 

(Index)

Industri barang kayu, rotan, dan bambu 53.024 15,7

Industri tekstil dan produk tekstil 18.793 41,5

Industri minyak nabati dan hewani 42.985 13,4

Industri alat angkutan dan perbaikannya 6.712 19,9

Industri makanan minuman 17.873 14,1

Nusa Tenggara Barat

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang)

Multiplier 
Tenaga 
Kerja 

(Index)

Industri semen 48.007 109,4

Industri barang kayu, rotan dan bambu 54.772 68,0

Industri tekstil dan produk tekstil 42.220 69,4

Industri minyak nabati dan hewani 114.367 49,8

Pengilangan minyak bumi 13.708 47,6

Nusa Tenggara Timur

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang)

Multiplier 
Tenaga 
Kerja 

(Index)

Industri tekstil dan produk tekstil 134.243 283,6

Industri makanan dan minuman 55.458 63,5

Industri barang kayu, rotan, dan bambu 23.952 34,9

Industri minyak nabati dan hewani 3.051 59,4

Industri karet dan barang dari karet 2 129,2

Maluku

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(Orang)

Multiplier 
Tenaga 
Kerja 

(Index)

Industri makanan dan minuman 18.058 26,7

Industri minyak nabati dan hewani 10.889 35,1

Industi petrokimia 1.225 156,9

Industri barang kayu, rotan, dan bambu 11.224 12,1

Industri tekstil dan produk tekstil 2.120 60,6
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Dampak Pandemi COVID-19 
terhadap Permintaan Sektor 
Infrastruktur dan Distribusi 
Pendapatan 

Executive Summary
•	 Permintaan terhadap infrastruktur seperti Air Minum, Listrik, Kesehatan, dan 

Pendidikan diproyeksikan tetap mengalami peningkatan pada masa Pandemi 

COVID-19 di tahun 2020. 

•	 Sementara, permintaan terhadap infrastruktur transportasi diproyeksikan akan 

mengalami penurunan seiring dengan menurunnya mobilitas penduduk pada 

masa Pandemi COVID-19.  

•	 Peningkatan permintaan terhadap infrastruktur Air Minum, Listrik, Pendidikan, 

dan Kesehatan pada Masa Pandemi COVID-19 meningkatkan pendapatan 

masyarakat di sektor lainnya seperti Sektor Pertanian, Pertambangan, serta 

Informasi dan Komunikasi.   

•	 Sebaliknya, menurunnya permintaan terhadap infrastruktur transportasi 

menurunkan pendapatan masyarakat di sektor lainnya seperti Industri 

Pengolahan, Perdagangan, Jasa Perusahaan, Jasa Keuangan dan Penyedia 

Akomodasi.

•	 Secara keseluruhan, perubahan permintaan terhadap infrastruktur pada masa 

Pandemi COVID-19 akan memperburuk distribusi pendapatan secara nasional 

yang ditunjukkan oleh meningkatnya rasio gini di tahun 2020. 

08Bab

Monthly Economic Update (MEU) edisi Agustus 2020
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1.	 Perkembangan Distribusi Pendapatan di Indonesia
Pada Maret 2020 ketika kasus positif COVID-19 terkonfirmasi pertama kali di Indonesia 
dan Pemerintah Indonesia mulai menerapkan pembatasan kegiatan ekonomi dan sosial, 
ketimpangan distribusi pendapatan mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh naiknya rasio 

gini di level nasional pada Maret 2020 menjadi 0,381 dari 0,380 pada September 2019. Kalau dibagi 

menjadi desa dan kota, rasio gini di daerah perkotaan mengalami peningkatan pada Maret 2020 menjadi 

0,393 dari 0,391 pada September 2019. Selanjutnya, rasio gini di daerah pedesaan juga mengalami 

kenaikan pada Maret 2020 menjadi 0,317 dari 0,315 pada September 2019. Walaupun data Maret 2020 

masih terlalu awal untuk menilai dampak wabah COVID-19 terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, 

namun mulai adanya pembatasan kegiatan ekonomi dan sosial serta menurunnya mobilitas penduduk 

berpengaruh pada pendapatan golongan masyarakat bawah yang mengandalkan penghasilan harian. 

Dengan pemberlakuan PSBB sejak awal April 2020 di beberapa daerah di Indonesia, ketimpangan 
distribusi pendapatan pada Triwulan II-2020 diperkirakan akan semakin meningkat. 
Pemberlakuan PSBB telah menurunkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat serta mobilitas penduduk. 

Pembatasan mobilitas penduduk ini mempengaruhi sektor-sektor yang membutuhkan interaksi langsung 

seperti Sektor Perdagangan, Industri Pengolahan, Transportasi, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum. Jika dilihat dari skala usahanya, pembatasan mobilitas penduduk banyak mempengaruhi aktivitas 

ekonomi UMKM dimana penduduk berpendapatan rendah banyak bekerja. Menurunnya pendapatan 

masyarakat terutama masyarakat yang berpendapatan rendah akibat pemberlakuan PSBB diproyeksikan 

akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan pada Triwulan II-2020. 

0.393

Mar-17

Mar-18

Mar-19
Mar-20

Sept-17

Sept-18

Sept-19

0.391

0.389

0.384

0.382

0.38
0.381

Sumber: Data BPS, diolah Divisi Riset Ekonomi (2020)

Gambar 1. Rasio Gini Indonesia
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Secara teori, rasio gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur distribusi 
pendapatan masyarakat. Naiknya rasio gini menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan 
mengalami peningkatan. Rasio gini diukur dengan menggunakan data pengeluaran per kelompok 

pendapatan penduduk dengan asumsi bahwa tingkat pengeluaran merupakan proxy dari tingkat 

pendapatan masyarakat. Besarnya rasio gini berada antara 0 (nol) dan 1 (satu). Rasio gini sama dengan 

1 menandakan adanya ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna. Sementara, rasio gini sama 

dengan 0 menandakan pemerataan distribusi pendapatan yang sempurna. Sebagai aturan praktis (rule 

of thumb), suatu negara yang memiliki rasio gini di bawah 0,4 dikategorikan sebagai negara yang tingkat 

ketimpangan rendah. Rasio gini antara 0,4 dan 0,5 termasuk kategori tingkat ketimpangan sedang. 

Sedangkan, rasio gini di atas 0,5 termasuk kategori ketimpangan distribusi pendapatan tinggi. 

Pada tahun 2019 (sebelum Pandemi COVID-19), dari keseluruhan sektor ekonomi, lima sektor 
yang memiliki ketimpangan distribusi pendapatan tertinggi adalah Sektor Jasa Perusahaan 
(0,418), Informasi dan Komunikasi (0,413), Real Estat (0,401), Pertambangan dan Penggalian 
(0,397), serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (0,395). Hal ini menunjukkan bahwa distribusi 

pendapatan untuk masyarakat yang bekerja pada lima sektor tersebut relatif tidak merata dibandingkan 

dengan sektor-sektor lainnya. Sebagai contoh, dalam sektor Jasa Perusahaan, sekitar 48 persen dari 

total pengeluaran individu yang bekerja di sektor tersebut dilakukan oleh mereka yang termasuk dalam 

20 persen individu dengan pendapatan tertinggi. Hal yang sama juga terjadi pada sektor Informasi 

dan Komunikasi dimana 20 persen penduduk dengan pendapatan tertinggi yang bekerja dalam sektor 

Informasi dan Komunikasi memiliki pangsa pengeluaran sekitar 47 persen. 
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Lapangan Usaha Kepala Rumah Tangga Gini Index

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 0,3079

Pertambangan dan Penggalian 0,3974

Industri Pengolahan 0,3613

Pengadaan Listrik dan Gas 0,3477

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,3512

Konstruksi 0,3492

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 0,3738

Transportasi dan Pergudangan 0,3450

Penyedia Akomodasi dan Makan Minum 0,3645

Informasi dan Komunikasi 0,4127

Jasa Keuangan dan Asuransi 0,3923

Real Estat 0,4011

Jasa Perusahaan 0,4185

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 0,3559

Jasa Pendidikan 0,3588

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,3945

Jasa Lainnya 0,3524

Sumber : Data BPS, diolah Divisi Riset Ekonomi (2020)

Tabel 1. Rasio Gini Indonesia per Sektor tahun 2019
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Khusus untuk sektor infrastruktur, sebelum Pandemi COVID-19, ketimpangan distribusi 
pengeluaran di infrastruktur kesehatan, transportasi, pendidikan, listrik, dan air minum 
termasuk dalam kategori ketimpangan tinggi. Berbeda dengan sebelumnya, untuk sektor 

infrastruktur, rasio gini diartikan sebagai distribusi pengeluaran masyarakat terhadap infrastruktur. 

Berdasarkan perhitungan Divisi Riset Ekonomi PT SMI dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi 

Nasional (SUSENAS) tahun 2019, rasio gini pengeluaran di sektor infrastruktur kesehatan sebesar 0,82, 

infrastruktur transportasi sebesar 0,710, infrastruktur pendidikan sebesar 0,645, infrastruktur listrik 

sebesar 0,562, dan infrastruktur air sebesar 0,513. Tingginya rasio gini pada infrastruktur kesehatan 

menunjukkan jumlah pengeluaran untuk infrastruktur kesehatan lebih banyak dari kelompok dengan 

pendapatan tinggi dibandingkan dengan kelompok pendapatan rendah. Hal ini terkonfirmasi oleh akses 

terhadap fasilitas kesehatan yang jauh lebih mudah didapatkan untuk masyarakat yang berpendapatan 

tinggi dibandingkan dengan masyarakat berpendapatan rendah. Hal yang sama terjadi pada sektor 

transportasi, dimana masyarakat dengan pendapatan tinggi cenderung memakai kendaraan pribadi 

dibandingkan transportasi publik sehingga pengeluaran transportasinya lebih tinggi. Selanjutnya, untuk 

infrastruktur pendidikan, ketimpangan tinggi terhadap akses pendidikan juga terjadi antara kelompok 

masyarakat berpendapatan rendah dan tinggi.  

Ketika aktivitas ekonomi dan sosial serta mobilitas penduduk dibatasi pada masa Pandemi 
COVID-19, maka pendapatan masyarakat akan mengalami penurunan, terutama masyarakat 
dengan pendapatan rendah. Hal ini diperkirakan akan menyebabkan ketimpangan distribusi 
pendapatan mengalami peningkatan pada tahun 2020. Dengan demikian, dalam MEU ini, Divisi Riset 

Ekonomi PT SMI telah menghitung dampak dari Pandemi COVID-19 terhadap permintaan infrastruktur 

dan ketimpangan distribusi pendapatan secara nasional. Sektor infrastruktur yang diamati adalah 

kesehatan, transportasi, pendidikan, listrik, dan air minum. Dalam menghitung distribusi pendapatan, 

data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019 digunakan untuk menghitung rasio gini. 

0,562 0,513 0,710 0,645 0,820

Listrik Air Transportasi Pendidikan Kesehatan

Sumber: Data BPS, diolah Divisi Riset Ekonomi (2020)

Gambar 2. Rasio Gini Pengeluaran Berdasarkan Sub Sektor Infrastruktur tahun 2019
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Perubahan konsumsi secara tahunan pada masing-masing sektor di Triwulan II- 2020  digunakan 
sebagai acuan untuk menghitung proyeksi permintaan di masing-masing sektor. Angka proyeksi 

permintaan infrastruktur terdiri dari tiga kelompok sebagai berikut : (1) Perumahan, air, listrik, gas, (2) 

Kesehatan dan pendidikan (3) Transportasi dan Komunikasi. Tiga kelompok permintaan infrastruktur ini 

berbeda dengan kelompok sub-infrastruktur yang akan diproyeksi. Dengan demikian, perlu dilakukan 

dis-agregasi dari tiga kelompok infrastruktur ke lima kelompok infrastruktur yang lebih detail yaitu air, 

listrik, kesehatan, pendidikan dan transportasi.

Untuk melakukan dis-agregasi terhadap tiga kelompok infrastruktur menjadi sub-sektor 
infrastruktur yang lebih detail maka digunakan proporsi masing-masing sektor infrastruktur. 
Cara melakukan dis-agregasi adalah mengalikan angka proyeksi permintaan infrastruktur dengan 

besarnya proporsi masing-masing sektor infrastruktur. Angka proporsi  tersebut dapat dicari melalui 

PDB lapangan usaha. Kita mengasumsikan bahwa jumlah permintaan sektor infrastruktur nilainya sama 

dengan jumlah produksi sektor infrastruktur (nilai PDB berdasarkan pengeluaran = nilai PDB lapangan 

usaha). 

Sumber: Divisi Riset Ekonomi (2020)

Gambar 3. Skema Proyeksi dengan Metode Top Down 

2.	 Metodologi Perhitungan Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Permintaan Infrastruktur dan 
Distribusi Pendapatan 
Angka proyeksi permintaan masyarakat terhadap layanan di sektor infrastruktur dihitung 
melalui pendekatan top down. Langkah pertama dalam metode top down adalah melakukan proyeksi 

terhadap PDB tahun 2020 (dengan memperhitungkan dampak COVID-19). Kemudian, berdasarkan angka 

proyeksi PDB 2020 maka dapat dihitung angka proyeksi konsumsi masyarakat tahun 2020. 

PDB 2020

Konsumsi
2020

Konsumsi
Infrastruktur 2020

Dampak terhadap
Pendapatan Rumah Tangga

Distribusi Pendapatan pada
Rumah Tangga

Memasukkan dampak Covid-19

Memproyeksikan data
konsumsi per sektor

Disagregasi menggunakan keterangan
dari PDB lapangan usaha

Memasukkan konsumsi infrastruktur
sebagai “shock” ke model IO

Perubahan pendaptan disimulasikan ke data
mikro rumah tangga melalui data SUSENAS
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Sumber : BPS, Bank Indonesia, Perhitungan Divisi Riset Ekonomi (2020)

Tabel 2. Proyeksi Permintaan Infrastruktur tahun 2020

Pertumbuhan 2019 
(yoy) Q1 (yoy) Q2 (yoy) 2020 F 

(yoy)

Konsumsi 5,04% 2,74% -5,51% -1,50%

Makanan dan minuman 5,16% 5,10% -0,71% 3,31%

Pakaian dan alas kaki 4,27% -3,29% -5,13% -1,12%

Perumahan, air, listri, gas, dll 4,66% 4,47% 2,36% 6,38%

Kesehatan dan pendidikan 6,60% 7,85% 2,02% 6,03%

Transportasi dan komunikasi 4,78% -1,81% -15,33% -11,32%

Restoran dan hotel 5,96% 2,39% -16,53% -12,51%

Sektor lain 3,09% 3,65% -3,23% 0,79%

Sektor 2019 2020 F

Perubahan 
Konsumsi 

Infrastruktur 
di 2020 
Akibat 

COVID-19

Air 67.259 71.556 4.297

Listrik 729.117 775.701 46.584

Kesehatan 113.584 120.460 6.876

Pendidikan 304.059 322.465 18.406

Transportasi 584.062 518.003 -66.059

Disagegrasi 
Sektor 

Infrastruktur

Permintaan terhadap infrastruktur (selain transportasi) seperti Air, Listrik, Kesehatan, dan 
Pendidikan diperkirakan tetap tumbuh positif di tahun 2020. Pada masa pandemi, pendapatan 

masyarakat secara umum mengalami tekanan sejalan dengan perlambatan ekonomi. Dalam kondisi 

tersebut, masyarakat akan memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan yang utama. Dalam konteks 

sektor infrastruktur, kebutuhan utama masyarakat adalah air, listrik, kesehatan, dan pendidikan.  

Aktivitas yang lebih banyak dilakukan di rumah (work from home dan school from home) akan 

mendorong permintaan listrik dan air masyarakat lebih banyak. Begitupun dengan layanan kesehatan 

yang semakin sering diakses oleh masyarakat di masa pandemi ini sejalan dengan kasus penyebaran 

COVID-19.   Sementara itu, permintaan terkait sektor transportasi di masa pandemi justru turun cukup 

besar. Pembatasan aktivitas untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 menjadi penyebab turunnya 

pemakaian transportasi umum di seluruh moda (darat, laut, udara).   

Selanjutnya, angka proyeksi permintaan infrastruktur tahun 2020 digunakan sebagai “shock” 
di Model Input – Output (IO) untuk menghitung dampak COVID-19 terhadap pendapatan rumah 
tangga.  Hasil proyeksi permintaan infrastruktur tahun 2020 tersebut digunakan sebagai shock 

terhadap permintaan akhir di Tabel IO sehingga didapatkan besarnya dampak Pandemi COVID-19 

terhadap pendapatan masyarakat. 

Setelah dampak Pandemi COVID-19 terhadap pendapatan rumah tangga dihitung melalui 
Table IO, selanjutnya hasil ini digunakan untuk menghitung distribusi pendapatan pada 
masa Pandemi COVID-19. Perubahan pendapatan di setiap sektor dari hasil perhitungan Tabel IO, 

selanjutnya disimulasikan kembali ke dalam data mikro rumah tangga menggunakan data SUSENAS 

tahun 2019. Pendapatan setiap rumah tangga (yang diestimasi dari total pengeluaran) di sektor tertentu 

diasumsikan berubah di masa COVID-19 sebesar persentase perubahan hasil simulasi Model IO di sektor 

yang bersesuaian. Selanjutnya, dihitung perbandingan distribusi pendapatan dan rasio gini pada saat 

sebelum COVID-19 dan selama Pandemi COVID-19.
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3.	 Dampak Perubahan Permintaan Sektor Infrastruktur terhadap Sektor-Sektor Lainnya 

Keterkaitan Permintaan Sektor Infrastruktur terhadap Sektor-Sektor Lainnya

Perubahan permintaan sektor infrastruktur berdampak pada perubahan output sektor-sektor 
lainnya dalam perekonomian, terutama sektor industri pengolahan. Tabel IO menunjukkan 

keterkaitan satu sektor dengan sektor lainnya. Perubahan permintaan terhadap satu sektor akan 

mempengaruhi permintaan terhadap output sektor lainnya dalam perekonomian. Berdasarkan hasil 

simulasi Tabel IO, didapatkan hasil bahwa Industri Pengolahan memiliki keterkaitan paling besar dengan 

sektor infrastruktur. Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor yang dapat berperan sebagai 

penyedia input bagi Sektor Infrastruktur seperti air, transportasi, pendidikan dan kesehatan. Sementara, 

untuk Sektor Pengadaan Listrik dan Gas memiliki keterkaitan yang besar dengan Sektor Pertambangan 

dan Penggalian. Temuan ini mengindikasikan bahwa bahan bakar minyak dan batu bara merupakan  

salah satu input terpenting dalam proses produksi di Sektor Pengadaan Listrik dan Gas. 

Sumber: Tabel Input Output, diolah Divisi Riset Ekonomi (2020)

Tabel 3. Keterkaitan Permintaan Infrastruktur terhadap Lima Sektor

Penyedia Input Terbesar

 Sektor Pengadan Air dan Pengelolaan Sampah

1. Sektor Industri Pengolahan 40,26%

2. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah 20,22%

3. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas 13,42%

4. Sektor Transportasi dan Pergudangan 8,91%

5. Sektor Administrasi Pemerintahan 5,40%

 Sektor Pengadaan Listrik dan Gas

1. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas 64,57%

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian 16,98%

3. Sektor Industri Pengolahan 12,29%

4. Sektor Transportasi dan Pergudangan 1,57%

5. Sektor Jasa Perusahaan 1,24%

Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

1. Sektor Industri Pengolahan 48,47%

2. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 14,10%

3. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran 12,18%

4. Sektor Pertanian, Kesehatan dan Perikanan 12,15%

5. Sektor Transportasi dan Pergudangan 3,72%

 Sektor Pendidikan

1. Sektor Industri Pengolahan 46,13%

2. Sektor Informasi dan Komunikasi 14,23%

3. Sektor Jasa Pendidikan 9,07%

4. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran 8,99%

5. Sektor Transportasi dan Pergudangan 8,47%

  Sektor Transportasi dan Pergudangan

1. Sektor Industri Pengolahan 48,01%

2. Sektor Transportasi dan Pergudangan 17,12%

3. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran 10,83%

4. Sektor Jasa Perusahaan 6,45%

5. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi 4,16%
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Dampak Perubahan Permintaan Infrastruktur pada Masa Pandemi COVID-19 terhadap 
Pendapatan Masyarakat 

Proyeksi permintaan infrastruktur pada masa Pandemi COVID-19 memberikan dampak pada 
pendapatan masyarakat di sektor-sektor lainnya. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, pada 

masa Pandemi COVID-19, permintaan infrastruktur air, listrik, kesehatan, dan pendidikan mengalami 

peningkatan. Sementara, permintaan terhadap infrastruktur transportasi mengalami penurunan. 

Perubahan permintaan di kelima sektor infrastruktur tersebut akan menjadi “shock” dalam simulasi 

Model IO untuk mendapatkan dampak terhadap pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor-sektor 

lainnya.   

Peningkatan permintaan terhadap infrastruktur air, listrik, pendidikan, dan kesehatan pada 
masa pandemi COVID-19 meningkatkan pendapatan masyarakat di sektor lainnya seperti Sektor 
Pertanian, Pertambangan, dan Informasi dan Komunikasi.  Meningkatnya permintaan terhadap 

sektor infrastruktur kesehatan pada masa Pandemi COVID-19 meningkatkan pendapatan masyarakat 

di sektor pertanian. Sementara, peningkatan permintaan terhadap infrastruktur listrik meningkatkan 

pendapatan masyarakat pada Sektor Pertambangan. Selanjutnya, peningkatan permintaan terhadap 

infrastruktur Sektor Pendidikan meningkatkan pendapatan masyarakat yang bekerja di Sektor Informasi 

dan Komunikasi. 

Sebaliknya, menurunnya permintaan terhadap infrastruktur transportasi menurunkan 
pendapatan masyarakat di sektor lainnya seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, Jasa 
Perusahaan, Jasa Keuangan dan Penyedia Akomodasi. Tingginya keterkaitan antara infrastruktur 

transportasi dengan sektor lainnya yang menyediakan input untuk Sektor Transportasi, menyebabkan 

penurunan permintaan terhadap infrastruktur transportasi pada masa Pandemi COVID-19 juga 

berpengaruh terhadap permintaan output sektor-sektor lainnya. Menurunnya permintaan output sektor 

lainnya akan menurunkan pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor-sektor tersebut. Sektor-

sektor yang berkaitan erat dengan infrastruktur transportasi adalah Sektor Industri Pengolahan, Sektor 

Perdagangan, Sektor Jasa Perusahaan, Sektor Jasa Keuangan, dan Sektor Penyedia Akomodasi, Makanan 

dan Minuman.
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Sektor Dampak

Pertanian, Kehutanan dan 
Perikanan

0,01%

Pertambangan dan Penggalian 0,89%

Industri Pengolahan -0,01%

Pengadaan Listrik dan Gas 6,55%

Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah

15,60%

Konstruksi -0,01%

Perdagangan Besar dan Eceran -0,08%

Transportasi dan Pergudangan -5,54%

Penyedia Akomodasi dan Makan 
Minum

-0,06%

Sektor Dampak

Informasi dan Komunikasi 0,04%

Jasa Keuangan dan Asuransi -0,05%

Real Estat -0,01%

Jasa Perusahaan -0,19%

Administrasi Pemerintahan -0,02%

Jasa Pendidikan 3,94%

Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial

2,21%

Jasa Lainnya -0,02%

Sumber: Tabel Input Output, diolah Divisi Riset Ekonomi (2020)

Tabel 4. Dampak Perubahan Permintaan Infrastruktur terhadap

Pendapatan Masyarakat Di Sektor Lainnya

4.	 Dampak Permintaan Infrastruktur selama Pandemi COVID-19 terhadap Distribusi Pendapatan
Perubahan permintaan masyarakat terhadap lima sektor infrastrukstur pada masa Pandemi 
COVID-19 mengakibatkan perubahan distribusi pendapatan di seluruh sektor perekonomian 
Indonesia. Hal ini terlihat dari simulasi perbandingan antara distribusi pendapatan pada masa 

sebelum pandemi COVID-19 dengan pada masa Pandemi COVID-19. Dengan melakukan simulasi data 

mikro rumah tangga yang diambil dari data Susenas 2019, didapatkan hasil bahwa sepuluh persen 

penduduk berpendapatan terbawah menikmati 2,90 persen  “kue” perekonomian Indonesia pada 

saat sebelum Pandemi COVID-19. Namun, pada masa Pandemi COVID-19, sepuluh persen penduduk 

terbawah menikmati ‘kue’ perekonomian hanya sebesar 2,66 persen. Begitu juga dengan dua puluh 

persen penduduk berpendapatan terbawah, menikmati 6,94 persen kue perekonomian Indonesia pada 

masa sebelum pandemi COVID-19. Namun, akibat Pandemi COVID-19, dua puluh persen penduduk 

berpendapatan terbawah menikmati hanya 6,42 persen kue perekonomian. Secara lebih lengkap, 

perbandingan mengenai kumulatif pendapatan berdasarkan desil-nya dapat dilihat pada tabel berikut 

ini. 
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Persen Pendapatan Kumulatif (%)

Desil

Porsi Kumulatif Pendapatan (%)

Sebelum Covid Setelah Covid

1 2,90 2,66

2 6,94 6,42

3 11,88 11,02

4 17,71 16,05

5 24,59 23,03

6 32,78 30,85

7 42,57 40,25

8 54,51 51,88

9 70,09 67,53

10 100 100

Rasio 
Gini

0,38 0,41

Sumber : Data Susenas 2019, hasil simulasi Divisi Riset Ekonomi (2020)

Tabel 5. Perbandingan 

Kumulatif Pendapatan 

Berdasarkan Desil (%)

Gambar 4. Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan Sebelum dan Setelah 

Perubahan Permintaan Lima Sektor Infrastruktur Akibat COVID-19

Catatan : Pengertian angka desil pada tabel ini:
1 artinya 10% penduduk terbawah, 2 artinya 
20% penduduk terbawah, dan seterusnya.

Catatan : Warna biru sebelum COVID-19 dan warna merah setelah Covid 19.

Perubahan permintaan masyarakat terhadap lima sektor infrastruktur pada masa pandemi 
COVID-19 diproyeksikan akan menyebabkan distribusi pendapatan cenderung memburuk. 
Hal ini ditunjukkan oleh rasio gini sebelum pandemi COVID-19 sebesar 0,38 kemudian diproyeksikan 

meningkat menjadi 0,41 pada masa pandemi COVID-19. Perubahan rasio gini terlihat lebih jelas dari 

gambar Kurva Lorenz yang menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan. Semakin dekat kurva 

dengan garis diagonal, semakin baik kondisi distribusi pendapatannya. Sebaliknya, semakin jauh kurva 

dengan garis diagonal, maka semakin tidak merata distribusi pendapatan. Terlihat bahwa Kurva Lorenz 

pada masa pandemi COVID-19 lebih rendah daripada Kurva Lorenz sebelum pandemi COVID-19. Hal ini 

mengakibatkan nilai rasio gini semakin besar yang artinya distribusi pendapatan semakin buruk akibat 

pandemi COVID-19.  
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5.	 Implikasi Kebijakan
Kebijakan untuk meningkatkan permintaan golongan masyarakat ekonomi menengah ke 
bawah di masa pandemi diperlukan untuk memperbaiki ketimpangan distribusi pendapatan. 
Adanya perubahan dalam permintaan terhadap infrastruktur menyebabkan memburuknya ketimpangan 

distribusi pendapatan di masa pandemi. Dengan demikian diperlukan kebijakan untuk menambah 

permintaan (daya beli) masyarakat golongan menengah ke bawah untuk mengatasi ketimpangan 

tersebut. Dalam masa pandemi ini pemerintah telah mengeluarkan beberapa paket kebijakan untuk 

mendukung pemulihan ekonomi, yang paling terkini adalah stimulus sebesar Rp695,20 triliun yang 

akan dialokasikan kepada beberapa program yaitu kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pembiayaan korporasi serta sektoral K/L & Pemda. 

Dari paket stimulus tersebut, Divisi Riset Ekonomi PT SMI mengidentifikasi terdapat beberapa program 

yang dapat mendorong permintaan masyarakat golongan menengah ke bawah. Yang pertama adalah 

Perlindungan Sosial diantaranya dalam bentuk PKH, bantuan sosial, diskon listrik dan BLT Dana Desa. 

Selanjutnya, program untuk meningkatkan permintaan tersebut juga terdapat di stimulus untuk sektoral 

K/L & Pemda berupa program padat karya serta program untuk bantuan kepada UMKM.  

Akurasi dan efektivitas dari program stimulus sangat krusial untuk memperbaiki ketimpangan 
distribusi pendapatan dan mempercepat proses pemulihan ekonomi.  Keberhasilan program 

stimulus ekonomi dalam mendorong permintaan masyarakat golongan menengah ke bawah ditentukan 

setidaknya dari dua faktor utama yaitu akurasi penyaluran bantuan dan efektivitas (kecepatan) 

penyaluran bantuan. Akurasi penyaluran bantuan memerlukan database penduduk yang tepat sehingga 

setiap daerah memiliki pemetaan yang baik mengenai  masyarakat golongan menengah ke bawah. Setiap 

bantuan yang disalurkan pemerintah harus dipastikan dapat diserap masyarakat yang berhak menerima 

sehingga peningkatan permintaan dapat terjadi sesuai dengan hitungan yang direncanakan. Faktor 

selanjutnya adalah adalah kecepatan pelaksanaan program di lapangan dengan tetap menjalankan tata 

kelola yang baik. Sinergi dan koordinasi yang baik antar institusi dan pihak terkait sangat diperlukan 

untuk mendukung kecepatan pelaksanaan program stimulus.
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Ketidaksesuaian (Mismatch) 
antara Permintaan dan 
Penawaran Tenaga Kerja Pasca 
Pandemi COVID-19

Executive Summary
•	 Diprediksikan Sektor Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Pendidikan dan 

Kesehatan yang banyak menyerap tenaga kerja skilled merupakan sektor yang 

tumbuh positif pasca pandemi.

•	 Sementara, sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja unskilled seperti 

Sektor Transportasi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Konstruksi, 

dan Industri Pengolahan diproyeksikan akan mengalami perlambatan sehingga 

terjadi peningkatan pengangguran unskilled.

•	 Meningkatnya pengangguran unskilled pasca pandemi dapat bersifat permanen 

karena terjadi ketidaksesuaian (mismatch) dengan permintaan tenaga kerja 

skilled yang meningkat ketika perekonomian pulih (Hysteresis).

•	 Dibutuhkan berbagai kebijakan pemerintah yang efektif untuk mengatasi 

masalah Hysteresis melalui pelatihan maupun beasiswa pendidikan yang sudah 

mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja masa pandemi dan pasca pandemi.

09Bab

Monthly Economic Update (MEU) edisi September 2020
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1.	 Sektor yang berkembang pada masa dan Pasca Pandemi
Pandemi COVID-19 telah mengubah perilaku masyarakat untuk lebih banyak tinggal di rumah, 
membatasi mobilitas, dan memanfaatkan media online dalam melakukan aktivitas. Berdasarkan 

data mobilitas penduduk yang disediakan oleh Google Report pada 27 September 2020, mobilitas 

penduduk Indonesia masih lebih rendah dibandingkan masa sebelum pandemi (baseline) khususnya 

untuk tujuan tempat retail dan rekreasi, pusat transportasi umum, dan tempat kerja. Sementara, mobilitas 

penduduk ke toko bahan makanan dan apotek serta taman sudah kembali seperti masa sebelum 

pandemi. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat untuk pelayanan 

kesehatan terutama obat-obatan serta kebutuhan masyarakat akan ruang publik seperti taman. Namun, 

masih adanya kekhawatiran masyarakat akan tertular Virus COVID-19 maka mobilitas penduduk ke area 

pemukiman masih lebih tinggi dibandingkan dengan masa sebelum pandemi.

Dengan adanya perubahan perilaku masyarakat pada masa pandemi COVID-19, diprediksikan 
Sektor Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pendidikan dan Kesehatan 
merupakan sektor yang tumbuh positif pada masa pasca pandemi. Ketergantungan masyarakat 

terhadap pelayanan berbasis internet mengalami kenaikan selama masa pandemi. Pada saaat 

masyarakat dianjurkan untuk melakukan aktivitas di rumah maka masyarakat lebih bergantung kepada 

pelayanan (services) yang berbasis teknologi, khususnya aplikasi melalui telepon seluler. Pelayanan 

untuk konsumsi, jasa konsultasi kesehatan, pendidikan, maupun transaksi keuangan melalui teknologi 

informasi menyebabkan sektor informasi dan komunikasi tumbuh positif pada masa pandemi dan pasca 

pandemi. Selain itu, sektor jasa keuangan, jasa kesehatan dan jasa pendidikan juga akan diproyeksikan 

tumbuh positif. Pertumbuhan yang positif dari sektor-sektor tersebut tentunya akan menyebabkan 

permintaan untuk tenaga kerja pada sektor tersebut menjadi lebih tinggi pada masa pasca pandemi.

Gambar 1.

Data Mobilitas Penduduk Indonesia Menurut Tempat Tujuan per 27 September 2020

Retail dan
Rekreasi

-15%
Pusat 
Transportasi 
Umum

-30%

Toko Bahan 
Makanan 
dan Apotek

0%

Tempat 
Kerja

-12%

Taman

0%

Area 
Pemukiman

+12%

Sumber: Google Mobility Report (2020)
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2.	 Struktur Tenaga Kerja Sektor-Sektor Ekonomi di Indonesia
Berdasarkan pendidikannya, tenaga kerja yang bekerja di Sektor Pertanian, Sektor 
Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Air, Konstruksi, Perdagangan, 
Transportasi, Penyedia Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya sebagian besar memiliki 
tingkat pendidikan maksimal SMP. Sebanyak 86 persen tenaga kerja yang bekerja di Sektor Pertanian 

memiliki pendidikan maksimal SMP. Sementara, hanya sebagian kecil tenaga kerja yang berpendidikan 

SMK maupun universitas yang mau bekerja di Sektor Pertanian. Begitu juga halnya dengan Sektor 

Konstruksi dimana sebagian besar tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut memiliki pendidikan 

tertinggi SMP. Menariknya, Sektor Industri Pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap 

keseluruhan perekonomian Indonesia, hampir 60 persen tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut 

masih berpendidikan maksimal SMP. Hal ini menunjukkan bahwa Industri Pengolahan masih didominasi 

unskill labor sehingga mempengaruhi inovasi dan daya saing produk Industri Pengolahan Indonesia.

Sementara, Sektor Pengadaan Listrik, Informasi dan Komunikasi, Real Estat, serta Sektor 
Jasa Perusahaan memiliki tenaga kerja yang sebagian besar berpendidikan lulusan SMU/SMK. 
Pekerja berpendidikan SMU dan kejuruan di empat sektor ini terlihat relatif tinggi dibandingkan dengan 

sektor-sektor lain. Meskipun keempat sektor ini didominasi oleh pekerja berpendidikan SMU/SMK, namun 

komposisi pekerja berpendidikan universitas juga relatif tinggi. Sektor Informasi dan Komunikasi memiliki 

tenaga kerja berpendidikan universitas sebesar 38 persen. Tiga sektor lainnya yaitu Jasa Perusahaan, 

Real Estat, dan Pengadaan Listrik memiliki komposisi pekerja berpendidikan universitas masing-masing 

sebesar 30 persen, 22 persen, dan 17 persen.

Sektor Jasa Keuangan, Jasa Pendidikan dan Jasa Kesehatan menyerap tenaga kerja terampil 
(skilled labor) dengan pendidikan lulusan universitas. Sektor Jasa Pendidikan memiliki jumlah 

tenaga kerja dengan komposisi pendidikan lulusan universitas sebesar 76 persen. Demikian juga halnya 

dengan Sektor Jasa Kesehatan yang 68 persen tenaga kerjanya memiliki pendidikan lulusan universitas. 

Selanjutnya, Jasa Keuangan dan Jasa Administrasi Pemerintahan yang membutuhkan tenaga kerja 

terampil dalam rangka melaksakan pekerjaan terkait administrasi dan perhitungan keuangan memiliki 

komposisi pekerja dengan pendidikan universitas yang relatif tinggi. Meskipun data yang digunakan 

disini adalah data tahun 2017, namun berdasarkan pengalaman empiris struktur pendidikan tidak 

berubah signifikan dalam periode 3 tahun sehingga sampai tahun 2020 struktur pendidikan ini tidak 

banyak berubah.
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Lapangan Kerja Utama
Komposisi Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tidak Tamat
SD/SMP SMU SMK Universitas Total

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 86,3% 9,3% 3,1% 1,3% 100%

Pertambangan dan Penggalian 64,2% 18,2% 9,8% 7,9% 100%

Industri Pengolahan 56,9% 20,1% 17,0% 6,0% 100%

Pengadaan Listrik dan Gas 23,9% 30,3% 28,6% 17,3% 100%

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah 66,9% 17,6% 9,4% 6,1% 100%

Konstruksi 73,5% 13,7% 8,3% 4,5% 100%

Perdagangan Besar dan Eceran 53,9% 23,4% 14,9% 7,8% 100%

Transportasi dan Pergudangan 56,4% 23,2% 14,1% 6,4% 100%

Penyedia Akomodasi dan Makan Minum 59,8% 20,6% 13,9% 5,7% 100%

Informasi dan Komunikasi 11,9% 29,6% 20,4% 38,1% 100%

Jasa Keuangan dan Asuransi 5,8% 25,6% 15,8% 52,9% 100%

Real Estat 34,9% 23,5% 19,3% 22,3% 100%

Jasa Perusahaan 24,4% 26,5% 19,0% 30,2% 100%

Administrasi Pemerintahan 7,3% 33,7% 12,3% 46,7% 100%

Jasa Pendidikan 4,2% 14,6% 5,4% 75,9% 100%

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 11,0% 11,4% 9,5% 68,1% 100%

Jasa Lainnya 65,0% 17,9% 10,9% 6,2% 100%

Total 60,1% 17,5% 10,4% 12,1% 100%

Keterangan : Warna hijau muda menunjukkan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan tertinggi yang dominan dalam sektor terkait.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017.

Tabel 1. Komposisi Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan,

Tahun 2017
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3.	 Perkembangan Sektor Ekonomi Pada Saat dan Pasca Pandemi dan Permintaan Tenaga Kerja
Berdasarkan proyeksi Kementerian Keuangan, sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan 
tertinggi pada tahun 2020 adalah Sektor Informasi dan Komunikasi, Jasa Kesehatan, Pengadaan 
Air, Jasa Keuangan, dan Jasa Pendidikan. Sektor Informasi dan Komunikasi diproyeksikan akan 

tumbuh tertinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yaitu sebesar 10,7% - 11,2% pada tahun 

2020. Selanjutnya, Sektor Jasa Kesehatan diperkirakan tumbuh 5,8% – 6,4%, Sektor Pengadaan Air 

tumbuh sebesar 4,6% - 4,8%, Sektor Jasa Keuangan tumbuh sebesar 4,3% - 4,7%, dan Jasa Pendidikan 

tumbuh sebesar 3,0% – 3,6%.

Sementara sektor-sektor yang diproyeksi terdampak paling besar akibat pandemi COVID-19 
adalah Sektor Transportasi dan Pergudangan, Penyedia Akomodasi dan Makan Minum, 
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Industri Pengolahan. Dengan dibatasinya mobilitas penduduk 

maka Sektor Transportasi dan Pergudangan diperkirakan mengalami pertumbuhan negatif 15,4%-12,7% 

pada tahun 2020. Sektor Penyedia Akomodasi, Makan dan Minum juga terdampak signifikan akibat 

pandemi dengan pertumbuhan negatif 12,7%-7,3%. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran diperkirakan 

tumbuh negatif 3,3%-1,0% dan Sektor Industri Pengolahan diperkirakan tumbuh negatif 2,4% - 0,5%.

Perkembangan sektor-sektor ekonomi ke depan akan berpengaruh terhadap besarnya 
pemintaan tenaga kerja berdasarkan elastisitas permintaan tenaga kerja masing-masing sektor. 
Elastistas permintaan tenaga kerja mengukur persentase perubahan permintaan tenaga kerja apabila 

terjadi perubahan satu persen pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi. Lembaga Demografi FEB UI 

dengan menggunakan Metode Two-Way Fixed Effect Controlling Dummy Provinsi menghitung elastisitas 

permintaan tenaga kerja terhadap pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi. Dengan menggunakan 

nilai elastisitas tenaga kerja per masing-masing sektor dan proyeksi pertumbuhan sektor ekonomi tahun 

2020 oleh Kementerian Keuangan maka akan diperoleh proyeksi pertumbuhan permintaan tenaga kerja 

per masing-masing sektor pada tahun 2020.

Empat sektor ekonomi yang memiliki elatisitas tenaga kerja tertinggi adalah Sektor 
Perdagangan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Real Estat, dan Penyedia Akomodasi. Nilai 

elastisitas Sektor Perdagangan adalah sebesar 0,87 yang berarti bahwa setiap adanya pertumbuhan di 

Sektor Perdagangan sebesar 1 persen akan menyerap tenaga kerja di sektor perdagangan sebesar 0,87 

persen. Sementara itu, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Real Estat, dan Penyedia Akomodasi 

memiliki elastisitas yang sama yaitu sebesar 0,86. Sektor-sektor yang diperkirakan akan tumbuh tinggi 

pada masa pandemi maupun pasca pandemi seperti Sektor Kesehatan memiliki elastisitas tenaga kerja 

sebesar 0,67. Sementara, Sektor Pendidikan memiliki elastisitas tenaga kerja sebesar 0,66, Sektor 

Informasi dan Komunikasi sebesar 0,64 serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,86. Sektor lain 

yang memiliki elastisitas tenaga kerja terendah adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 

0,31 dan Sektor Pengadaan Listrik sebesar 0,43.
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Sektor Ekonomi Outlook
2020

Elastisitas
Tenaga 
Kerja

Pertanian, Kehutanan dan 
Perikanan

1,1-1,3 0,85

Pertambangan dan Penggalian (1,0)-(0,5) 0,31

Industri Pengolahan (2,4)-(0,5) 0,58

Pengadaan Listrik dan Gas (0,1)-0,7 0,43

Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah

4,6-4,8 0,54

Konstruksi (0,9)-(0,3) 0,79

Perdagangan Besar dan Eceran (3,3)-(1,0) 0,87

Transportasi dan Pergudangan (15,4)-(12,7) 0,55

Penyedia Akomodasi dan Makan 
Minum

(12,7)-(7,3) 0,86

Sektor Ekonomi Outlook
2020

Elastisitas
Tenaga 
Kerja

Informasi dan Komunikasi 10,7-11,2 0,64

Jasa Keuangan dan Asuransi 4,3-4,7 0,86

Real Estat 3,0-3,2 0,86

Jasa Perusahaan (1,4)-(0,3) 0,49

Administrasi Pemerintahan 1,0-1,5 0,77

Jasa Pendidikan 3,0-3,6 0,66

Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial

5,8-6,4 0,67

Jasa Lainnya (3,0)-(0,2) 0,75

Sumber: Kementerian Keuangan, Lembaga Demografi FEB UI, 2020.

Sektor-sektor yang diproyeksikan akan mengalami peningkatan permintaan tenaga kerja 
tertinggi pada masa pandemi dan pasca pandemi adalah Sektor Informasi dan Komunikasi, 
Sektor Kesehatan, Jasa Keuangan, serta Sektor Pendidikan. Melonjaknya permintaan tenaga kerja 

terhadap sektor-sektor tersebut berkaitan dengan tingginya proyeksi pertumbuhan ekonomi sektor 

tersebut pada tahun 2020. Sementara itu, sektor-sektor yang diproyeksikan akan mengalami penurunan 

permintaan tenaga kerja paling besar adalah Penyedia Akomodasi Makan dan Minum serta Transportasi. 

Kedua sektor tersebut pada masa pandemi COVID-19 terdampak paling besar akibat menurunnya 

mobilitas penduduk terutama pada saat pemberlakukan PSBB di beberapa daerah. Menurunnya 

permintaan tenaga kerja untuk kedua sektor tersebut pada akhirnya akan menambah pengangguran.

Tabel 2. Elastisitas Tenaga Kerja dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Sektor
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Pertanian, Kehutanan dan 
Perikanan

0,9% - 1,1%

Pertambangan dan Penggalian (0,3%) - (0,2%)

Industri Pengolahan (1,4%) - (0,3%)

Pengadaan Listrik dan Gas 0,0% - 0,3%

Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah

2,5% - 2,6%

Konstruksi (0,7%) - (0,2%)

Perdagangan Besar dan Eceran (2,9%) - (0,9%)

Transportasi dan Pergudangan (8,5%) - (7,0%)

Penyedia Akomodasi dan Makan 
Minum

(10,9%) - (6,3%)

Informasi dan Komunikasi 6,8% - 7,1%

Jasa Keuangan dan Asuransi 3,7% - 4,1%

Real Estat 2,6% - 2,8%

Jasa Perusahaan (0,7%) - (0,1%)

Administrasi Pemerintahan 0,8% - 1,2%

Jasa Pendidikan 2,0% - 2,4%

Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial

2,9% - 4,3%

Jasa Lainnya (2,2%) - (0,1%)

Pertumbuhan Permintaan Tenaga Kerja Pada Sektor-Sektor Ekonomi Tahun 2020

Sumber: Divisi Riset Ekonomi 2020

Tabel 3. Proyeksi Pertumbuhan Permintaan Tenaga Kerja Per Sektor Tahun 2020
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4.	 Mismatch antara Permintaan (Demand) dan Penawaran (Supply) Tenaga Kerja Pasca Pandemi: 
Teori dan Empiris

Landasan Teori Hysteresis

Secara teori, krisis ekonomi yang berkepanjangan dapat menyebabkan pengangguran 
meningkat dan bersifat permanen akibat berubahnya struktur ekonomi dan permintaan tenaga 
kerja atau dikenal dengan Hysteresis. Fenomena ini melihat peningkatan pengangguran pada saat 

krisis ekonomi dan diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan pengangguran tersebut 

ke tingkat pengangguran semula, atau bahkan tingkat pengangguran ini tidak akan pernah kembali ke 

tingkat awal tersebut9. Seperti contoh, pemulihan ekonomi di Amerika Serikat (AS) saat resesi ekonomi 

tahun 1970, 1975, dan 1982 membutuhkan waktu 6 bulan untuk mencapai tingkat pengangguran 

semula. Sedangkan pada resesi ekonomi tahun 1991, 2001 dan 2009 AS membutuhkan 20 bulan untuk 

mengembalikan tingkat pengangguran ke tingkat sebelum krisis10. Salah satu faktor yang menyebabkan 

terjadinya pengangguran yang bersifat permanen adalah terjadinya perubahan struktur ekonomi yang 

mempengaruhi permintaan tenaga kerja saat perekonomian sudah mulai pulih dari krisis.

Hysteresis dapat juga disebabkan oleh menurunnya tingkat keterampilan (skill deterioration) 
dari pekerja karena terlalu lama menganggur11. Menurunnya permintaan tenaga kerja pada saat 

pandemi karena pelemahan aktivitas ekonomi menyebabkan pengangguran meningkat. Terbatasnya 

kemampuan perusahaan untuk mempekerjakan kembali pekerja yang menganggur menyebabkan 

pengangguran akan bersifat permanen. Semakin lama para pekerja menganggur maka tingkat 

keterampilan mereka akan turun sehingga akan menurunkan produktivitas. Hal ini yang menyebabkan 

perekonomian dan penyerapan tenaga kerja sulit untuk kembali ke tingkat sebelum pandemi. Untuk 

melihat fenomena Hysteresis secara teori pada saat dan pasca pandemi dapat dilihat dalam gambar 

berikut ini.

9 Tolvi, J. 2003. Unemployment persistence of different labour force groups in Finland. Applied Economics Letter, 2003, 10, 

455-458.
10 Reifschneider, D., W. Wascher, and D. Wilcox (2015). Aggregate supply in the united states: recent developments and 

implications for the conduct of monetary policy. IMF Economic Review 63(1), 71–109.
11 Dosi.G, Pereira. M.c., Roventini.A, Virgilito. M. E., (2017). Causes and Consequences of Hysteresis: Aggregate Demand, 

Productivity and Employment. Working Paper ISIGrowth.
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Sumber : Divisi Riset Ekonomi PT SMI, 2020

Pada kategori pengangguran skilled dan unskilled, maka pada masa pandemi, pengangguran 
unskilled akan meningkat lebih tajam dibandingkan dengan pengangguran skilled (lihat Gambar 
di atas). Pada saat diberlakukannya pembatasan mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi (titik a), 

maka perekonomian akan mengalami penurunan dan pengangguran akan mulai meningkat. Pandemi 

COVID-19 berdampak lebih besar terhadap sektor-sektor dengan komposisi tenaga kerja unskilled 

yang lebih dominan karena sektor-sektor tersebut membutuhkan interaksi dan kehadiran langsung, 

misalnya sektor pariwisata, perdagangan, konstruksi dan transportasi. Sementara sektor yang lebih 

banyak mempekerjakan tenaga kerja skilled terdampak COVID-19 lebih rendah karena tipe pekerjaan 

tenaga kerja skilled dapat dilakukan melalui media online. Dengan demikian peningkatan pengangguran 

unskilled akan lebih tinggi dibandingkan peningkatan pengangguran skilled pada masa pandemi. Pada 

diagram Hysteresis, kondisi tersebut digambarkan dengan slope kurva pengangguran unskilled yang 

meningkat lebih curam dibandingkan dengan slope kurva pengangguran skilled.

Pada masa pasca pandemi dimana jumlah kasus harian COVID-19 mulai menurun, aktivitas 
perekonomian mulai meningkat dan pengangguran terutama unskilled mengalami penurunan. 
Ketika kondisi pandemi membaik maka aktivitas ekonomi akan kembali meningkat (pergerakan setelah 

titik e). Dalam kondisi tersebut, baik pengangguran unskilled dan skilled akan berkurang jumlahnya. 

Namun, turunnya pengangguran skilled pada masa pemulihan ekonomi lebih besar dibandingkan dengan 

unskilled. Pada akhirnya jumlah pengangguran unskilled akan bersifat permanen dan lebih banyak 

dibandingkan jumlah pengangguran skilled.

Grafik 1. Teori Hysteresis pada Masa Pandemi
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Dalam fenomena Hysteresis, pengangguran di masa pasca pandemi akan sulit untuk turun ke level 

pengangguran pada masa sebelum pandemi. Hal ini disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi 

yang kemudian mempengaruhi permintaan tenaga kerja atau menurunnya tingkat keterampilan (skill 

deterioration) dari pekerja karena terlalu lama menganggur.

Potensi Terjadinya Hysteresis di Indonesia

Tingginya proyeksi pertumbuhan sektor-sektor seperti Informasi dan Komunikasi, Keuangan, 
Kesehatan, dan Pendidikan pasca pandemi akan meningkatkan permintaan terhadap tenaga 
kerja skilled. Kalau dilihat dari penjelasan sebelumnya, sektor-sektor tersebut dominan mempekerjakan 

tenaga kerja terdidik atau skilled dengan lulusan universitas. Dengan demikian, ketika sektor-sektor 

tersebut diproyeksikan akan tumbuh positif pada masa pandemi ataupun pasca pandemi, maka 

permintaan terhadap tenaga kerja skilled akan mengalami peningkatan. Sementara, sektor-sektor yang 

banyak menyerap tenaga kerja unskilled seperti sektor transportasi, akomodasi, konstruksi, dan industri 

pengolahan diproyeksikan akan mengalami perlambatan sehingga terjadi peningkatan pengangguran 

unskilled.

Meningkatnya pengangguran unskilled pada saat meningkatnya permintaan terhadap tenaga 
kerja skilled menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian (mismatch) antara permintaan dan 
penawaran tenaga kerja. Ketidaksesuain antara tingginya permintaan terhadap tenaga kerja 

skilled dan tingginya pengangguran unskilled pada masa pandemi dan pasca pandemi, menyebabkan 

pengangguran unskilled akan bersifat permanen dan jangka panjang. Hal ini mengindikasikan adanya 

potensi fenomena Hysteresis akan terjadi di Indonesia ketika perekonomian sudah mulai pulih pada 

pasca pandemi. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan 

untuk menghindari terjadinya fenomena Hysteresis.

5.	 Implikasi Kebijakan
Kebijakan pemerintah yang ekspansif sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya 
Hysteresis. Selain untuk perlindungan sosial dan bantuan kesehatan, kebijakan ekspansif pemerintah 

juga dapat ditujukan untuk memperkecil gap permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja. 

Pemerintah telah mempunyai instrumen kebijakan yang dapat dioptimalkan baik dalam masa pandemi 

maupun pasca pandemi yaitu Program Kartu Pra Kerja dan Program Beasiswa dari Pemerintah.
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Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja skilled dapat dilakukan melalui program beasiswa 
pendidikan yang lebih terarah. Menyediakan supply tenaga kerja skilled dari domestik memerlukan 

waktu yang tidak singkat. Oleh karena itu, dalam jangka sangat pendek salah satu cara yang lazim 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja skilled di bidang tertentu (contoh: bidang IT) 

biasanya dengan merekrut tenaga asing. Dalam jangka menengah - panjang, salah satu alternatif solusi 

untuk memperkecil gap kebutuhan tenaga kerja skilled adalah dengan program beasiswa dari pemerintah. 

Prioritas pemberian beasiswa dapat diarahkan kepada pemilihan studi yang sesuai dengan kebutuhan 

pasar tenaga kerja di masa dan pasca pandemi. Melalui program beasiswa, perpindahan tenaga kerja 

skilled antar sektor dapat terjadi. Seorang insinyur bidang kimia dapat mengambil studi pasca sarjana di 

bidang keuangan untuk dapat berpindah sektor dari pertambangan ke jasa keuangan.

Program peningkatan keterampilan (upskilling) untuk kelompok pekerja unskilled. Pandemi 

telah mengakibatkan penurunan kinerja di berbagai sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja 

unskilled sehingga akhirnya terjadi pengangguran unskilled. Melalui program Kartu Prakerja pemerintah 

dapat membantu kelompok pengangguran unskilled untuk meningkatkan pengetahuan teknis mereka. 

Dengan adanya peningkatan keterampilan teknis maka kelompok pengangguran unskilled berpotensi 

untuk masuk ke sektor skilled.  

Kebijakan yang dapat mendukung skema “employee sharing” dalam rangka mengurangi 
pengangguran. Pandemi telah berakibat buruk bagi aktivitas bisnis di beberapa sektor namun ada 

sektor lain yang aktivitas bisnisnya justru meningkat. Konsep dari employee sharing adalah meminjamkan 

pegawai dari perusahaan/sektor yang sedang lesu bisnisnya kepada perusahaan/sektor yang sedang 

mengalami kenaikan permintaan. Hal ini dimungkinkan karena banyak pekerja di sektor yang sedang 

lesu dalam posisi menganggur dan tersedia untuk dipinjamkan. 

Mekanisme employee sharing sudah dipraktikan di beberapa negara seperti Tiongkok. Melalui skema 

employee sharing maka perusahaan retail dan pengiriman makanan bernama Hema menjalin kerjasama 

dengan beberapa perusahaan yang bisnisnya menurun akibat pandemi. Hema membutuhkan banyak 

tambahan tenaga kerja untuk melayani pesanan pengiriman makanan yang meningkat selama pandemi. 

Sebanyak lebih dari 3000 pekerja baru di Hema berasal dari puluhan perusahaan di sektor berbeda yang 

terdampak pandemi. Dalam skema ini, Hema akan menerima karyawan dan menentukan keterampilanya 

masing-masing. Selanjutnya kedua belah pihak akan menentukan lamanya peminjaman karyawan serta 

implikasinya terhadap perhitungan gaji, tunjangan, dan asuransi untuk para pekerja pinjaman tersebut.   

Terdapat pra kondisi dalam skema employee sharing yaitu bidang pekerjaan pada perusahaan yang 

meminjam tenaga kerja  relatif mudah dilakukan oleh para pekerja unskilled. Dalam hal ini, skema 

employee sharing dapat bekerja paling baik bagi para pekerja unskilled. Dalam contoh Hema, para pekerja 

baru dari sektor lainnya mendapatkan pelatihan singkat menjadi penyortir barang atau pembungkus 

barang. 
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Dukungan yang dapat diberikan oleh Pemerintah adalah berupa penyediaan informasi mengenai sektor 

dan pekerja yang mengalami penurunan bisnis dan sektor serta pekerja yang mengalami kenaikan 

permintaan pada masa pandemi. Dengan kata lain pemerintah dapat berfungsi sebagai matchmaker 

dalam memfasilitasi skema employee sharing. 

Bantuan untuk kewirausahaan sangat diperlukan pada masa pandemi dan pasca pandemi. 
Perpindahan tenaga kerja dari sektor formal ke sektor informal berpotensi tinggi terjadi pada masa 

pandemi. Pekerja baik skilled maupun unskilled yang diberhentikan dari pekerjaanya dapat beralih 

menjadi driver transportasi online atau membuka usaha sendiri. Program kartu prakerja dalam bentuk 

pelatihan dapat dimanfaatkan untuk membantu mereka yang akan terjun menjadi wirausaha. 

Sumber : Divisi Riset Ekonomi PT SMI, 2020

Kebijakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap teknologi dan internet. Teknologi 

tepat guna dapat menjadi game changer untuk upaya penyiapan tenaga kerja di masa pandemi. 

Social distancing membuat sistem pelatihan dan pendidikan konvensional tidak dapat dilakukan 

normal sehingga kelas pelatihan virtual (e-learning) dapat menjadi alternatif solusi yang lebih efektif. 

Tantangannya adalah kualitas infrastruktur telekomunikasi yang belum memadai di seluruh wilayah 

Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan yang dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap 

internet.

Gambar 2.   Mobilitas Tenaga Kerja Antar Sektor Pada Masa Pandemi dan Pilihan Kebijakan

Sektor
Formal Skilled

Sektor Formal

Pekerja Skilled

Pekerja Unskilled

1
Skilled to Skilled

Potensi terjadi Sedang

Contoh

Kebijakan Pendukung:

Staf keuangan relatif mudah 
berpindah lintas sektor dibandingkan 

dengan seorang insinyur.

Beasiswa pemerintah
Program Kartu Prakerja:
bantuan dana dan pelatihan

4
Unskilled to Skilled

Potensi terjadi R endah

Contoh

Kebijakan Pendukung:

Petugas kebersihan menjadi staf 
administrasi.

Program Kartu Prakerja:
bantuan dana dan pelatihan

5
Unskilled to Unskilled

Potensi terjadi Sedang

Contoh

Kebijakan Pendukung:

Skema Employee Sharing.

Platform informasi > memberikan 
informasi sektor yang excess of 
work dan yang shortage of work
Program Kartu Prakerja (pelatihan)

6 Potensi terjadi Tinggi

Kebijakan Pendukung:

3
Contoh

Kebijakan Pendukung:

Menjadi driver transportasi online 
atau membuka usaha sendiri.

Contoh
Menjadi driver transportasi online 

atau membuka usaha sendiri.

Program Kartu Prakerja:
bantuan dana dan pelatihan

Unskilled

2
Skilled to Unskilled

Contoh
Bankir menjadi petugas

kebersihan.

gap standar gaji yang besar

Sektor Informal

Potensi terjadi Rendah

Skilled to
Informal Sector

Unskilled to
Informal Sector

Potensi terjadi Tinggi

Program Kartu Prakerja:
bantuan dana dan pelatihan
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Executive Summary
•	 Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan perekonomian nasional dan sebagian 

besar provinsi di Indonesia mengalami resesi.  

•	 Akibat perekonomian daerah yang melambat, secara umum pendapatan dan 

belanja pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia mengalami 

penurunan di semester I-2020 (yoy). 

•	 Penurunan pendapatan daerah kabupaten dan kota pada masa pandemi COVID-19 

bersumber dari penurunan komponen Pajak Daerah, Dana Perimbangan dan 

Dana Alokasi Umum (DAU). 

•	 Sementara, penurunan belanja pemerintah daerah pada semester I-2020 terjadi 

pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

•	 Di beberapa daerah ditemukan terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah 

pada masa pandemi COVID-19 berupa peningkatan belanja bantuan sosial dan 

belanja hibah yang tinggi di semester I-2020 sebagai indikasi respon terhadap 

penanganan COVID-19.  

•	 Daerah yang terdampak pandemi COVID-19 tapi memiliki Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang tinggi akan mempunyai kemampuan membayar kewajiban 

(repayment capacity) yang lebih baik saat perekonomian kembali pulih. 

Pemetaan Fiskal Daerah
pada Masa Pandemi10Bab

Monthly Economic Update (MEU) edisi Oktober 2020
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1.	 Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Nasional dan Daerah
Pandemi COVID-19 mengakibatkan perekonomian Indonesia mengalami resesi, yaitu 
pertumbuhan ekonomi terkontraksi dalam dua triwulan secara berturut-turut. Perekonomian 

Indonesia pada Triwulan III-2020 mengalami kontraksi sebesar 3,49 persen (yoy). Namun, pertumbuhan 

ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2020 mengalami perbaikan jika dibandingkan pertumbuhan 

ekonomi Triwulan II- 2020 sebesar -5,32 persen (yoy). Sektor-sektor yang mengalami penurunan paling 

tajam yaitu Sektor Transportasi sebesar -16,7 persen (yoy), Sektor Akomodasi dan Makan Minum sebesar 

-11,86 persen (yoy). Kedua sektor tersebut merupakan sektor yang terkena imbas secara langsung dari 

terbatasnya mobilitas dan interaksi langsung antar penduduk. Sementara itu, di tengah perekonomian 

yang mengalami resesi, terdapat beberapa sektor yang mampu tumbuh positif diantaranya Sektor Jasa 

Kesehatan dan Jasa Sosial, Sektor Informasi dan Komunikasi, serta Sektor Pertanian. 

Dari sisi pengeluaran, tercatat hanya komponen pengeluaran pemerintah yang tumbuh positif 
sebesar 9,76 persen (yoy). Relatif tingginya pertumbuhan pengeluaran pemerintah pada Triwulan III-

2020 sejalan dengan semakin meningkatnya realisasi stimulus pemerintah terutama untuk perlindungan 

sosial, dukungan UMKM, dan kesehatan.  Sementara, komponen pengeluaran yang lain seperti Konsumsi 

Rumah Tangga, PMTB dan Ekspor dan Impor masih mengalami pertumbuhan negatif. Namun demikian, 

secara umum perekonomian Indonesia pada Triwulan III-2020 telah mengalami perbaikan dibandingkan 

dengan Triwulan II-2020 yang oleh banyak pihak dianggap sebagai titik terendah pertumbuhan ekonomi 

Indonesia selama pandemi COVID-19. 

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Nasional (yoy)
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Sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional, sebagian besar perekonomian daerah masih 
mengalami kontraksi. Provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan mengalami 

penurunan pertumbuhan ekonomi yang lebih tajam jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Pulau 

Sumatera, Sulawesi dan Papua. Faktor utama yang diduga menjadi penyebab penurunan aktivitas 

perekonomian yang tajam di daerah-daerah tersebut adalah penerapan PSBB dan PSBB Transisi untuk 

menurunkan pertambahan jumlah kasus COVID-19 yang cenderung mengalami peningkatan. Di sisi 

yang lain Provinsi Bali pada Triwulan III-2020 merupakan provinsi yang mengalami kontraksi paling 

dalam yaitu sebesar -12,28 persen (yoy) dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. 

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali di Triwulan III -2020 tersebut bahkan lebih rendah dibandingkan 

dengan pertumbuhan Triwulan II-2020 sebesar -10,98 persen (yoy). Hal ini berkaitan dengan masih 

terbatasnya mobilitas penduduk terutama untuk berlibur yang terindikasi dari rendahnya kedatangan 

wisatawan dari dalam maupun luar negeri yang menyebabkan sektor pariwisata di Bali masih belum 

menunjukkan pemulihan. 

Sementara itu, terdapat dua provinsi yang sudah mengalami pemulihan dan tumbuh positif pada 
Triwulan III-2020 yaitu Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi Maluku 

Utara mencatat pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya yaitu sebesar 6,6 persen 

(yoy). Provinsi lain yang juga mencatat pertumbuhan ekonomi positif yaitu Provinsi Sulawesi Tengah 

dengan pertumbuhan sebesar 2,82 persen (yoy). Kedua provinsi tersebut sudah mengalami pemulihan 

dengan pertumbuhan yang positif karena didukung oleh meningkatnya kinerja ekspor dan industri 

pengolahan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di kedua provinsi tersebut ditopang oleh beroperasinya 

smelter baru di wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Tengah (Bank Indonesia, 2020).   

Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Indonesia pada Triwulan III-2020 (yoy)
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Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

2.	 Dampak COVID-19 Terhadap Fiskal Daerah 
Pandemi COVID-19 yang berdampak pada perekonomian daerah diperkirakan akan mempengaruhi 

kondisi anggaran pemerintah daerah (APBD). Oleh karena itu, pada bagian ini akan dilakukan pemetaan 

terhadap kondisi fiskal daerah pada masa pandemi sebagai upaya untuk melihat dampak COVID-19 

terhadap APBD. Dalam membuat pemetaan, daerah yang dijadikan sampel penelitian berjumlah 66 

yang terdiri dari ibukota seluruh provinsi dan satu kabupaten di setiap provinsi. Sebelum membahas 

lebih dalam mengenai pemetaan fiskal daerah pada masa pandemi, struktur dan komponen APBD akan 

dijelaskan terlebih dahulu. 

Komponen Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 
Struktur Pendapatan Daerah terbagi menjadi tiga komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD terbagi ke dalam tiga komponen yaitu 

hasil pajak daerah, hasil retribusi serta lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan juga terdiri dari tiga 

komponen yaitu bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi 

Khusus (DAK). Sementara pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terbagi menjadi pendapatan hibah, 

dana darurat, DBH pajak dari provinsi lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta pendapatan 

lainnya.
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 Gambar 3. Komponen Pendapatan dan Belanja Daerah
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Sumber: DJPK Kemenkeu,  diolah Divisi Riset Ekonomi (2020)

Sementara itu, berdasarkan UU No 33 tahun 2004, Belanja Daerah didefinisikan sebagai semua 
kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 
anggaran yang bersangkutan. Alokasi belanja daerah dipergunakan untuk Belanja Langsung dan 

Belanja Tidak Langsung. Komponen dari Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai langsung, belanja 

barang dan jasa, serta belanja modal. Sedangkan komponen dari Belanja Tidak Langsung yaitu belanja 

pegawai tidak langsung, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja 

bantuan dan bagi hasil kepada daerah lain serta belanja tidak terduga lainnya.  

Kondisi Umum Fiskal Daerah di Masa Pandemi

Akibat wabah COVID-19, Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi di Indonesia secara 
umum mengalami penurunan pada semester I-2020 (yoy). Penurunan pertumbuhan ekonomi pada 

masa pandemi COVID-19 telah berdampak pada penurunan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah 

Provinsi di Indonesia. Namun, terdapat beberapa provinsi yang malahan mengalami kenaikan dalam 

pendapatan dan belanjanya seperti Provinsi Banten, Kalimantan Utara, Papua dan Sumatera Barat.  
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 Gambar 4. Komponen Pendapatan dan Belanja Daerah per Provinsi, Semester I-2020 (yoy)

Sumber : Kementerian Keuangan, LPEM FEB UI (2020)

Keterangan : Berdasarkan data APBD semester I-2020 yang belum  mencerminkan keseluruhan periode pandemi

Pada level kota dan kabupaten, Pendapatan Daerah sebagian besar kota dan kabupaten 
mengalami penurunan pada semester I 2020 dibandingkan dengan semester yang sama 
tahun sebelumnya.  Penurunan pendapatan kota dan kabupaten secara umum diakibatkan oleh 

penurunan Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai dua komponen terbesar dalam struktur 

Pendapatan Daerah. Penurunan Pajak Daerah terjadi karena penurunan pertumbuhan ekonomi daerah 

akibat pemberlakuan PSBB dan adaptasi kebiasaan baru (new normal) pada masa pandemi COVID-19. 

Sementara itu, penurunan DAU terjadi sebagai imbas dari penyesuaian nilai TKDD (Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa) sebagai salah satu upaya pemerintah dalam penanganan COVID-19. Penyesuaian 

alokasi TKDD ditujukan untuk penanganan COVID-19 secara terpusat dan terkoordinasi sehingga dana 

yang dikurangi dari TKDD dirancang untuk dapat dinikmati kembali oleh masyarakat melalui program 

pemulihan ekonomi akibat COVID-19.

Penerimaan Pemerintah Provinsi (% growth) Belanja Pemerintah Provinsi (% growth)
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Dari keseluruhan 66 kota dan kabupaten yang diteliti, 34 daerah mengalami penurunan belanja 
sementara 32 daerah lainnya mengalami kenaikan belanja pada semester I-2020. Kalau dilihat 

dari struktur belanja pemerintah daerah di level kabupaten dan kota, secara umum belanja pegawai tidak 

langsung dan belanja barang-jasa merupakan dua komponen terbesar. Pada daerah yang mengalami 

penurunan belanja di masa pandemi, seperti DKI Jakarta dan Kota Palembang, pos belanja pegawai tidak 

langsung dan belanja barang-jasa turun cukup besar. Sementara, daerah yang mengalami kenaikan 

belanja pada masa pandemi berasal dari kenaikan pos belanja barang dan jasa ataupun kenaikan pos 

belanja lainnya seperti hibah dan belanja tidak terduga. Namun, komponen kenaikan dan penurunan 

belanja daerah akan bervariasi sesuai dengan daerahnya masing-masing.

Kerangka Berpikir Pemetaan Fiskal Daerah 

Matriks fiskal daerah digunakan untuk memetakan kondisi anggaran dan kebijakan fiskal 
pemerintah daerah kabupaten dan kota pada masa pandemi COVID-19. Pemetaan fiskal daerah 

dilakukan berdasarkan data realisasi pendapatan dan belanja daerah pada semester I-2020 dibandingkan 

dengan semester I-2019. Berdasarkan pemetaan fiskal daerah, daerah-daerah dibagi ke dalam empat 

kuadran seperti yang terlihat pada matriks di gambar berikut ini. Sampel yang diteliti berjumlah 66 

daerah terdiri dari ibukota seluruh provinsi dan satu kabupaten di setiap provinsi. 
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 Gambar 5. Matriks Fiskal Daerah

Sumber: Divisi Riset Ekonomi PT SMI (2020)
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Dengan asumsi secara umum kota dan kabupaten mengalami perlambatan ekonomi pada masa 

Pandemi COVID-19, maka daerah yang masuk ke dalam Kuadran I merupakan daerah yang kondisi 

fiskalnya sangat terpukul akibat COVID-19. Daerah-daerah pada Kuadran I mengalami penurunan pada 

pendapatan dan juga belanja daerah pada semester I-2020.  Daerah-daerah pada Kuadran II merupakan 

daerah yang pada masa Pandemi COVID-19 mengalami penurunan belanja namun pendapatannya 

mengalami peningkatan. Pemerintah daerah yang berada di Kuadran II ini menerapkan pro-cyclical policy 

yaitu cenderung meningkatkan peneriman dan menurunkan pengeluaran pada saat perekonomian 

mengalami perlambatan. Sementara, daerah-daerah yang berada pada Kuadran III merupakan daerah 

yang mengalami penurunan pendapatan, namun belanja daerah mengalami peningkatan pada masa 

pandemi. Daerah-daerah pada kuadran III dikatakan menerapkan counter cyclical policy dimana pada saat 

perekonomian mengalami penurunan pemerintah meningkatkan belanja dan menurunkan penerimaan 

untuk memberikan stimulus pada perekonomian. Selanjutnya, Kuadran IV merupakan daerah yang 

kondisi fiskalnya tidak terdampak oleh COVID-19, terlihat dari belanja dan pendapatan yang cenderung 

meningkat pada masa Pandemi COVID-19. 

Pemetaan Fiskal Daerah pada Masa Pandemi 

Berdasarkan data pada semester I-2020, pemetaan fiskal daerah menunjukkan sebagian 
besar kabupaten dan kota yang menjadi sample pengamatan termasuk dalam kuadran I yaitu 
mengalami penurunan pendapatan dan belanja akibat pandemi COVID-19. Dari 66 kota dan 

kabupaten yang menjadi sample, 30 daerah termasuk dalam kuadran I. Selanjutnya, ada 19 kota dan 

kabupaten yang termasuk Kuadran III dengan menerapkan counter-cyclical policy melalui penurunan 

penerimaan dan peningkatan belanja pemerintah daerah. Sementara, hanya 4 daerah yang termasuk 

dalam kuadran II yang menerapkan pro-cyclical policy melalui peningkatan penerimaan dan penurunan 

belanja. Terdapat 13 kota dan kabupaten yang masuk pada kuadran IV yang kondisi fiskalnya tidak 

terpengaruh COVID-19. Daerah-daerah ini pendapatan dan belanjanya tetap naik pada masa pandemi 

COVID-19.  
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 Gambar 6. Hasil Pemetaan dengan Matriks Fiskal Daerah 

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, DRE PT SMI (2020)
Keterangan : Berdasarkan data APBD Semester I-2020 yang belum mencerminkan keseluruhan periode pandemi

3.	 Analisis Komponen Pendapatan dan Belanja Daerah di Masa Pandemi

Komponen Pendapatan Daerah

Penurunan penerimaan pada daerah-daerah yang berada di kuadran I dan III sebagian besar 
disebabkan oleh penurunan Pajak Daerah, Dana Perimbangan dan DAU. Secara rata-rata daerah 

yang berada pada Kuadran I dan III mengalami penurunan Pajak Daerah sebesar 2,5 persen (yoy) dan 

10,68 persen (yoy) secara berurutan pada semester I-2020. Daerah-daerah di kuadran I juga mengalami 

penurunan Dana Perimbangan sebesar 10,6 persen (yoy), sementara daerah di kuadran III mengalami 

penurunan Dana Perimbangan sebesar 8,42 persen (yoy). Selanjutnya, daerah-daerah yang berada di 

kuadran I dan III mengalami penurunan DAU sebesar 9,8 persen (yoy) dan 6,94 persen (yoy) secara 

berturut-turut. Namun, daerah-daerah di kuadran I dan III secara rata-rata mengalami peningkatan DAK. 
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2. Kabupaten Paser
3. Kota Palembang
4. Kota Semarang

03 Pendapatan Turun,
Belanja Naik

1. Kabupaten Gowa
2. Kabupaten Sumba Barat
3. Kabupaten Maluku Tengah
4. Kabupaten Jayapura
5. Kabupaten Halmahera Tengah
6. Kabupaten Banyuasin
7. Kabupaten Gunung Kidul
8. Kota Manado
9. Kota Palu
10. Kota Kendari
11. Kota Denpasar
12. Kota Serang
13. Kota Pangkal Pinang
14. Kota Gorontalo
15. Kota Sorong
16. Kota Banda Aceh
17. Kota Padang
18. Kota Surabaya
19. Kota Palangkaraya

04 Pendapatan Naik,
Belanja Naik

1. Kabupaten Lombok Timur
2. Kabupaten Bangka
3. Kabupaten Bulungan
4. Kabupaten Pekalongan
5. Kabupaten Madiun
6. Kota Ternate
7. Kota Tanjung Pinang
8. Kota Tarakan
9. Kota Jambi
10. Kota Bengkulu
11. Kota Yogyakarta
12. Kota Pontianak
13. Kota Banjarmasin

16. Kabupaten Sukabumi
17. Kabupaten Ketapang
18. Kabupaten Kapuas
19. Kabupaten Tapin
20. Kota Samarinda
21. Kota Makassar
22. kota Mataram
23. Kota Kupang
24. Kota Ambon
25. Kota Jayapura
26. Kota Medan
27. Kota Pekanbaru
28. Kota Lampung
29. Kota DKI Jakarta
30. Kota Bandung
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Pendapatan

Kuadran I Kuadran II Kuadran III Kuadran IV

Rata-Rata 
Pertumbuhan

(yoy)

Rata-Rata 
Pertumbuhan

(yoy)

Rata-Rata 
Pertumbuhan

(yoy)

Rata-Rata 
Pertumbuhan

(yoy)

Total Penerimaan -15,6% 17,67% -10,40% 5,98%

Pendapatan Asli Daerah 10,3% 31,55% -0,69% 2,33%

Pajak -2,5% 23,62% -10,68% -2,94%

Retribusi 3,9% 8,68% 5,87% -3,25%

Dana Perimbangan -10,6% 6,05% -8,42% 0,81%

Dana Bagi Hasil -2,0% 50,30% -5,87% 59,20%

Tabel 1. Pendapatan Daerah Kota dan Kabupaten Semester I 2020 

Sumber : DJPK Kementerian Keuangan, Diolah DRE PT SMI (2020)

Keterangan: 

•	 Berdasarkan data APBD semester I 2020 yang belum mencerminkan keseluruhan periode pandemi. 

•	 Pada kuadran III, komponen DAK dari Kota Sorong dan Kota Palangkaraya tidak dimasukkan dalam 

perhitungan karena memiliki angka pertumbuhan yang ekstrim.

Komponen Belanja Daerah

Dalam merespon COVID-19, rata-rata kabupaten dan kota di semua kuadran menunjukkan 
kenaikan yang sangat tinggi pada komponen Belanja Bansos dan Belanja Hibah. Bahkan, daerah 

yang berada pada Kuadran IV mengalami peningkatan komponen Belanja Hibah sebesar 316,51 persen 

(yoy). Selanjutnya, komponen pengeluaran yang meningkat secara tajam adalah Belanja Modal untuk 

daerah yang berada di kuadran I, III, dan IV. Peningkatan belanja modal ini dapat menjadi indikasi bahwa 

beberapa pemerintah daerah tetap dapat melakukan pembangunan infrastruktur (aset, bangunan dan 

gedung) di masa pandemi COVID-19. Namun, untuk belanja pegawai, daerah-daerah di semua kuadran 

mengalami penurunan secara rata-rata sebesar -1 persen hingga -16 persen (yoy). 
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Pendapatan

Kuadran I Kuadran II Kuadran III Kuadran IV

Rata-Rata 
Pertumbuhan

(yoy)

Rata-Rata 
Pertumbuhan

(yoy)

Rata-Rata 
Pertumbuhan

(yoy)

Rata-Rata 
Pertumbuhan

(yoy)

Total Belanja -11,55% -11,07% 12,11% 13,98%

Belanja Bantuan Sosial 148,66% -22,63% 4,87% 51,40%

Belanja Hibah 248,37% 253,51% 190,42% 316,51%

Belanja Tidak Terduga 17,22% 53,34% -13,80% 8,36%

Belanja Barang dan Jasa -10,81% -3,47% 2,71% 7,77%

Belanja Modal 50,36% -41,18% 98,37% 56,30%

Belanja Pegawai -9,79% -16,20% -5,09% -1,72%

Tabel 2. Belanja Daerah Kota dan Kabupaten Semester I-2020 

Sumber : DJPK Kementerian Keuangan, diolah Divisi Riset Ekonomi (2020)

Keterangan: 

•	 Berdasarkan data APBD semester I-2020 yang belum mencerminkan keseluruhan periode pandemi. 

•	 Pada kuadran I, komponen belanja tidak terduga dan belanja lainnya dari Kota DKI Jakarta, Kota Bandung 

dan Kota Medan tidak dimasukkan dalam perhitungan karena memiliki angka pertumbuhan yang ekstrim. 

•	 Pada kuadran II, komponen belanja tidak terduga dan belanja lainnya dari Kabupaten Pasewaran tidak 

dimasukkan dalam perhitungan karena memiliki angka pertumbuhan yang ekstrim 

•	 Pada kuadran III, komponen belanja tidak terduga dan belanja lainnya dari Kabupaten Banyuasin, Kabupaten 

Gunung Kidul, Kota Serang, Kota Padang dan Kota Palangkaraya tidak dimasukkan dalam perhitungan 

karena memiliki angka pertumbuhan yang ekstrim. 

•	 Pada kuadran IV, komponen belanja tidak terduga dan belanja lainnya dari Kota Ternate, Kota Jambi, Kota 

Yogyakarta dan Kota Pontianak tidak dimasukkan dalam perhitungan karena memiliki angka pertumbuhan 

yang ekstrim. 
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4.	 Implikasi Kebijakan
Daerah-daerah yang mengalami penurunan pendapatan pada masa pandemi COVID-19 (kuadran 
I dan III) dapat menjadi prioritas pemerintah pusat untuk mendapatkan budget support. Pada 

masa pandemi COVID-19, pemerintah daerah perlu meningkatkan pengeluarannya untuk dapat tetap 

menjalankan fungsinya dalam pelayanan publik. Dengan keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

sulit bagi pemerintah daerah untuk bisa menjalankan Counter Cyclical Policy pada masa pandemi 

COVID-19. Oleh karena itu dukungan pembiayaan dari pusat diharapkan menjadi “tambahan pendapatan” 

bagi daerah di kuadran I dan III untuk dapat melakukan ekspansi fiskal pada masa pandemi. Namun, 

perlu diingat bahwa pemetaan fiskal yang dilakukan dalam studi ini berdasarkan kondisi pada semester 

I-2020 yang belum mencerminkan kondisi keseluruhan masa pandemi. 

Dalam pemberian budget support perlu dilihat kemampuan membayar kewajiban (repayment 
capacity) daerah-daerah. Daerah-daerah yang berada di kuadran I dan III dapat dikategorikan 

menjadi dua kelompok berdasarkan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangannya 

terhadap total pendapatan. Pertama, daerah yang mempunyai pangsa PAD yang relatif sama atau lebih 

besar dibandingkan dengan pangsa Dana Perimbangan. Kedua, daerah yang struktur pendapatannya 

didominasi oleh Dana Perimbangan dengan pangsa di kisaran lebih besar dari 60 persen. Daerah yang 

peran PAD besar artinya sudah dapat menggerakkan potensi ekonomi di daerahnya sehingga tidak 

bergantung kepada transfer dana dari Pemerintah Pusat. Sebaliknya, daerah yang mengandalkan Dana 

Perimbangan masih mengandalkan transfer dana dari Pemerintah Pusat dalam pengelolaan fiskalnya. 

Pendapatan Daerah 
Semester I - 2020
(dalam Rp miliar)

Daerah PAD yang tinggi

Kuadran I Kuadran III

Kabupaten 
Badung

DKI Jakarta Kota Denpasar Kota Surabaya

Total Pendapatan 1.745 23.757 985 3.259

Pangsa Pendapatan 
Asli Daerah

78% 59% 38% 61%

Pangsa Dana Perimbangan 19% 41% 42% 33%

Pangsa Pendapatan Lain 3% 0% 20% 6%

Tabel 3. Daerah yang Tingkat PAD nya Tinggi
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Pendapatan Daerah 
Semester I - 2020
(dalam Rp miliar)

Daerah PAD yang rendah

Kuadran I Kuadran III

Kota Makassar
Kabupaten 
Manokwari

Kota 
Palangkaraya

Kabupaten 
Sumba Barat

Total Pendapatan 1.540 438 488 324

Pangsa Pendapatan 
Asli Daerah

28% 5% 13% 7%

Pangsa Dana Perimbangan 60% 85% 80% 76%

Pangsa Pendapatan Lain 12% 10% 6% 17%

Tabel 4. Contoh Daerah yang Tingkat PAD nya Rendah

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, diolah Divisi Riset Ekonomi (2020)
Keterangan : Berdasarkan data APBD Semester I-2020 yang belum mencerminkan keseluruhan periode pandemi

Daerah-daerah di kuadran I dan III yang memiliki PAD yang tinggi seperti Kabupaten Badung, 
DKI Jakarta, Kota Denpasar, dan Kota Surabaya mempunyai kemampuan membayar kewajiban 
(repayment capacity) yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain yang PAD nya rendah. 
PAD dapat menjadi salah satu sumber pembayaran terhadap pinjaman atau budget support yang diberikan 

oleh Pemerintah Pusat. Setelah pandemi berakhir, daerah yang memiliki PAD tinggi tapi terdampak oleh 

COVID-19 diperkirakan akan mengalami peningkatan PAD sejalan dengan perbaikan ekonomi. Dengan 

demikian, meningkatnya PAD setelah pandemi dapat digunakan untuk pembayaran kembali kewajiban 

pemerintah daerah termasuk pinjaman daerah yang diterima dari pemerintah pusat. Daerah di kuadran 

I yang PAD-nya tinggi yaitu DKI Jakarta dan Kabupaten Badung. Sementara itu, daerah kuadran III yang 

memiliki PAD tinggi adalah Kota Surabaya dan Kota Denpasar. Rata-rata pangsa PAD terhadap total 

pendapatan daerah di keempat daerah tersebut adalah 60 persen. Selain empat daerah tersebut, 45 

daerah lainnya di kuadran I dan III memiliki PAD yang relatif rendah. Pada tabel 4 ditampilkan contoh 

daerah yang memiliki PAD rendah dengan rata-rata pangsa PAD terhadap total pendapatan sebesar 13 

persen.
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Executive Summary
•	 Di tengah resesi ekonomi, ada beberapa sektor potensial yang tumbuh positif dan tinggi seperti Sektor 

Informasi dan Komunikasi, Kesehatan, Pengadaan air dan Pengelolaan sampah.

•	 Tingginya pertumbuhan sektor-sektor potensial tersebut tidak disertai oleh akses yang baik dan merata 

terhadap infrastruktur yang berkaitan dengan sektor-sektor potensial tersebut. 

•	 Secara nasional, rata-rata jumlah kota dan desa yang memiliki akses terhadap air minum PDAM hanya 

sebesar 9,7 persen yang mana kota dan desa tersebut paling banyak berada di Bali, DKI Jakarta, Kalimantan 

Selatan, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat. 

•	 Berkaitan dengan pengelolaan sampah, persentase jumlah kota dan desa secara nasional yang memiliki 

bank sampah hanya sebesar 9,1 persen, yang mana kota dan desa tersebut paling banyak terdapat di 

Pulau Jawa dan Bali. 

•	 Terkait dengan akses terhadap infrastruktur kesehatan, secara nasional rata-rata indeks kemudahan 

menuju rumah sakit termasuk rendah yaitu sebesar 0,57 dari nilai indeks maksimal 1. Namun demikian 

indeks yang rendah ini lebih disebabkan rendahnya indeks di wilayah desa yaitu sebesar 0,56, sedangkan 

indeks di kota 0,78. 

•	 Untuk akses terhadap infrastruktur sektor informasi dan komunikasi, secara nasional, rata-rata indeks 

jumlah warga yang memiliki akses terhadap perangkat handphone tergolong tinggi yaitu 0,9. Namun, kalau 

dilihat dari kualitas sinyal seluler, rata-rata indeks kualitas sinyal seluler di Indonesia hanya sebesar 0,60 

dari maksimum nilai indeks 1. Indeks kualitas sinyal rendah lebih dirasakan wilayah desa yaitu sebesar 

0,57, sedangkan di wilayah kota 0,80.

Akses Terhadap Infrastruktur 
Sektor-Sektor Potensial pada 
Masa Pandemi 

11Bab

Monthly Economic Update (MEU) edisi Oktober 2020
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1.	 Pendahuluan
Perekonomian Indonesia di tahun 2020 mengalami resesi setelah dua triwulan berturut-
turut mengalami pertumbuhan (yoy) negatif. Akibat adanya wabah COVID-19 yang mengharuskan 

masyarakat membatasi mobilitas dan interaksi langsung menyebabkan perekonomian Indonesia 

terkontraksi 5,32 persen (yoy) di Triwulan II-2020. Selanjutnya, pada Triwulan III-2020, pertumbuhan 

ekonomi Indonesia mengalami peningkatan namun masih tumbuh negatif 3,49 persen. Di keseluruhan 

tahun 2020, Divisi Riset Ekonomi PT SMI memperkirakan perekonomian Indonesia mengalami penurunan 

antara 3,78 dan 1,84  persen (yoy). Kementerian Keuangan memperkirakan perekonomian Indonesia 

tahun 2020 terkontraksi antara 2,2 dan 1,7 persen (yoy). Lembaga-lembaga internasional seperti World 

Bank, IMF, dan ADB juga memperkirakan perekonomian Indonesia tumbuh negatif pada tahun 2020. 

Di tengah resesi ekonomi, ada beberapa sektor potensial yang tumbuh positif dan tinggi 
seperti sector informasi dan komunikasi, kesehatan, pengadaan air dan pengelolaan sampah. 
Pada Triwulan III-2020, sektor kesehatan tumbuh sebesar 15,33 persen (yoy), sektor informasi dan 

komunikasi tumbuh sebesar 10,61 persen (yoy), serta sektor pengadaan air dan pengelolaan sampah 

tumbuh sebesar 6,04 persen (yoy). Selain tumbuh positif, di Triwulan III-2020 sektor-sektor tersebut 

juga tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2019. Ke depan, sektor-sektor 

tersebut diperkirakan akan tetap menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

TW III-2019 TW III-2020

Informasi dan Komunikasi 9,24% 10,61%

Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial

9,18% 15,33%

Lainnya 10,71% -5,55%

Jasa Keuangan dan Asuransi 6,51% -0,95%

Real Estat 5,97% 1,98%

Jasa Perusahaan 10,22% -7,61%

Jasa Pendidikan 7,81% 2,44%

TW III-2019 TW III-2020

Pertanian, Kehutanan dan 
Perikanan

3,12% 2,15%

Industri Pengolahan 4,14% -4,31%

Perdagangan: Reparasi Mobil 
dan Motor

4,43% -5,03%

Konstruksi 5,65% -4,52%

Pertambangan dan Penggalian 2,34% -4,28%

Transportasi dan Pergudangan 6,66% -16,70%

Pengadaan Air, 
Pengelolaan Sampah

4,85% 6,04%

Penyediaan Akomodasi, 
Makan dan Minum

5,41% -11,86%

Gambar 1. Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi di Indonesia pada Triwulan III-2020 (yoy)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)
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Tingginya pertumbuhan sektor-sektor potensial tersebut tentunya harus diimbangi oleh akses 

masyarakat yang baik terhadap infrastruktur yang berkaitan dengan sektor-sektor tersebut. Dengan 

adanya akses yang baik terhadap infrastruktur sektor potensial tersebut, maka pertumbuhan sektor-

sektor potensial akan dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat. Oleh karena itu, pada bagian 

berikutnya akan dilakukan analisis terhadap bagaimana akses provinsi-provinsi di Indonesia terhadap 

infrastruktur seperti rumah sakit, informasi dan komunikasi, air minum PDAM, dan pengelolaan sampah. 

2.	 Indeks Infrastruktur: Data dan Metodologi

Data Infrastruktur

Data infrastruktur yang digunakan dalam kajian ini adalah data pada tingkat desa di seluruh 
Indonesia yang diambil dari data Potensi Desa (PODES) tahun 2019. Tercatat ada 83.937 wilayah 

administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 74.516 desa, 8.448 kelurahan, 919 nagari 

dan 54 UPT/SPT (Unit/Satuan Pemukiman Transmigrasi). Data infrastruktur yang digunakan adalah 

infrastruktur yang berkaitan dengan sektor-sektor potensial di masa pandemi COVID-19, seperti akses 

terhadap air minum PDAM (Sektor Pengadaan Air), keberadaan bank sampah (Sektor Pengelolaan 

Sampah), kemudahan mencapai rumah sakit terdekat (Sektor Kesehatan), dan kualitas sinyal telepon 

seluler (Sektor Infromasi dan Komunikasi). Data infrastruktur ini diagregasi ke tingkat provinsi dan dibagi 

lagi ke dalam kelompok kelurahan dan desa, dimana nagari dan UPT/SPT dimasukkan ke dalam kelompok 

desa. Kelompok kelurahan untuk selanjutnya disebut kota.

Metodologi

Data infrastruktur disajikan dalam bentuk persentase dan indeks. Akses air minum PDAM dan 

keberadaan bank sampah disajikan dalam persentase, sedangkan kemudahan mencapai rumah sakit dan 

kualitas sinyal seluler disajikan dalam bentuk indeks. Penjelasan metode perhitungan dapat dilihat pada 

Tabel 1.
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Jenis 
Infrastruktur

Indikator Infrastruktur Metode Perhitungan

Persentase Jumlah Desa 

yang Memiliki Sumber Air 

bersih PDAM

Menghitung Jumlah kota/desa yang sebagian besar warganya 

menggunakan sumber air minum berasal dari PDAM di tiap 

provinsi dan kelompok kota/desa, selanjutnya dibagi dengan 

jumlah kelurahan /desa di provinsi tersebut dan di masing-

masing kelompok kota/desa, lalu dibuat persen.Infrastruktur Air 
Bersih

Persentase Jumlah Desa 

yang Memiliki Bank Sampah

Menghitung jumlah kota/desa yang desanya memiliki bank 

sampah di tiap provinsi dan kelompok kota/desa, selanjutnya 

dibagi dengan jumlah kelurahan/desa di provinsi tersebut dan 

di masing-masing kelompok kota/desa, lalu dibuat persen.Infrastruktur 
Bank Sampah

Rata-rata Indeks 

Kemudahan Mencapai 

Rumah Sakit Terdekat

Membuat indeks kemudahan mencapai RS terdekat di setiap 

kota/desa. Selanjutnya di rata-ratakan untuk mendapatkan 

rata-rata indeks di tingkat provinsi dan juga di tingkat masing-

masing kelompok kota/desa. Infrastruktur 
Kesehatan

Rata-rata Indeks Sinyal 

Seluler di Sebagian Besar 

Wilayah Kota/Desa

Membuat indeks sinyal seluler di setiap kota/desa. 

Selanjutnya di rata-ratakan untuk mendapatkan rata-rata 

indeks di tingkat provinsi dan juga di tingkat masing-masing 

kelompok kota/desa. Infrastruktur 
Komunikasi

Tabel 1. Metode Perhitungan per Jenis Indikator Infrastruktur

Membuat indeks infrastruktur Kesehatan dan Komunikasi di setiap kota/desa mengikuti perhitungan 

seperti pada Tabel 2. Nilai indeks dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki range antara 0 sampai 

dengan 1 dimana 0 adalah kondisi sangat buruk dan 1 adalah kondisi sangat baik.
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Jenis 
Infrastruktur

Nama 
Variabel

Bentuk Pertanyaan
Jenis Pilihan 

Jawaban
Indeks

KS
Kemudahan untuk

mencapai RS Terdekat

1. Sangat Mudah

2. Mudah

3. Sulit

4. Sangat Sulit

= (KS - 4) / (1 - 4)

Infrastruktur 
Kesehatan

IF

Sinyal telepon seluler/

handphone di sebagian

besar wilayah kota/desa

1. Sinyal Sangat Kuat

2. Sinyal Kuat

3. Sinyal Lemah

4. Tidak Ada Sinyal

= (IF - 4) / (1 - 4)

Infrastruktur 
Komunikasi

Tabel 2. Metode Perhitungan Indeks Infrastruktur Kesehatan dan Komunikasi

3.	 Pemetaan Akses Infrastruktur 
Secara nasional, rata-rata jumlah kota dan desa yang memiliki akses terhadap air minum PDAM 
adalah 9,7 persen. Hal ini berarti bahwa dari total 83.937 kota dan desa di Indonesia, hanya sekitar 

8.142 kota dan desa yang memiliki akses terhadap air minum PDAM. Jumlah ini tergolong sangat rendah 

jika dibandingkan dengan akses air minum/air bersih di negara maju maupun negara berkembang lainnya. 

Menurut data World Development Indicators (WDI) tahun 2015 yang dipublikasikan oleh the World Bank, 

akses terhadap air minum dari pipa, keran, sumur tabung, sumur gali maupun sumber air yang terlindungi 

di Indonesia hanya mencapai 87,4 persen. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan 

negara-negara maju yang berada di Eropa dan Amerika, seperti Amerika Serikat, Belanda, dan Jerman, 

yang memiliki 100 persen akses terhadap air minum bersih. Akses air minum bersih di Indonesia juga 

masih lebih rendah Jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya di Asia seperti India, Malaysia, 

Filipina, Thailand, dan Vietnam, dimana persentase akses air minum bersih di negara-negara tersebut 

lebih besar dari 90 persen.
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Kalau dilihat pada level provinsi, provinsi-provinsi dengan persentase jumlah desa dan kota 
yang memiliki akses terhadap air minum PDAM tertinggi adalah Bali (49,2 persen), DKI Jakarta 
(30,3 persen), Kalimantan Selatan (25,1 persen), DI Yogyakarta (19,4 persen), dan Nusa 
Tenggara Barat (17,5 persen). Sedangkan lima provinsi dengan angka persentase terendah adalah 

Riau (0,5 persen), Papua (0,6 persen), Papua Barat (0,7 persen), Kep. Bangka Belitung (1,3 persen), 

Lampung (2,3 persen). Jika melihat jumlah kota dan desa secara terpisah, rata-rata persentase jumlah 

kota yang memiliki akses air bersih PDAM adalah 30 persen. Angka tersebut jauh lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan rata-rata persentase jumlah desa yang memiliki akses air bersih PDAM, yaitu 7,4 

persen. Kalimantan Selatan memiliki persentase jumlah kota dengan akses air bersih PDAM tertinggi, 

yaitu 67,4 persen. Sedangkan Bali memiliki angka persentase jumlah desa dengan akses air minum 

PDAM yang tertinggi, yaitu 48,6 persen.
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Sumber: Data PODES 2019 diolah oleh Divisi Riset Ekonomi

Gambar 2. Persentase Jumlah Desa dan Kota yang Memiliki Akses Air Minum PDAM
Pada Setiap Provinsi di Indonesia
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Berkaitan dengan pengelolaan sampah, persentase jumlah kota dan desa secara nasional 
yang memiliki bank sampah adalah 9,1 persen, dari total 83.937 desa dan kota. Lima provinsi 

dengan persentase jumlah desa dan kota tertinggi yang memiliki bank sampah adalah DKI Jakarta (84,3 

persen), DI Yogyakarta (46,8 persen), Bali (24 persen), Jawa Timur (19,7 persen), Banten (18,4 persen). 

Sementara provinsi-provinsi yang memiliki angka persentase terendah adalah Papua (0,7 persen), Aceh 

(1,7 persen), Papua Barat (2,1 persen), Kalimantan Barat (2,2 persen), Bengkulu (2,4 persen). Secara 

rata-rata, persentase jumlah kota di suatu provinsi yang memiliki bank sampah adalah 32,5 persen. 

Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata persentase jumlah desa yang memiliki bank 

sampah yaitu sebesar 6,5 persen. 

Persentase Jumlah Desa dan Kota yang 
Memiliki Bank Sampah Pada Setiap 

Provinsi di Indonesia

lebih kecil dari rata-rata nasional

lebih besar dari rata-rata nasional

Persentase Jumlah Desa dan Kota yang Memiliki Bank Sampah Secara Nasional

Desa
6,5%

Kota
32,5%

Nasional
9,1%

Sumber: Data PODES 2019 diolah oleh Divisi Riset Ekonomi

Gambar 3. Persentase Jumlah Desa dan Kota yang Memiliki Bank Sampah
Pada Setiap Provinsi di Indonesia
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Terkait dengan akses terhadap infrastruktur kesehatan, secara nasional rata-rata indeks 
kemudahan menuju rumah sakit adalah sebesar 0,57 dari nilai indeks maksimal 1. Provinsi-

provinsi dengan indeks kemudahan menuju rumah sakit tertinggi adalah Bali (0,80), DKI Jakarta (0,79), 

Kep. Bangka Belitung (0,77), DI Yogyakarta (0,75), dan Jawa Timur (0,73). Sementara itu, Kalimantan 

Barat (0,38), Maluku (0,37), Kalimantan Utara (0,32), Papua (0,25), dan Papua Barat (0,25) merupakan 

lima provinsi dengan angka indeks kemudahan menuju rumah sakit terendah. Pada level kota, rata-rata 

nilai indeks adalah sebesar 0,78, lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata indeks di level desa 

yaitu 0,56. Hal ini mengindikasikan bahwa akses masyarakat di desa untuk menuju fasilitas kesehatan 

(dalam hal ini rumah sakit) masih lebih buruk daripada akses masyarakat yang berada di kota. Bali 

merupakan provinsi yang memiliki indeks tertinggi di level kota maupun level desa. Indeks kemudahan 

menuju rumah sakit untuk perkotaan di Bali adalah 0,94, sedangkan angka indeks untuk di desa adalah 

0,79. 

Indeks Kemudahan Akses Rumah Sakit
Pada Setiap Provinsi Di Indonesia

lebih kecil dari rata-rata nasional

lebih besar dari rata-rata nasional

Rata-Rata Indeks Kemudahan Akses Rumah Sakit Secara Nasional

Desa
0,56

Kota
0,78

Nasional
0,57

Sumber: Data PODES 2019 diolah oleh Divisi Riset Ekonomi

Gambar 4. Indeks Kemudahan Akses Rumah Sakit  Pada Setiap Provinsi di Indonesia
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Untuk akses terhadap infrastruktur Sektor Informasi dan Komunikasi, secara nasional, rata-
rata indeks jumlah warga yang memiliki akses terhadap perangkat handphone tergolong tinggi 
yaitu 0,9. Namun, kalau dilihat dari kualitas sinyal seluler, rata-rata indeks kualitas sinyal seluler 
di Indonesia hanya sebesar 0,60 dari maksimum nilai indeks 1. Lima provinsi dengan nilai indeks 

sinyal seluler tertinggi adalah DKI Jakarta (0,88), Bali (0,75), Kep. Bangka Belitung (0,74), Jawa Timur 

(0,71), dan Nusa Tenggara Barat (0,71). Sedangkan Kalimantan Tengah (0,46), Kalimantan Barat (0,45), 

Sulawesi Barat (0,45), Papua Barat (0,34), dan Papua (0,21) merupakan lima provinsi dengan nilai indeks 

sinyal seluler terendah. Rata-rata indeks sinyal seluler di level kota adalah sebesar 0,80, lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan rata-rata indeks di level desa yaitu 0,57. Lampung memiliki indeks sinyal seluler 

tertinggi di level kota yaitu 0,93 dan Bali memiliki indeks tertinggi untuk level desa yaitu sebesar 0,73. 

Indeks Akses Sinyal Seluler
Pada Setiap Provinsi Di Indonesia

lebih kecil dari rata-rata nasional

lebih besar dari rata-rata nasional

Rata-Rata Indeks Sinyal Seluler Secara Nasional

Desa
0,57

Kota
0,80

Nasional
0,60

Sumber: Data PODES 2019 diolah oleh Divisi Riset Ekonomi

Gambar 5. Indeks Akses Sinyal Seluler Pada Setiap Provinsi di Indonesia
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Disclaimer

•	 Materi ini merupakan hasil studi yang independent yang dilakukan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur 

(Persero) (“PT SMI”) dengan menggunakan metode ilmiah dengan beberapa asumsi dan keterbatasan. 

•	 Asumsi-asumsi penting yang tercantum di setiap dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari dokumen ini. Dengan menggunakan dokumen paparan  ini, maka Anda menyetujui asumsi-asumsi 

penting yang tercantum di dalam dokumen ini.

•	 Informasi yang tercantum dalam dokumen ini telah diperoleh dari sumber-sumber yang diyakini dapat 

dipercaya, tetapi tidak menjamin bahwa informasi itu lengkap sehingga informasi tersebut dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dan tidak dapat dijadikan acuan mutlak. 

•	 Apabila terjadi perbedaan antara hasil proyeksi studi ini dengan kenyataannya, hal itu disebabkan karena 

adanya asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan dan adanya faktor-faktor yang selalu bergerak 

secara dinamis. 

•	 Dokumen ini disusun untuk PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”). PT SMI tidak bertanggung 

jawab kepada pihak lain selain Perseroan dan Pihak Lainnya yang menggunakan dokumen ini secara 

langsung maupun tidak langsung.

•	 Dokumen ini dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak yang menerima saja dan tidak boleh diproduksi 

ulang atau disalin atau difotokopi atau digandakan atau disediakan dalam bentuk apa pun, dengan cara 

apa pun, atau didistribusikan kembali kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari PT Sarana Multi Infrastruktur 

(Persero). 

•	 Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: Divisi Riset Ekonomi - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 
- Telp. (021) 8082 5288 atau Fax. (021) 8082 5258.
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